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ABSTRAK

Nama . Indira Pratiwi
Program Studi . Magister Kenotariatan
Judul Tesis . Kekuatan pembuktian sertipikat has aanah (analisis

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
3837/k/pdt/1988 tanggal 3 juni 1993)

Undang- undang Dasar Pokok Agraria(UUPA) terberdekagai nasionalisasi
dari undang- undang yang telah ada sejak jamargjaéan. Dasar terbentuk
UUPA adalah untuk menjamin kepastian hukum bagiillernak atas tanah.
UUPA mengatur konversi hak-hak tanah bekas hak Ipaeajadi hak atas tanah
yang diatur dalam UUPA. Pokok permasalahan yanghdib penulis adalah
konversi tanah bekas hak eigendom yang merupakaah thak milik lama
menjadi tanah hak milik baru sesuai UUPA. Cara lpban pembuktian hak
lama atas tanah menurut penjelasan pasal 24 ReraR@merintah Nomor 24
tahun 1997 ada dua macam cara yaitu berdasarkabugéan pemilikan tanah
dan berdasarkan pembuktian penguasaan tanah. Pes#aftaran pertama kali
dilakukan di Badan Pertanahan nasional untuk mextklap sertipikat hak atas
tanah. Penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanilaaional bersifat konstitutif,
yaitu keputusan administrasi pemerintah yang menikaim akibat hukum.
Akibat hukumnya adalah negara menjamin dan meligdpemegang sertipikat
hak atas tanah.Berdasarkan kasus yang ditinjau &@lewguasaan tanah bekas
hak eigendom oleh tergugat yang telah mendiamhtégrsebut selama 20 tahun
dan dengan itikad baik tidak dapat dibatalkan.ifi&et yang telah dikeluarkan
tidak dapat dengan mudah dibatalkan, apabila getipersebut telah berusia
lima tahun ataupun lebih.Sertipikat hak atas tamenupakan alat bukti yang
kuat. Terhadap pihak ketiga tanggung jawab dibarikikepada siapa
perjanjiannya dibuat. Pihak yang mengadakan péganjdianggap yang
mempunyai tanggung jawab bila terjadi permasalalieemudian hari.

Kata kunci :konversi hak eigendom, pembuktian i
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ABSTRACT

Name . Indira Pratiwi
Study Program . Master Degree of Notary
Title . Verify authority of land right certification (Republic of

Indonesia Supreme Court verdict analyse number
3837/k/pdt/1988 date juné’3993)

Basic Constitution of Agrarian was made as a nadi@mtion from another
constitution in the colonial decade. The base sfdeonstitution of agrarian is to
guaranty law assurance for landlord. Basic cortgtituof agrarian regulate is to
convert west land right become land right that nganhy basic constitution of
agrarian. The main concern that written by the auik the convert eigendom
right which is old land right become new land righiat regulate by basic
constitution of agrarian. The procedure of this vaBion manage by art 24
Government regulation number 24 of 1997, theret@peoption available, first,
proof of ownership of land and second, proof ofllawnership.

First time land registration in national land agete having a land certification.
The published certificate are constitutif, whichane government administration
decision that affected legal consequences. The éeysequences is government
guaranty dan protect land certificate owner. Basedhis case that a eigendom
land ownership that be managed twenty years withddaith by defendants can
not be canceled. The published certificate canbeoeasy to canceled, although
the certificate more than five years.Land rightiibeate is a strongest proof. For
third party the liability is for who the agreemewds made. The party that have an
agreement should take responsibility for futurewmstances.

Keywords: eigendom conversion, proof of certificate
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merusakaber daya alam yang
sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutwymrKendala yang dihadapi adalah
pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sedangtansediaan tanah yang sangat
terbatas.

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Indangang setiap tahun
menunjukkan angka kelahiran yang terus meningkakamsemakin kompleks pola
hubungan yang terjalin antara manusia yang satgateiainnya, dan manusia dengan
badan hukum. Dinamika dan kebutuhan manusia yang teerkembang dari waktu ke
waktu dan selalu mengalami perubahan serta berkggnbdengan cukup pesat,
membutuhkan fasilitas untuk mempertahankan kehidoye khususnya tanah dan rumah
untuk tempat berlindung.

Demi menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak taaah di Indonesia,
pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan peadai tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalasal P® ayat (1) UUPA, "Untuk
menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakend@ftaran tanah di seluruh
wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentyang diatur dengan peraturan
pemerintah.

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupdyataya, termasuk
perekonomiannya, terutama masih bercorak agraumiaj kir dan ruang angkasa, sebagai
karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yangtgenting untuk membangun
masyarakat yang adil dan maknms@bagaimana yang dicita-citakan Indonesia merdeka.

Lawson dan Rudden dalam Syaffruddin Kallo mengataiahwa tanah adalah
sesuatu yang unik dan bersifat tetap dan hampak tathpat dihancurkan serta memiliki
nilai pendapatan dan penghasilan. Lebih lanjut fByadin Kallo mengutip pandangan
Gray dan Symes, bahwa tanah bukanlah merupakanlaetenah belaka atau kebutuhan

yang turuntemurun tetapi lebih dari sekedar gumpalan tanambang, mineral di
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bawahnya, dan bangunan-bangunan yang berdiri anydexannya. Dengademikian

tanah mempunyai nilai yang sangat strategigi fkehidupan manusia.

Pendapat ini memberikan pengertian tanah dalanuag sama dengan pengertian

bumi.*

Di Indonesia, pengertian tanah dipakai dalam artidjs sebagai suatu pengertian
yang telah dibatasi dalam Undang-Undang Nomor 5uah960, tentang Peraturam
Dasar Pokok-pokok Agraria yang biasa disebut Unddndang Pokok Agraria (UUPA),
yakni tanah hanya merupakan permukaan bumi sajsisDiain, konsep penguasaan tanah
di Indonesia masih dualisme, yaitu berdasarkan muladat dan berdasarkan hak
menguasai negara yang dapat dimiliki oleh wargaareglan badan hukum Indonesia
dengan memenuhi prosedur hukum yang ditentukarkututz

Dengan demikian jelaslah bahwa tanah sebagai suntbena bagi kehidupan
manusia, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yandgalg&sa sebagai tumpuan masa
depan kesejahteraan manusia itu sendiri. Berdasgakan pemikiran tersebut dan agar
tanah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmunarkesejahteraan rakyat. UUPA
mengisyaratkan, bahwa tanah itu pada tingkatamggit dikuasai oleh Negara sebagai
organisasi seluruh rakyat.

Secara konstitusional, UUD 1945 dalam Pasal 33 &atmenyatakan bahwa
"bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam emgndung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmakyat". Dari ketentuan dasar
ini, dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlahgyamenjadi tujuan utama dalam
pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa &ekayaan alam yang terkandung di
dalamnya. Untuk melaksanakan hal tersebut, di lgjdpertanahan telah dikeluarkan
UUPA. Dari penjelasan umum UUPA dapat diketahui veahUndang-Undang ini
merupakan unifikasi di bidang Hukum Pertanahan.

Untuk mencapai cita-cita Negara tersebut diataskamdibidang agraria perlu
adanya suatu renca@anning) mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi

air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingdmphiakyat dan Negara. Rencana

! Syafruddin Kalo,Kebijakan Kriminalitas Dalam Pendaftaran Hak-hak Atas Tanah Di
Indonesia: Suatu Pemikiran, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap daldem@illmu Hukum
Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Sumatradta September 2006lal.3.

2 Lihat, Pasal 4 UUPA, bahwa atas d'asar hak menguisa negara...., ditentukan adanya
bermacam-macam hak atas permukaan bumi, yang disahah yang dapat diberikan kepada yang
dipunyai orang-orang, baik sendiri maupun bersaamas
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umum (national planning) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kerand

diperinci menjadi rencana-rencana khuguegional planning) dari tiap-tiap daerah.

Dengan adanyalanning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan secgyanign

dan teratur sehingga dapat membawa manfaat yaresaebesarnya bagi Negara dan

rakyat.

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepasti&orh atastanah, UUPA
telah menggariskan adanya keharusan untuk meladksamendaftaran tanah di seluruh
Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UURgal Rersebut mencantumkan
ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran taniiddnesia, yaitu:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerindgddakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketemtketentuan yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal gliputi: a.Pengukuran, pemetaan dan
pembukuan tanah. b.Pendaftaran hak-hak atas t@mapedalihan hak-hak terselmit
Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang bertsdbagai alat pembuktian yang
kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan ngaidieadaan negara dan masyarakat,
keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemumahkpenyelenggaraannya, menurut
pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biayangy bersangkutan dengan
pendaftaran termaksud dalam ayat (2) diatas, dekgtantuan bahwa rakyat yang
tidak mampu dibebaskan dari pembayaran blagga tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebuupadan ketentuan yang
ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggargb@ndaftaran tanah di seluruh
Indonesia, yang sekaligus juga merupakan dasarnmhukagi pelaksanaan pendaftaran
tanah dalam rangka memperoleh surat tanda buktatasktanah yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat. Untuk menindak lanjuti hasébut, telah dikeluarkan, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaffbasah, sebagai penyempurnaan
dari Peraturan Pemerintah sebelumnya. Penyelenggpemdaftaran tanah dalam
masyarakat merupakan tugas Negara yang diseleriggaralen Pemerintah bagi
kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan staals atas tanah di Indonesia.

Adapun tujuan dari pendaftaran tanah menurut PematBemerintah Nomor 24 Tahun
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1997 dalam Pasal 3 adalah:

a) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungepala pemegang hak atas
suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan halaimiang terdaftar agar dengan
mudah dapat membuktikan dirinya sebagaiquang hak yang bersangkutan;

b) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak ydregkepentingan termasuk
Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh ydatg diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidatapitanah dan satuan-satuan
rumah susun yang sudah terdaftar.

¢) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanah

Hasil dari rangkaian kegiatan Pendaftaran Tanadebert, kepada para pemegang hak
atas tanah yang didaftarkan diberikan surat tanddi hak, yang disebut "sertipikat".
Sertipikat memuat data fisik dan data yuridis tateamasuk jenis haknya antara lain Hak
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan.dan lalmagainyd. Terjadinya suatu hak
atas tanah tersebut harus didasarkan pada alayamaksah. Dasar hak tersebut dapat
berupa Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH), iekm@éna undangmndang, maupun
karena perjanjian.

Perbuatan hukum pendaftaran tanah merupakan swatstiga yang sangat penting,

karena menyangkut dengan hak keperdataan seseatmg badan hukum. Hak

keperdataan adalah merupakan asasi seseorang matasi badan hukum yang harus
dijunjung tinggi dan dihormati oleh sesama manigianya yang bertujuan untuk adanya
kedamaian dalam ikatan kehidupan kemasyarakatag gamgan adanya pendaftaran
tanah tersebut, maka akan mendapat jaminan akastkap hukumnya.

Menurut Pitlo yang dikutip Abdurrahman, menyatakan:

Bahwa pada saat dilakukannya pendaftaran tanaha mattungan hukum pribadi
antara seseorang dengan tanah diumumkan kepada l@higa atau masyarakat umum
sejak saat itulah pihak-pihak ketiga dianggap meaige adanya hubungan hukum antara
orang dengan tanahnya dimaksud, untuk mana ia dietejakat dan wajib menghormati

hal tersebut sebagai suatu kewajiban yang timhikeépatuhari.

3 Florianus SP Sangsunfata Cara Mengurus Sertipikat Tanah, Visi Media, Jakarta2007, hal.
16

“Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-hak Atas TaPemnpebasan Tanah dan Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Udiumdonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti), hal. 23
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Dalam kurun waktu hampir 45 (empat puluh lima) talsejak diterbitkannya
UUPA pada tahun 1960 sampai saat ini, jumlah bidzsidgng tanah yang telah terdaftar
di Indonesia baru mencapai sekitar 30% (tiga pylatsen) dari total perkiraan bidang
tanah yang ada sebanyak 78.000.000,- (tujuh puéldpen juta) persh.

Atas dasar hak menguasai dari negara maka mengadijiban bagi pemerintah
melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayguBlik Indonesia menurut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agratau selanjutnya disingkat
dengan UUPA baik dengan pendekatan sistematis magporadik. Dalam Pasal 9
UUPA ditentukan bahwa untuk menjamin kepastian hulktak-hak atas tanah harus
didaftarkan. Pendaftaran tanah berfungsi untukmdelgi si pemilik tanah.

Di samping itu pendaftaran tanah juga berfungsukimengetahui status sebidang
tanah, siapa pemiliknya, apa haknya berapa luasoggyk apa dipergunakan dan
sebagainya, dengan kata lain pendaftaran tanahfdterand information system dan
geografis information system.

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hukutangean merupakan
salah satu faktor timbulnya persoalan-persoalanbidiang pertanahan. Selain itu
pertumbuhan penduduk yang terus meningkat semekéteasediaan tanah yang sangat
terbatas, menjadi salah satu kendala dalam memekeimtuhan akan tanah bagi
masyarakat. Karena terbatasnya tanah yang tera&di berakibat terjadinya benturan-
benturan dan permasalahan atas tanah. Sehingghakaatas tanah adalah merupakan
persoalan yang sangat penting bagi masyarakatadanalas hak merupakan dasar bagi
seseorang untuk dapat memiliki hak atas tanah.

Dibidang pertanahan, pihak yang mendapatkan pentigan hukum dalam hal
kepemilikan tanah (hak atas tanah) adalah harussditan pada suatu hak atas tanah.
Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA, menyebutkan bahVgartipikat dinyatakan sebagai alat
bukti yang kuat". PP No. 24 Tahun 1997 telah memtemnegasan yang dituangkan dalam
ketentuan Pasal 32 ayat (2), yang isi pasal tetselengarah kepada pemberian jaminan
kekuatan pembuktian sertipikat yang "mutlak”

Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadipganbatalan hak atas

®ChandraSertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Persyaratan Permohonan di Kantor
Pertanahan, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 20@hb)x.
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tanah tersebut, apabila terdapat pihak ketiga ymat membuktikan sebaliknya. Lebih
lanjut pemberian hak atas tanah yang berasal taegara melalui penetapan Pemerintah
yang memberikan suatu hak pun dapat dibatalkaral Fasngka 12 Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dioh Tahun 1999 tentang

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalantuéaou Pemberian Hak Atas

Tanah Negara menyebutkan bahwa pembatalan keputpsamberian hak adalah

pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu taak tanah karena keputusan
tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitamtga untuk melaksanakan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatiumnh yang tetap.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis meradarikeruntuk melakukan
penelitian dalam bentuk tesis dengan juddKEKUATAN PEMBUKTIAN
SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMA H
AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3837 K/Pdt/1988 TANGGAL 3 JUNI
1993)”

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penuligumeskan pokok

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pendaftran tanah pertama tialk tanah bekas hak
eigendom?

2. Apakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiamdio 3837
K/pdt/1988 tanggal 3 Juni 1993 telah sesuai dengaaturan perundang-
undangan yang berlaku??

3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kegmaaegang hak atas
tanah terhadap pihak ketiga??

1.3 Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata caeecahkan suatu masalah,
sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secarhdtatiekun dan tuntas terhadap suatu
gejala untuk menambah pengetahuan manusia, mal@engenelitian dapat diartikan

sebagai proses prinsip - prinsip dan tata carakumemecahkan masalah yang dihadapi
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dalam melakukan penelitidn.

Sedangkan metode penelitian adalah cara ilmiah ggeggunakan oleh peneliti
untuk mendapatkan data-data yang dikehendaki. @aiah berarti bahwa kegiatan-
kegiatan yang dilakukan dilandasi oleh metode kedm yang telah teruji. Hal ini

sebagaimana dijelaskan oleh Haddaivawi, bahwa

Untuk menjamin ditemukannya kebenaran ilmiah, mefoehelitian memberikan
cara-cara kerja yang sangat cermat dan syarattsyamg sangat keras. Dengan
demikian berarti metode penelitian tidak saja jeatm memberikan peluang
sebesar-besarnya bagi pengetahuan kebenaran ygegtibtetapi juga untuk
menjaga agar pengetahuan dan pengembangannya knemildi ilmiah yang
tinggi.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitan adalah usaha luntmenemukan,
mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetalwsaha mana dilakukan
dengan menggunakan metode-metode ilfliah.

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak untuk memperoleh data
yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun umhgncapai kebenaran ilmiah tersebut
ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berBkcara rasional dan berfikir secara
empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metodéahnmaka digabungkanlah metode
pendekatan rasional dan metode pendekatan emgirisini rasionalisme memberikan
kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisreeupakan kerangka pembuktian
atau penguijian untuk memastikan suatu kebefaran

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitiaka metode pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan yuridis empigsdBkatan yuridis empiris digunakan
untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentp@mbatalan hak atas tanah dan
kaitannya dengan kekuatan sertipikat sebagai aktt kepemilikan tanah.

Penelitian ini merupakan pendekatamidis-empiris. Pendekatayuridis-empiris,

yaitu :

® Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1986al.6.

" Hadari Nawawi, Metode Penelitan Bidang Sosial, Gajah Mada Press,
Yogyakarta, 1985, hal. 25.

8 Sutrisno hadi metodologi Research jilid | Andi Wagarta, 2000, hal 4

® Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.
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penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau impiémseketentuan hukum
normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrakfarain action pada setiap
peristiwva hukum tertentu yang terjadi dalam madyaralmplementasi secara
action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna umieikcapai tujuan yang
telah ditentukan oleh Negara atau oleh pihak-pitialam kontrak. Implementasi
secarain action diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabilzsan

ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas sengkbp'°

Pendekatayuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturanngang-
undangan terkait dengan pembatalan hak atas taaahkaitannya dengan kekuatan
sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan tanardé®gkan pendekatampiris digunakan
untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai akuilmasyarakat yang berpola dalam
kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi damhubbungan dalam aspek
kemasyarakatat.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini,adetyang digunakan adalah
metode kualitatif. Metode ini digunakan karena lvapa pertimbangan yaitu : pertama,
menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila bepadalengan kenyataan ganda;
kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekaungan antara peneliti dengan
responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lelapat menyesuaikan diri dengan banyak
penajaman pengaruh bersama terhadap pola-polaaiigi dihadapt?

Tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatgaisu memberikan gambaran
atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Pearelitii bersifat mempertegas hipotesa
yang ada. Data yang digunakan adalah data primezyph : putusan pengadila dan
peraturan perundang- undangan ; data sekundeupddruku- buku, artikel surat kabar
dan makalah yang disampaikan dalam seminar. Alagyapulan data dilakukan melalui
wawancara dengan responden dan pengamatan yarkykdite oleh penulis. Metode
analisis data yang dikumpulkan secara kualitatihgyadigunakan dalam segi hukum

dengan memaknai setiap data dan jawaban respodd&halata yang valid.

19 Abdul  Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, hal. 134

1 Bambang Sunggondyletodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persaddakarta,
2003, hal. 43.

12| exy J. MoleongMetodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda KaryBandung, hal.
5. 2000.
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1.4 Sistematika Penulisan
Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penuligsmstini disusun secara
sistematis terbagi atas tiga bab. Pembagian iniuadibagar dalam
pengembangannya dapat lebih sistematis dan tepa@d apa yang menjadi
pokok permasalahan serta dapat dihindarinya perajiggn dari yang sudah
digariskan. Secara garis besar sistematika penutesis ini adalah sebagai
berikut:

Bab 1 berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, kpoko
permasalahan dan sistematika penulisan

Bab 2 berisi teori-teori yang berlaku secara umum tegptan
pendaftaran tanah, objek pendaftaran tanah, kegiata
pendaftaran tanah untuk pertama Kkali, dan sertipika
merupakan alat bukti yang kuat; kasus posisi dansain
pengadilan terhadap kasus tersebut; analisis peafates
hukum, yaitu : proses pendaftaran tanah pertamaikalk
tanah bekas hak eigendom,putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 3837 K/Pdt/1988 tanggaufi
1993 telah sesuai dengan peraturan perundnaghgada
yang berlaku,perlindungan hukum yang diberikan Hapa
pemegang hak atas tanah terhadap pihak ketiga

Bab 3 berisi kesimpulan dan saran dari penulis dan leamlisis

permasalahan hukum dalam tesis ini
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BAB 2
PROSEDUR PENDAFTARAN TANAH di INDONESIA

2.1 Tinjauan Umum Sejarah Hukum Pertanahan di Indonesia

Sejarah hukum pertanahan di Indonesia dapat dibeatiasarkan dua
tonggak sejarah yaitu, dengan disahkan Undang-Uné&akok Agraria pada
tanggal 24 September 1960 dan disahRgrarische Wet tahun 18737

Selanjutnya, dalam perkembangannya sejarah hukunariag di
Indonesia, dapat dibagi dalam dua periode, yaitu:

1. Masa sebelum kemerdekaan dan sebelum tahuny9ub,
a. Masa sebelumAgrarische Wet tahun 1870.
b. Masa setelah Agrarische Wet tahun 1870 sampai Proklamasi
Kemerdekaan.
2. Masa kemerdekaan (sejak tahun 1945), yaitu:
a. Masa sebelum Undang-Undang Pokok Agraria pada taBdb sampai
tahun 1960.
b. Masa setelah Undang-Undang Pokok Agraria.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 18&ftang

Ketentuan Dasar Pokok Agraria tanggal 24 Septe 6.

Indonesia yang pada masa Penjajahan Hindia Belagjak tahun
1815, praktis Kondisi Hukum yang berlaku, khusushykum perdata sudah
bersifat dualistis, di samping hukum adat yang pa&kan hukum perdata bagi
golongan penduduk pribumi, maka bagi golongan pauidyajahan Belanda
berlaku hukum perdata yang mereka bawa dari negahayd*

Hukum perdata yang berasal dari Belanda terselkénali dengan
Burgerlijk Wetboek (BW). Peraturan-peraturan mengenai pertanahan alemp
peraturan yang terdapat pada buku Il Kitab Undandadg Hukum Perdata.

Jadi pada masa sebelum kemerdekaan, di mana terdapsa
sebelumAgrarische Wet, peraturan yang digunakan dituangkan pemerintatgaja
di Hindia Belanda dalam bentWet yang dikenal dengan RRRdgerings-

13 JB Daliyo, Hukum Agraria I, (Jakarta: Prenhallin@601), hal. 16.
“bid.
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Reglement) tahun 1855 (S. 1855-2Semula RR tersebut terdiri dari tiga (3) ayat,
selanjutnya dengan tambahan lima (5) ayat oleh Agvafische Wet), Pasal 62
RR kemudian menjadi Pasal 51 18djsche Saatsregeling)"*®

Adalah penting untuk mencari dasar hukum berlakumyleum adat di

zaman Hindia Belanda, tetapi yang selalu dihubumgt@ngan pembicaraan
tentang hukum adat adalah RiRderings Reglement) 1854, yaitu Pasal 75 (tujuh
puluh lima) yang terjemahannya adalah sebagaiuterik

(1) Sepanjang mengenai golongan Eropa, pemberian &eaddlam
bidang keperdataan, begitu juga dalam bidang hulpidana
didasarkan kepadeerordening-verordening umum, yang sejauh
mungkin bersamaan bunyinya dengan Undang-Undang yan
berlaku di Negeri Belanda.

(2) Gubernur Jenderal berhak untuk mengatakan bertakanaaturan
yang dipandang pantas, dserordening-verordening tersebut bagi
golongan Indonesia, ataupun bagi bagian-bagianggéongan itu,
kalau perlu aturan-aturan tersebut boleh diubah.

(3) Kecuali dalam hal pernyataan berlaku tersebut atawualam hal
orang Indonesia telah dengan sukarela tunduk kepatam
perdata Eropa, oleh para Hakim untuk Indonesiargiypreakan 1.
Undang-Undang Agama, 2 Golongan Indonesia, 3. lsebia
kebiasaan Golongan Indonesia, sepanjang hal-ha, B tidak
bertentangan dengan asas-asas yang diakui umwangewpatuhan
dan keadilan.

(4) Dalam memberikan keadilan kepada golongan lesian para
hakim mengambil asas-asas umum dari hukum perdapa Eebagai
pedoman, manakala mereka harus memutus perkarg, tigak
diatur dalam Undang-Undang Agama, lembaga-lembagya d
Adat Kebiasaan Indonesia tersebut di'atas

Pada tahun 1870 diundangkakgrarische Wet di Negeri Belanda,

sedangkan tujuan diundangkannpgrarische Wet adalah untuk memberi

*Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2006. , hal. 33.
®Mahadi, Uraian Sngkat tentang Hukum Adat Sejak Regelings Reglement Tahun 1854,
(Bandung: 1991), hal.1
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kemungkinan dan jaminan kepada modal besar asargdagat berkembang di
Indonesia, dengan pertama-tama membuka kemungkinark memperoleh
tanah dengan hakpacht yang berjangka waktu land.

Jadi hukum pertanahan pada masa setelah diundanygkagrarische
Wet adalah hukum agraria yang berdasarkan tujuan éadi-sendi dari
pemerintah jajahan, dalam rangka melaksanakankpphrtanahan kolonial,
sementara tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indgpextamakali adalah
berdagang, terutama berdagang rempah, sesuaikpadlitgang, mereka
melakukan segala macam cara untuk memperoleh keyariuyang sebesar-
besarnya dengan pengorbanan modal yang harusldeiaiiciya’®

Tahun 1870, Agrarische Besluit Sebenarnfgrarisch Beduit ini
merupakan pelaksanaan dAgrarische Wet dengan keputusan raja tanggal 20
juli 870-15 (S. 1870-118), telah ditetapkan peeatuyang dinamakan Keputusan
Agraria Agrarisch Bedluit), Peraturan ini hanya berlaku di daerah-daerah
Gubernemen di Jawa dan Madura, sedangkan mengahbalhyang telah
ditetapkan dalam peraturan ini akan diatur dengaloreansi sesuai dengan
Agrarische Wet dan dasar-dasar dari Keputusan Agraria.

Pada tahun 1870, Menteri Jajahan De Waal mengajé#dd yang
kemudian diterima oleh parlemen. Berisi lima ayaany kemudian
ditambahkan pada 3 ayat dari Pasal 62 RR sehingggadi 8 ayat. Salah
satunya menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal akaiberni&an halerpacht,
yaitu suatu hak yangakelijk (hak benda) dan yang diinginkan oleh pengusaha-
pengusaha selama 75 tahun. Pasal 62 RR dengamgaaiya kemudian dijadikan
Pasal 51 darilndische Saatsregeling (I1S). Inilah yang disebut sebagai
Agrarische Wet 1870. Agrarische Wet ini merupakan pokok yang terpenting
dari hukum agraria dan semua peraturan-peratunag gselenggarakan oleh
pemerintah dahulu berdasarkan ateet ini. Adapun isinya ialah memberi
kesempatan kepada perusahaan-perusahaan pertamgnbgsar-besar untuk
berkembang Indonesia, sedang hak-hak rakyat ateshriga juga harus
diperhatikan juga.

Dasar-dasar dalamgrarische Wet tersebut di atas diatur lebih lanjut

73B. Daliyo, dkkOp. Cit, hal.18.
¥Chadidjah DalimuntheQp. Cit.
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dalam Keputusan Mentri Agraria, tercantum dalaml&0-118. Pasal 1 dari
keputusan Agraria mengandung suatu dasar atawasgdazim disebut: Asas
umum tanah Negara atau pernyataan umum tanah nedganaAlgemeen
Domenbeginsel atau Algemeen Domeinverklaring, yaitu suatu pernyataan
umum bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuksigbagai hak eigendom,
adalah tanah milik (Domein) Negara. Tujuan dibuan dditetapkannya
Agrarische Wet, adalah untuk membela kepentingan pemerintah iablon
Meskipun demikian Gubernur Jenderal tetap menghordmak- hak pribumi,
terlebih pada ayat 7 disebutkan bahwa tanah yapgngai orang-orang
pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun temwang dimaksud adalah
hak milik adat atas permintaan pemiliknya yangdabat diberikan kepadanya
dengan hak eigendom, dengan pembatasan-pembatasen dyperlukan
sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi dan ulickab dalam surat
eigendomnya yaitu yang mengenai kewajibannya tephadgara dan desa yang
bersangkutan, demikian juga mengenai kewenangamiy& menjualnya kepada
non-pribum;i*®

Pada tahun 1945 bangsa Indonesia merdeka dari j&esna
Kolonial Belanda, akan tetapi pada masa kemerdeksaha untuk melakukan
perombakan hukum agraria tidak mudah, dan memaearlukaktu. Untuk
menghindari kekosongan hukum, maka hukum agraray \aerlaku adalah
peraturan-peraturan yang sudah ada semasa penjajdbionial Belanda
sementara masalah-masalah keagrariaan yang tiralail mendorong pihak-
pihaknya yang berwenang untuk melakukan pembahauam agraria.

Jadi sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agréeiah dilakukan
terobosan oleh Pemerintah Indonesia dengan dikelnaya peraturan yang
dimaksudkan untuk meniadakan beberapa lembagd fdsu&olonial seperti:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948 Jo Undang-Undimgor

5 Tahun 1950.
2. Undang-Undang Nomor 6 Darurat Tahun 1951, mengubah
peraturan persewaan tanah rakyat.
3. Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1952, pengawasa

198. Daliyo, Op. Cit, hal. 22.
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terhadap pemindahan hak atas tanah.

4. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1954, Jo Undang
Undang Nomor 1 Darurat 1956, mengatur tentang paisrakanah
tanpa izin.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, menghapuskanh tana
partikelier.

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, peraturan p&garhagi
hasil.%°

Sebenarnya"pada tahun 1948 sudah mulai dilakukan usaha
penyusunan dasar-dasar hukum agraria yang bark om@nggantikan hukum
agraria warisan pemerintah jajahah

Akan tetapi pada tanggal 24 September 1960 batutadang-Undang
Pokok Agraria disahkan oleh Presiden Republik led@n menjadi Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1960, dimuat dalam LembaragaNeNomor 2043,
demikian hukum Agraria Indonesia dapat diperbaleetélah lima belas tahun
kemerdekaan.

Pentingnya pembaharuan hukum tanah yang dimotolabi Undang-
Undang Pokok Agraria selanjutnya dapat dilihat diach penjelasan umum
sebagai berikut:

1. Karena Hukum Agraria yang berlaku sekarang ini gieoa
tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi daerjpg¢ah jajahan
dan sebagian lainnya yang dipengaruhi olehnya, dang
bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negadalam
melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka lesarkgn
revolusi nasional sekarang ini.

2. Karena sebagian akibat dari politik hukum pemdrintgahan itu
hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisméu ydengan
berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat nglisey
peraturan-peraturan dari dan didasarkan atas Hiamat, hal mana
selain menimbulkan berbagai masalah antar goloyglag serba sulit,
juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan-penrsdiangsa.

21pid, hal.35.
2 bid, hal.28.
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3. Karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahktid@enjamin
kepastian hukurff

Setelah Undang-Undang Pokok Agraria mulai berlanggal 24
September tahun 1960 dan dengan tegas mencalutgreq@eraturan yang berlaku
pada zaman penjajahan.

Demikianlah pada pokoknya tujuan Undang-Undang RPoRgraria
adalah sebagai berikut:

1. Meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agnas@nal yang
akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran,
kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyatatea rakyat
tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan da
kesederhanaan dalam hukum pertanahan.

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastiakunin
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat selurdfinya.

"Pembaharuan hukum tanah telah nyata dilakukan denga
diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria di mae@mbakan hukum
kolonial dan menggantikannya dengan hukum nasiadalah merupakan
suatu pelaksanaaandreform di Indonesia **

"Selanjutnya hukum tanah yang telah diperbaharkiendii dengan
hukum tanah nasional yang bersifat nasional bark skgi formal maupun
dari segi materilnya®

Dari segi formal, hukum tanah nasional dapat dilildalam
peraturan perundangan, yang dibuat oleh pembentodakh-Undang
Indonesia, dibuat di Indonesia dan disusun dalamads Indonesia, Undang-
Undang tersebut berlaku di Indonesia meliputi setanah yang ada di wilayah
Negara Indonesia.

Sedangkan dari segi materilnya, hukum tanah ndsi@ualah

berkenaan dengan tujuan, konsepsi, asas-asas detasinya yaitu:

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1$&@la Butir Penjelasan
Umum.

23 1 pid.

#*Chadidjah DalimuntheQp. Cit., hal.41.

“Boedi HarsonoQp. Cit., hal. 162.
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Harus didasarkan atas hukum adat tentang tanah.

Harus sederhana.

Harus menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakgknesia.

Harus tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersgadia hukum agama.
Harus memberi kemungkinan supaya bumi, air dangruamgkasa dapat
mencapai fungsinya dalam membangun masyarakatyiirdan makmur.

6. Harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia.

7. Harus memenuhi pula keperluan rakyat Indonesia méemermintaan

zaman dalam segala soal agraria.

Harus mewujudkan penjelmaan daripada Ketuhanan Yaba Esa
Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan KeaSisial sebagai
asas Kerohanian negara dan Cita-cita Bangsa, sgpag tercantum di
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Harus merupakan pelaksana dari pada Dekrit Presatggal 5 Juli 1959
dan manifesto politik Republik Indonesia sebagaigyditegaskan dalam

pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.

10.Harus melaksanakan pula ketentuan dalam Pasala@@3dyndang-Undang

Dasar yang mewajibkan negara untuk mengatur peamnlitanah dan
memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diubselwilayah
kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar{sdemakmuran
rakyat, penggunaan itu bisa secara perseorangapumasecara gotong

royong.

2.1.1 Pengertian Pendaftaran Tanah

Indonesia telah mempunyai suatu lembaga pendaftEaah yang

uniform yang berlaku secara nasional, hal ini sebagai keresgsi berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang diemuisempurnakan
kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta@an, L.N. 1997 Nomor
59 tanggal 8 Juli 1997 dan baru berlaku aktif tahd@yOktober 1997 (Pasal
66), yang merupakan perintah dari Pasal 19 UUPAiyalindang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi:

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah akad
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pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Iredten menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur menurut peraturan pemerintah.

Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini metkagiu

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukaan tanah.

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hateiszbut.

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang bedakagai alat pembuktian
yang kuat.

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengeagdan negara dan
masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonongrtas kemungkinan
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteariag

Dalam Peraturan Pemerintah telah diatur tentangyabéaya
pendaftaran tanah, di dalam ayat (1) peraturareliats dengan ketentuan
bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pgsndoa biaya-biaya
pendaftaran tanah.

Pengertian bahasa pendaftaran tanah berasal daaisdoaPrancis,
yaitu Cadastre yang berarti suatu daftar yang menggambarkan spersé tanah
yang ada dalam suatu wilayah berdasarkan pemetmarp@hgukuran yang
cermat, dengan kata lain suatu rekaman yang mdd@njuluas, nilai dan
kepemilikan terhadap suatu bidang taff&h.

"Dalam Bahasa Belanda, pendaftaran berasal darikamiaster suatu
istilah teknis untukrekod atau rekaman, menunjukkan kepada masyarakat luas,
nilai dan kepemilikan atau lain-lain atas hak tdemasuatu bidang tariaf

Istlah Kadaster berasal dari istilah Latin, yamengenai pendaftaran
tanah. Sesungguhnya, Surveying Kadaster adalahat&egsurveying yang
berhubungan dengan penentuan dan pendefinisianmiié@en dan batas
tanah/lahan. Pada umumnya, masyarakat berpikir ddd@giatan surveying
kadaster, relatif tidak penting hingga suatu saat lmenyadari bahwa lokasi
tanahnya memberikan perspektif. Praktek pencardashbukan sepenuhnya

suatu proses legal dan bukan pula sepenuhnya s@bages ilmiah, akan tetapi

*Sesuai dengan pengertian umum dalam Pasal 1 Rerd&®emerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bidaay adalah bagian permukaan bumi yang
merupakan satuan bidang yang terbatas.

2’AP. ParlindungarQp. Cit., hal.18.
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diantara keduanya.

Seorang surveyor Kadaster penentu batas, dalam amesarvey
sebelumnya harus mengetahui deskripsi legal ddapskbnflik serta yang
mempengaruhi tanah tersebut. Hal ini tidak hanyibatkan ilmu pengetahuan,
akan tetapi keterampilan dalam meneliti dan medijefiya. Selain itu,
surveyor Kadaster harus seperti seorang ahli pathakalam mencari bukti
fisik survey dan pekerjaan sebelumnya di atas plalru bumi ini. Seorang
Surveyor Kadaster harus mengerti konsep pengukdesmngan baik untuk
mencari dan menggambarkan apa yang ditemukannya dempu
menginterpretasikan hubungannya dengan yang dic&&drang Surveyor
Kadaster pekerjaannya bagaikan seorang detektémadika dengan para ahli
purbakala, hukum dan penterjemah.

Kadaster adalah sistem informasi pertanahan berpassil yang berisi
informasi terkini tentang segala kepentingan yamigait dengan tanah, seperti
hak atas tanah, batasan-batasan dan tanggung yawgtharus dipenuhi dalam
pemilikan dan pengelolaan tanah.

Umumnya kadaster meliputi deskripsi geometris lgd@mah atau persil
yang dikaitkan dengan catatan lain mengenai kepgai yang terkait dengan
bidang tanah tersebut, kepemilikan atau kontrohatdsp kepentingan-
kepentingan tersebut, selain itu sering pula befisimasi mengenai nilai bidang
tanah dan pengembangan yang telah dilakukan dibedasg tanah tersebut.
Kadaster adalah merupakan alat yang tepat membairiiggan dan identifikasi
dari lahan tersebut dan juga sebagatinueous recording atau rekaman yang
berkesinambungan dari pada hak atas tanah. Naroara senum pendaftaran
tanah merupakan kegiatan administrasi yang dilakalkah pihak tanah terhadap
hak atas tanahnya, baik dalam pemindahan hak madalam pemberian dan
pengakuan hak baru. Berdasarkan Peraturan PenteNadmor 24 Tahun
1997 telah merumuskan mengenai pengertian peraat@mah®®

Sayuti Thalib mengemukakan bahwa: Dari kegiatardgiaran tanah

ini yang dikenal dengan istilah kadaster hak méwpgeta dan daftar mengenai

“pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24rT4887 tentang Pendaftaran Tanah,
menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan yang dilakokatm Pemerintah secara terus-menerus
berkesinambungan, pembukaan, dan penyajian seneliparaan data fisik dan data yuridis.
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bidang tanah yang menguraikan keadaan hukum bidalagpyg tanah
tersebut berupa luasnya, lokasinya, subjek haknyayat pemilik tanah,
perbuatan hukumnya serta perubahan-perubahan ddlbad perubahan hukum
atas tanah tersebfit.

Bachtiar Effendi, membedakan pengertian kegiatandgiaran tanah
dengan pendaftaran hak atas tanah, yaitu: Kegjpaaaftaran tanah adalah
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintdara terus-menerus
dalam rangka menginventarisasikan data-data bexkedangan hak-hak atas
tanah menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah NordorT@hun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran hak atat t@salah kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh si pemegang hak yangahmpgkutan dan
dilaksanakan secara terus-menerus setiap peraltianatas tanah tersebut
dalam rangka menginventarisasikan data-data besmked@&ngan peralihan
hak-hak atas tanah menurut UUPA dan Peraturan RaaterNomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah gunanya umgnkapatkan sertipikat
tanda bukti hak atas tanah yang Kiat.

Selanjutnya, Douglas J. Whalan The Toorens berpanhddahwa
pendaftaran tanah mempunyai 4 (empat) keuntungtaradain:

1. Security and certainty or true, artinya dengan pendaftaran tersebut
terdapat adanya kebenaran dan kepastian dariisakui¢ baik dari peralihan
haknya dan juga adanya suatu klaim dari orang lain.

2. Peniadaan dari keterlambatan dan pembiayaan yatkgldighan, artinya
dengan adanya pendaftaran tanah tersebut makaptdkselalu diulangi
dari awal setiap adanya peralihan haknya, apakabeathak atau tidak dan
bagaimana rangkaian peralihan hak tersebut.

3. Penyederhanaan atas alas hak yang berkaitan peraik tersebut, maka
peralihan hak itu disederhanakan dan segala paiaesdapat dipermudah.

4. Ketelitian, artinya dengan adanya pendaftaran tatsbebut, maka
ketelitian sudah tidak diragukan lagi.

Pada dasarnya yang didaftarkan terhadap tanaldatalahak. Fungsi

#Sajuti Thalib,Hukum Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau, (Jakarta: Bina
Aksara), hal. 19.
¥Bachtiar EffendiOp. Cit., hal. 15.
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hak lebih dominan dalam pendaftaran tanah yangftardbukan hak tetapi
fungsi hak, dimana tujuan akhir dari pendaftaramatia adalah untuk
memungkinkan haknya tersebut.

Bachtiar Effendi, mengemukakan bahwa: Pendaftarak hatas
tanah dimaksudkan untuk memenuhi aBaldisteit dan asaspesalitet. Asas
Publisiteit bermaksud agar pendaftaran itu diketahui oleh sewnaag,
sedangkan asagpesialitet bermaksud supaya diketahui di mana letak tanah
tersebut. Pendaftaran tanah dilakukan sesuai dekgiantuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan PaatefNomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tarnigh.

Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk mencatatkauitadetanah yang
telah dimiliki seseorang atau suatu badan dengan téentu ke Kantor
Pertanahan. Di dalam Pasal 2 Peraturan PemerintamoiN24 Tahun 1997
disebutkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakatadaekan asas sederhana,
aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Yang diothkiengan asas sederhana
adalah agar ketentuan-ketentuan pokoknya, maumsegurnya dengan mudah
dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.téena pada pemegang hak
atas tanah. Asas aman, adalah untuk menunjukkamabpbndaftaran tanah
perlu diselenggarakan secara teliti dan cermainggh hasilnya dapat memberi
jaminan kepastian hukum, sesuai dengan tujuan fiaradatanah.

Yang dimaksud dengan asas terjangkau, adalah meatigan
kemampuan pihak-pihak yang berkepentingan yaiterjegtgkauan pihak yang
memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kelbutdaa kemampuan
golongan ekonomi lemabh.

Yang dimaksud dengan asas mutakhir, adalah merentdata
pendaftaran tanah secara terus-menerus dan bexkdsingan sehingga data
yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesragath keadaan nyata di
lapangan. Sedangkan asas terbuka adalah agar pidght memperoleh
keterangan mengenai data yang benar di setiagadiaierupakan pelaksanaan
dari fungsi informasi.

"Menurut Bismar Nasution prinsip keterbukaan adatathik menciptakan

$1Bachtiar EffendiOp. Cit., hal. 44.
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mekanisme pasar yang efisien. Karena dengan ditemaya kewajiban
keterbukaan dapat menghindarkan atau minimal lejadyang dapat
menimbulkan akibat buruk bagi investor puhfik

Namun, sayangnya hingga saat ini prinsip keterbhukaesebut belum
dapat dilaksanakan oleh kantor Badan Pertanahanodda sehingga
masyarakat yang hendak melakukan pendaftaran hag @nah untuk
pertama kalinya masih mengalami berbagai kendalamdamemohon
pendaftaran hak atas atas tanahnya.

"Sistem pendaftaran tanah, adalah mempermasaladktamg apa yang
harus didaftar, bentuk penyimpanan dan penyajiaa yiaridis, serta bentuk
tanda buktinya. Terdapat dua macam sistem penaaftanah yaitu,Sistem
Pendaftaran aktaatdeegistration of Deeds dan Sistem Pendaftaran Hak atau
Registration of Titles".

Dalam hal sistem pendaftaran akta maupun sistegafiaran hak, setiap
pemberian atau penciptaan hak baru, serta pemindddéia pembebanannya
dengan hak lain, maka harus dibuktikan dengan skifu Dalam akta tersebut
dimuat data yuridis tanah yang bersangkutan yaiung®nai apa perbuatan
hukumnya, haknya, penerimaan haknya, dan hak apg didebankan, yang
kemudian akta didaftar oleh Pejabat Pendaftaranilan

Pada sistem pendaftaran akta, Pejabat PendaftaaaahTbersikap
pasif. Artinya, Pejabat Pendaftaran Tanah tidalakesdan pengujian kebenaran
data yang disebut dalam akta yang didaftar. Jadglam sistem pendaftaran akta,
jika terjadi perubahan, wajib dibuatkan akta sebdgektinya. Maka dalam
sistem pendaftaran akta, data yuridis yang dipariukarus dicari dalam akta-
akta yang bersangkutan. Apabila terjadi cacat hupadhea suatu akta yang
dibuat kemudian. Sedangkan untuk memperoleh datdigjuharus dilakukan
dengan carditle search yang memakan waktu yang relatif lama, di samping
dana yang lebih banyak, karena diperlukan campgatadari ahli.

Sistem pendaftaran hak, dikenal jdgarens System, bukan aktanya yang
didaftar, tetapi haknya yang diciptakan dan perabgberubahannya kemudian.

$2Bismar NasutionKeterbukaan dalam Pasar Modal, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Program Pasca Sarjana, 2001), hal. 2.
#Boedi HarsonoQp. Cit., hal. 76.
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Meskipun akta tetap merupakan sumber datanya. daddalam sistem
pendaftaran hak terhadap perubahan-perubahan ggaditdibuatkan suatu
daftar isian. Pada sistem pendaftaran hak, pejpbatiaftaran tanah akan
melakukan pengujian kebenaran data, yaitu sebelakukian pendaftaran hak
di dalam buku tanah. Jadi, pejabat pendaftaram tailadam hal ini bersikap akitif.

Bagaimanapun sistem pendaftaran tanah yang dilakukaikum
melindungi kepentingan orang sebagai pemegang bhaktiberdasarkan data
yang disajikan kegiatan pendaftaran tanah, yaitpadalilihat dari sistem
publikasi yang dianut dalam penyelenggaraan peardaftanah.

"Penyelenggaraan pendaftaran tanah, ada dikenasistean publikasi,
yaitu sistem publikasi negatif dan sistem publikassitif">%. Sedangkan, yang
dimaksud dengan sistem publikasi negatif, yaittesisyang menggunakan
sistem pendaftaran hak, di mana buku tanah selbsgduk penyajian data
yuridis, dan sertifikat hak sebagai tanda bukti.h@ktuk mengikuti siapa
pemegang hak, yaitu dengan melihat nhama siapa tedgftar dan bukan
perbuatan hukumnya.

Sedangkan sistem publikasi positif, adalah yangitikdreratkan pada
sahnya perubahan hukum yang dilakukan untuk kemuddapat
menentukan peralihan haknya. Dalam situasi demikia@skipun pendaftaran
sudah dilakukan tetapi masih terbuka kemungkinarbdinya gugatan jika
pemegang hak yang sebenarnya dapat membuktikannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengaist¢m
publikasi negatif yang berunsur positif. Jadi sisigang digunakan adalah bukan
sistem negatif murni. Pemerintah sebagai penyedeaggendaftaran tanah, harus
berusaha sedapat mungkin untuk menyajikan data lyamgr dalam buku tanah
dan peta pendaftaran, selama tidak terdapat permbuking lain, maka data
yang terdapat dalam buku tanah dan yang ada padiaffgran merupakan
data yang dianggap benar dan dinyatakan ‘ddlenurut Muntoha Mantan
Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah, Departemen Agraenyatakan bahwa
sistem pendaftaran tanah di Indonesia sekaranghadatem negatif dengan
bertendensi positif* Artinya dengan sistem negatif yang bertendensitifpos

#Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modata¢ia Fakultas Hukum Universitas
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tersebut, jika pada keterangan-keterangan yandgeadapat ketidakbenaran fakta,
maka dapat diubah dan disesuaikan dengan keadzameseya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961ap tet
dipertahankan khususnya yang mengatur tentangntujliselenggarakannya
pendaftaran tanah yang pada hakikatnya sudah plki@tadalam Pasal 19
UUPA seperti yang telah disebutkan dalam bab tardahbahwa
pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yselgnggarakan dalam
rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanaha

Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, mendeskan

bahwa:Tujuan pendaftaran tanah yang dimaksud Panaemerintah

Nomor 10 Tahun 1961 atau lembaran Negara Nomor-286ai adalah

demi kepastian hukurRecht Cadaster dan tanah yang lahir karena

surat keputusan pemerintah, artinya pendaftarahtdiselenggarakan
dengan mengingat keadaan negara dan masyaraketiukeplalu lintas
sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraa@enunot

pertimbangan Menteri Agratid®

Sedangkan menurut AP. Parlindungan, menyatakangbahw

Penyempurnaan yang diadakan meliputi penegasamagdagrbal yang

belum jelas dari peraturan yang lama, antara langertian pendaftaran

tanah itu sendiri, asas-asas dan tujuan penyelsamygaya yang di

samping untuk menghimpun dan menyajikan informasigylengkap

mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tgaat bersangkutafi.

S. Rowton Simpson, mengemukakan maksud pendafteaah
yang dibedakan 2 (dua) tujuan untuk mencapainyta, ya

"Tujuan yang bersifat fiscal, diantaranya diperlukan untuk
perencanaan pembangunan dan perpajakan. Tujuan bemsgat hukum,
antara lain untuk menjamin kepastian hukum mendeiahak atas tanaft’

Pendaftaran tanah dengan tujudisca mempunyai fungsi yang

Indonesia, Program Pasca Sarjana, 2001), hal. 2.

®pasal 19 ayat (3) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, mengatddahwa, Pendaftaran Tanah
diselenggarakan dengan mengingat keadaan negarandayarakat, keperluan lalu lintas
sosial.. Lihat Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahiabis, Op. Cit, hal. 127.

% AP. ParlindungarQp.Cit., hal. 127.

373, Simpson Rowtor,and and Registration, (London: Cambridge, University Press).

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012  Universitas Indonesia



24

berhubungan dengan kepentingan negara yaitu urgp&rkuan pemungutan
pajak tanah, sedangkan tujuan pendaftaran tanah by@rsifat hukum yakni
mengingatkan kepastian mengenai siapa pemegangihlalatau hak-hak lain
atas sebidang tanah hal ini dipandang dari segirhuk

Selanjutnya oleh Simpson dikemukakan agar kedugsfuypendaftaran
tanah tersebut dibedakan secara jelas.

AP. Parlindungan mengatakan bahwRendaftaran tanah ini
adalah pendaftaran hukum afechts Cadaster bukanFiscal Cadaster".*®

Sedangkan menurut Bachtiar Effendi, mengatakan &apendaftaran
tanah merupakamecht cadaster yang bertujuan memberikan kepastian hak,
yakni:

Untuk memungkinkan orang-orang yang mempunyai tadahgan
mudah membuktikan bahwa dialah yang berhak atadasegptanah, apa
hak yang dipunyainya, letak tanah dan luas tanamtulJ
memungkinkan kepada siapapun guna mengetahuilhadgaia ketahui
berkenaan dengan sebidang tanah, misalnya caldoepenalon kreditur
dan sebagainy4.

Bagi orang yang membeli tanah tentu ingin mempler&kpastian hak
tanah lebih dulu yang akan dibelinya, tanah yangandetaknya di mana,
bagaimana batas-batasnya, berapa luasnya. Jug&kuidang pentingnya adalah
untuk memperoleh kepastian mengenai status tanahBigoa pemegang
haknya dan ada atau tidak adanya hak pihak la@taditanah tersebut. Semuanya
itu diperlukan olehnya untuk mengamankan pembeiany akan dilakukan dan
untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

"Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 diglaskan
adanya pengaturan tentang objek pendaftaran“tdhah

Boedi Harsono, mengemukakan bahwa: Hak Guna Bangdaa Hak
Pakai ada yang diberikan oleh negara tetapi dimuokghk juga diberikan oleh

pemegang hak milik atas tanah, artinya selama behda pengaturan

BAP. Parlindungankomentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, (Bandung: Mandar
Maju, 1991), hal. 111.

$Bachtiar EffendiOp. Cit., hal. 16.

“‘Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19@ahig Pendaftaran Tanah meliputi
bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak MHilgU, HGB dan Hak Pakai Tanah Hak
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mengenai tata cara pembebanannya dan disediakanlifoakta pemberiannya,
untuk sementara belum akan ada Hak Guna Bangumarhala Pakai yang
diberikan oleh pemegang Hak Milik atas tanah. Mglag kini merupakan
objek pendaftaran tanah baru HGB dan Hak Pakai gédegikan oleh Negara.
Tanah Negara dalam Peraturan Pemerintah NomorthT®97 termasuk objek
yang didaftaf!

Berbeda dengan objek-objek pendaftaran tanah yang dalam hal
tanah yang dikuasai oleh negara tidak disediakdu banah dan karenanya
juga tidak diterbitkannya sertifikatnya. Objek paftdran tanah yang lain
didaftar dengan membukukannya dalam peta pendaftia buku tanah serta
menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentamgdpRaran Tanah, di
mana pengertian tanah negara atau tanah yang alikeagsung oleh negara
adalah tanah yang tidak dipunyai dengan suatu tektanah, kiranya yang
dimaksudkan sebagai objek pendaftaran tanah bwsahtnegara dalam arti
luas, namun tanah negara dalam arti sempit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan PemeNotalor 24 Tahun
1997 tentang pendaftaran tanah meliputi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik.
Pembuktian hak dan pembukuannya.
Penerbitan sertifikat.

Penyajian data fisik dan data yuridis.

o~ w0 N

Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

2.1.2. Pendaftaran Tanah Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 199

Jika dibandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 10uifah961
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997aa dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang terdiri dariP&&al sedangkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 199¥itdedi 66 Pasal, dari
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 belumtdapgakinkan rakyat
dalam melaksanakan pendaftaran tanah melaluiyalgy benar yaitu melalui

“! Boedi HarsonoQp. Cit., hal. 460.
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prosedur yang dibuat oleh instansi ke Agraria. DaReraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 ini yang mengatur bahwa sejartdaah yang selama
ini diragukan tentang bukti keabsahannya maupusepnya dan bukti haknya
telah dipertegas sebagai tanah yang dapat dikanmergadi hak-hak menurut
Undang-Undang Pokok Agraria dengan berkembangngi swanata hukum
"Ajudikasi"® yang dibahas dalam Pasal 24 dari Peraturan PeareNtomor 24
Tahun 1997.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun &887beberapa
yang menjadi objek konversi ataupun bukti-bukti yalapat diteruskan untuk
dipergunakan dalam pengurusan sertipikat tanalatdtan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 mengantisipasi beberapa kesulitartedarasuk hak-hak yang
dapat dikonversi menjadi hak menurut Undang-UndRaigok Agraria, demikian
juga beberapa kegiatan perekaman dari peralihathalalatas tanah yang tidak
dikembangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor AnTE61.

Adapun persyaratan pelaksanaan pendaftaran tamahlglih mudah
dan sederhana ini diatur dalam Peraturan Pemerhitahor 24 tahun 1997
Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadartaRahan Nasional
Nomor 3 Tahun 19972 yang selanjutnya atas permohonan tersebut maka
Kepala Kantor Pertanahan harus:

1) Melakukan pemeriksaan data fisik (penetapan danapangan

tanda batas, pengukuran, pemetaan) oleh petugaslyanjuk.

2) Melakukan pemeriksaan data yuridis dan menyamakaa d
fisik dan yuridis yang dimohonkan selama 60 (enaufulp)
hari di kantor pertanahan dan kantor desa/kelurgkartidak ada
yang keberatan untuk selanjutnya disahkan.

3) Melakukan penegasan konversi atau pengakuan hak.

4) Membukukan hak.

5) Menerbitkan sertipikat®

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 udiat

mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah, yangrhalaisii:

“PP Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Menteri Agraria/KBPN No3Y 1997.
3 hitp: /Ammw.bpn.go.id/aspx/pelayanan.
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a. Penegasan Hak

Undang-Undang Pokok Agraria menganut unifikasi malbidang
hukum agraria, hanya ada satu sistem hukum agrang berlaku di seluruh
wilayah negara dan berlaku bagi setiap orang meskgemikian Undang-
Undang Pokok Agraria pada dasarnya tetap mengakuhék atas tanah yang
telah dipunyai sebelum Undang-Undang Pokok Agiaeidaku. Namun harus
dimaksudkan dan disesuaikan dengan hak-hak yang dalam Undang-Undang
Pokok Agraria sendiri melalui pranata hukum konvesspanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pokparid khususnya
ketentuan yang menunjukkan sifat nasionalitas dedang-Undang Pokok
Agraria yakni bahwa hanya warga negara atau badkanh Indonesia yang
dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan awndan ruang
Angkasa.

Cara memasukkan dan menyesuaikan hak-hak atas yamgh lama
kedalam sistem Undang-Undang Pokok Agraria disekomversi. Dan
penyelesaian dari tanah ex BW telah berakhir denljj@iuarkannya Keppres
Nomor 32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa tanalh-téersebut telah
berakhir masa konversinya dan bagi tanah-tanah tydalg diselesaikan hanya
menjadi tanah yang dikuasai negdrsSemua hak-hak Indonesia atau adat harus
dikonversi, tanpa kecuali karena luasnya wilayatkuhu Indonesia dan
banyaknya pemilikan tanah maka konversi terhadapuaehak milik adat tidak
mungkin dapat diselesaikan dalam waktu sirgRat

Untuk hak-hak tanah yang tunduk kepada hukum aetdht
diadakan ketentuan khusus yaitu dengan Surat KsgrutiMenteri Dalam
Negeri Nomor 26 DDA/1 970, di mana konversi dark-hak adat tidak ada
batas waktu konversi karena pertimbangan khusys,bmosedur dan ketidak
pedulian dari rakyat untuk mensertipikatkan tanahny

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) sub ajuReraMenteri
Agraria/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentBataksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftBamah, bahwa untuk
bekas tanah milik adat atau TMA yang alat buktulesnya lengkap dan yang

“AP. Parlindungan, Konversi Hak-hak Atas Tanah, (Remy: Mandar Maju), hal. 21.
“>Jhon Salindeho, Manusia, Tanah, Hak dan Hukuma¢iekSinar Grafika, 1994), hal. 4.
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alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi adaekahgan saksi maupun
pernyataan yang bersangkutan yang dipercaya kelagaroleh Kepala Kantor
pertanahan ditegaskan konversinya menjadi hak nfilét ini sesuai dengan
ketentuan tentang pembuktian hak lama dalam Pdsalyat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di mana untuk d&t-bukti tersebut
dapat diterapkan penegasan hak. AP. Parlindungaengemukakan
bahwa: alat-alat bukti di atas, sebelum diumumkalkashtor Pertanahan dan
di Kecamatan untuk memancing reaksi orang yanp tedrihak*®

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997budikan
bahwa pengumuman dimaksud dilaksanakan selamagaQo(tluh) hari dalam
pendaftaran tanah secara sistematik dan 60 (enalh)pdnari dalam
pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberenkestan kepada
pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
b. Pengakuan Hak

Pasal 88 ayat (1) sub b, Peraturan Menteri AgiBBRN Nomor 3
Tahun 1997 disebutkan bahwa hak atas tanah yanguita kepemilikannya
tidak ada tetapi telah dibuktikan kenyataan pergaradisiknya selama 20 (dua
puluh) tahun sebagaimana yang telah dijelaskariusebga diakui sebagai hak
milik.

Chadijah Dalimunthe, mengatakan bahwa untuk perayakibak
tidak diperlukan penerbitan surat keputusan perajakak.*’

Menurut Chris Lunnay dan Herman Soesangobeng, nmrerkgdkan

bahwa:

Bidang-bidang tanah yang dimasa Hindia Belandaktiterdaftar

secararecht cadaster dan umumnya digolongkan sebagai tanah adat kini

merupakan sasaran pendaftaran yang utama. Sealairkdtnudahan

terhadap mayoritas anggota masyarakat yang tidakilikiealat bukti

tertulis pun dibantu dengan cara pembuktian meladuniguasaan fisik

secara nyata maksudnya bidang tanah yang secasantenerus telah

“*AP. ParlindungarBunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, (Bandung: Mandar
Madju, 1994), hal. 101.

4" Chadijah DalimunthePelaksanaan Landreform di Indonesia dan Pelaksanaannya,
(Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera U08a0), hal. 21.
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dikuasai selama 20 (dua puluh) tahun baik olehkpieng sedang

menguasai ataupun pendahulunya, dapat didaftar digerbitkan

sertipikatny&'®

Selanjutnya Soelarman Brotosoelarno, menyimpulkdmvh:

Ketentuan ini merupakan salah satu aspek teknisydadis yang

baru di dalam dunia pendaftaran di Indonesia yameg§algus

memberikan jalan keluar apabila pemegang hak tidpkt menyediakan
bukti kepemilikan baik yang berupa bukti maupun tbkenain yang

berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dalyaercaya. Dalam
hal ini, pembukaan dapat dilakukan tidak berdasakiegemilikan akan
tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telilakukan oleh

pemohon dan pendahuluaniiya.

Ketentuan ini mencerminkan perhatian dan perlindangiukum
terhadap penguasaan dan pemilikan tanah oleh anggsyarakat hukum adat
yang hanya didasarkan pada penguasaan secara rfesikun tidak
mengurus surat kepemilikannya.

c. Pemberian Hak

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pokok mgrsang
selanjutnya dirinci dalam Pasal 16 ayat (1) Unddndang Pokok Agraria,
kepada perorangan atau badan hukum dapat dibes#mmai macam hak atas
tanah. Meskipun tidak secara tegas diatur, akaapitevewenang untuk
memberikan hak-hak atas tanah seperti tersebumd®asal 16 ayat (1)
Undang-Undang Pokok Agraria adalah Negara Repubittonesia cq.
Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Bd@amanahan Nasional.

Tatacara permohonan dan pemberian hak atas targdrandiatur
dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala B&amanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemberian dmbd®alan Hak Atas
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Dalam garis besarnya, tata cara permohonan danep@mbhak atas

“8Cris Lunnay dan Herman Soesangobefiatus Reformasi Pertanahan dalam Undang-
Undang Pokok Agraria dan Proyek Administrasi Pertanahan dengan Perspektif Sebesar-besarnya
Kemakmuran Rakyat, Seminar Nasional Pertanahan, (Bandung), hal.3.

“Soelarman Brotosoelarnéspek Teknis dan Yuridis Pendaftaran Tanah Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. (Yogyakarta, 1994), hal. 4.
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tanah berlangsung sebagai berikut: Pemohon meragajpgrmohonan tertulis
kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahag giaerah kerjanya meliputi
letak tanah yang bersangkutan.

1. Keterangan mengenai pemohon

a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraampate tinggal,
dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istmisdan anaknya
yang masing-masing menjadi tanggungannya.

b. Apabila badan hukum, nama, tempat kedudukan, aktu a
peraturan pendiriannya, tanggal dan Nomor Surat uispn
Pengesahan oleh pejabat yang berwenang tentangnjyeamnya
sebagai badan hukum yang dapat memperoleh hak bahl#tasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputiydaigdis dan data fisik.

a. Dasar penguasaan atau atas haknya dapat beeugéas, surat
kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pshm#&ganah dan rumah
dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintatiisgn, pengadilan, akta
Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta pelepasan hakulatisurat bukti
perolehan tanah lainnya. Letak, batas-batas dasnylaa Jenis tanah
(pertanian/non pertanian) rencana penggunaan sguals tanahnya (tanah
yang atau tanah negara) Keterangan mengenai jubndizimg, luas dan
status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, @asuk bidang tanah
dimohon.

b. Setelah berkas pemohon diterima, Kepala Kantoaf@ran memeriksa
dan meneliti kelengkapan:

Data yuridis, data fisik, serta mencatat dalam fdim isian,
memberikan tanda terima berkas permohonan sestmaulio isian,
memberitahukan kepada pemohon untuk membayar byaya
diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersetremhgan
rinciannya dengan ketentuan peraturan perundargagad yang
berlaku.

c. Kepala Kantor Pertanahan meneliti kebenaran dat@iywan data

fisikk permohonan atas tanah dan memeriksa kelaygesmohonan
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tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau @préebih lanjut sesuai
dengan keterangan peraturan perundang-undangaibedail.

d. Dalam hal tanah dimohonkan belum ada surat ukuriepala
Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Bekgukuran dan
Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.

e. Keputusan pemberian hak atau keputusan penolaksamplaikan
kepada pemohon melalui surat tercatat atau deraganyang lain dan
menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yanaib

f. Surat keputusan pemberian hak dijadikan bukti unkaperluan
pendaftaran hak atas tanah.
g. Kantor pertanahan mengeluarkan sertifikat hak atasah dan

menyerahkan kepada pemegang hak.

2.1.3. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali

Adapun pendaftaran untuk pertama Kkali dapat dilitttlam
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1P@idaftaran tanah
yang meliputi pendaftaran tanah untuk pertama dah kegiatan dilakukan
melalui data yang tersedia.
Pendaftaran tanah yang pertama kali dapat dilakokaalui 2 (dua) cara
yaitu:

1) Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegmadaftaran
tanah untuk pertama kali yang dilakukan serentakgymeliputi
semua objek pendaftaran tanah yang belum didafamdwilayah
atau bagian wilayah suatu desa atau keluarga. Ugaupnakarsanya
datang dari pemerintah.

2) Pendaftaran secara sporadik adalah kegiatan parataftanah
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atdurdhan
secara individu atau massal yang bersangRatan.

"Penunjukan wilayah pendaftaran tanah secara sporaédrta

persiapan kegiatannya diatur dalam Peraturan Medgearia Nomor 3 Tahun
1987. Pendaftaran tanah yang pertama kali melputiga) bidang, dalam

®0 Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah NomoaB4rT1997.
*1 Boedi HarsonoQp. Cit., hal. 37.
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Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24nTEd@i7, yaitu:
1) Bidang fisik.

2) Bidang yuridis.

3) Penerbitan dokumen tanda bukti hak.

Kegiatan di bidang fisik mengenai tanah yaitu untoémperoleh data
tentang letak, batas-batas serta luasnya, bandwaregunan dan atau
tanaman-tanaman penting yang ada di atasnya. Uktgiatan yang
demikian ini yang telah menghasilkan peta pendaftarang sudah diukur
maka dibuatkan surat ukur. Sedangkan kegiatan digaridis bertujuan untuk
memperoleh status hukum objek pendaftaran, pemelakigya dan ada atau
tidak ada hak pihak lain yang membebaninya. Penglampdata tersebut
menggunakan alat pembuktian berupa dokumen dalaianya.

Dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fdilekukan
kegiatan dengan pengukuran dan pemetaan. Adapustdiegpembuktian hak
meliputi:

1) Pembuktian hak baru.
2) Pembuktian hak lama.
3) Pembuktian hak.

Pembuktian hak dan pembukuannya di mana sebelumataak tanah
tersebut dibukukan terlebih dahulu adanya hak etsdan siapa pemiliknya.
Pembuktian hak baru adalah hak-hak yang baru kilteatau diciptakan sejak
mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 74997 dan pembuktian
hak-hak lama yaitu terutama hak-hak atas tanah garagal darkonvers hak-
hak yang ada pada Undang-Undang Pokok Agraria miodalaku dan
pemberian hak-hak baru atau yang diciptakan sejalkirberlakunya Undang-
Undang Pokok Agraria yang belum didaftar menurvateean Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961. Pembagian kegiatan pembuktian tatséimaksudkan
untuk membedakan antara pembuktian hak baru ydekpukian terhadap tanah
negara dan pembuktian hak lama untuk tanah hakead@suk tanah milik adat.

Berdasarkan pendaftaran tanah untuk pertama kamljpatan
sertipikat) adalah diproses melalui pendaftaranv&msiypengakuan hak untuk

tanah milik adat dan pemberian hak untuk tanahraega
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Menurut Herman Hermit dalam pendaftaran tanah upeftama kali
secara Sporadik, di mana syarat dan langkah-lang&al harus dipenuhi
dalam pelaksanaan permohonan pendaftaran tandhpertama kali ke Kantor
Pertanahan setempat :

1. Mempersiapkan dokumen asli dasar kepemilikan tesegerti Petuk
Pajak Bumi/Landrente atau girik dan bisa juga sketérangan riwayat
tanah dari Kepala Desa setempat.

2. Mengisi formulir permohonan dan pernyataan di KarRertanahan,
serta menyertakan photo copi KTP, tanda lunas PBjaki dan
Bangunan tahun terakhir.

3. Menunjukkan batas batas tanah kepada petugas ipangkioleh Kantor
Pertanahan.

4. Mengisi dan menandatangani Berita Acara data fisik data yuridis
hasil pengukuran dan pemeriksaan petugas KantmBean di hadapan
petugas Kantor Pertanahan.

5. Menunggu terbitnya sertipikat hak milik tanah dalaf@mpo
sekurang kurangnya 60 hari setelah proses permoluamapengukuran
tanah selesai diserahkan ke Kantor Pertanahan.

6. Menerima sertipikat tanah hak milik di Kantor Peaiaan setelah
sebelumnya menerima panggilan atau pemberitahuamabsertipikat
tersebut telah selesai.

Dalam rangka proses pendaftaran tanah, kegiatag yhiakukan
adalah meliputi pengumpulan dan penetapan kebedatarisik dan data yuridis
mengenai objek pendaftaran tanah yang dilakukatulkltu, alat bukti tertulis,
diperlukan sebagai dasar yang dapat menentukaatasikanah. Dalam kegiatan
pengumpulan data yuridis, diadakan pembedaan grearbuktian hak baru dan
hak lama. Yang dimaksud dengan hak-hak yang badalathak-hak atas tanah
yang baru diberikan atau diciptakan sejak muldakenya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997. Sedangkan yang dimaksud ddmgahak lama adalah
hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi Glakyhng ada pada waktu
mulai berlaku Undang-Undang Pokok Agraria dan hak-lyang belum

*’Herman HermitCara Memperoleh Serifikat Tanah Hak miik, Tanah Negara dan Tanah
Pemda, (Bandung, Mandar Maju, 2005), hal. 7-12.
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didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10TaB61.

Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah, bahwa sistin teori pembuktian
berdasar undang-undang secara positif untuk medatinpertimbangan
subjektif hakim. Sedangkan menurut Yahya Harahdgndaistem pembuktian
ini keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalamembuktikan
kesalahan terdakwa. Wirjono Projodikoro bahwa rsistai bertentangan
dengan prinsip, bahwa dalam acara pidana suatsgyutuiakim harus berdasar
atas kebenaran. Sistem pembuktian ini, sudah batamy mengandung
kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukumaa padrang terdakwa
semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpé&udid oleh alat bukti yang
cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan temlalari tindak pidana
yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telkbterbukti dengan alat-
alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakas &esalahan terdakw.

Di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24T a897 disebutkan
bahwa:

1. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanap parasal
dari konversi dari hak-hak lama dibuktikan dengat-alat bukti
dengan adanya hak tersebut berupa bukti-bukti ligertu
keterangan saksi dan atau pernyataan yang berdangkang
kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalanmdaféaran
tanah secara sistematik dan oleh Kepala kantoarlzdran dalam
pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukupk u
mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak yiaing
membelinya.

2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secargkap alat-
alat pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan
penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutaamaePlO
tahun atau lebih secara berturut-turut oleh peadaft dan
pendahulu-pendahulunya dengan syarat:

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik da

M. Yahya HarahapPembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edis Kedua,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hal.aman 256
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secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagaibgahgk
atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian oramgy gapat

dipercaya.

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal X6 tida

dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat ataa des
dan kelurahan yang bersangkutan atau pun pihaty&ih

Sesuai isi Pasal 24 ayat (1) tersebut, bahwa bktulis yang
dimaksud dengan bukti kepemilikan atas tanah pemgedmmk pada waktu
berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjuthydalam Pasal 60 ayat
(1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanmaNasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PerdRamawerintan Nomor 24
Tahun 1997 disebutkan bahwaAlat bukti tertulis mengenai kepemilikan
tanah, berupa alat bukti untuk pendaftaran hak Harupendaftaran hak-hak
lama sebagaimana dimaksud masing- masing dalanh Zasan Pasal 24 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1897

Dengan demikian, alat bukti yang dimaksud berdasarRasal 24
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan BasBeraturan Menteri
Negeri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasionahdo3 Tahun 1997
merupakan bukti tertulis yang diperlukan dalam @sgsendaftaran tanah, baik
bukti hak lama maupun bukti hak baru yang padarakhibertujuan untuk
penerbitan sertipikat sebagai bukti hak atas tayatg memiliki kekuatan
otentik.

Kemudian di dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan RaaterNomor 24
Tahun 1997 juga dan disebutkan bahwa penguas#dabifiang tanah selama 20
tahun atau lebih secara berturut-turut dan dilakwulengan itikad baik dan secara
terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang bedtak tanah, maka
pembukuan hak dapat dilakukan oleh Pejabat Peralaffaanah, dengan syarat

terhadap penguasaan fisik bidang tanah tersebak tibermasalahkan oleh

> bid, Pasal 24.
*Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanatasioNal Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1997 tentanigetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
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masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yasgnggutan ataupun pihak
lainnya.

Lembaga Rechtsverwerking dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 digunakan sebagai salah satu saranagkegbe untuk mengatasi
Kelemahan sistem publikasi negatif kita. Diadakankgtentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut tidak rdekan eksistensinya dalam
hukum adat. LembagRechtsverwerking adalah suatu lembaga yang digunakan
untuk mengatasi kelemahan sistem negatif, sebagaindinyatakan dan
diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan. Diandalembaga
Rechtsverwerking pihak yang mempunyai tanah karena lampaunya waktu
kehilangan hak untuk memperolehnya kembali lemb&gehtsverwerking
sebagai lembaga rekognisi hak akibat pengaruh lamypawaktu tidak berdiri
sendiri, melainkan menjadi suatu kesatuan Konsepgate lembagaidverse
possession atau verjaring dan lembaga title insurance. Lembaga
Rechtsverwerking didefinisikan lampaunya waktu yang menyebabkan goran
menjadi kehilangan haknya untuk menuntut hak atamaht yang semula
dimilikinya, maka lembaga ini digunakan untuk menglgankan kepemilikan
yang telah terdaftar dalam daftar umdfn.

Di dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintahdidyd Tahun
1997 disebutkan bahwa:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbseipikat secara sah
atas nama orang atau badan hukum yang memperaoleh tarsebut dengan
itikad baik dengan secara nyata menguasainya, ipihlek lain yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menypelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu lima (5) tahun sejekhitkannya sertipikat itu
telah tidak mengajukan keberatan secara tertupsada pemegang sertipikasi
dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutapuatdidlak mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanalpeatarbitan sertipikat

tersebuf’

**Boedi Harsonokelemahan Pendaftaran Tanah dengan Sstem Publikasi Negatif, Makalah
Seminar Nasional Keefektifan Lembagachtsverwerking Mengatasi Kelemahan Pendaftaran
Tanah dengan Sistem Publikasi Negatif, Diselenggar®leh Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas
Hukum Universitas Trisaksi, 20 Maret 2002, hal. 4.

*"|bid, hal. 32 ayat (2).
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Dengan demikian, jika atas suatu bidang tanah yaeigh
diterbitkan sertipikat, diberikan tenggang waktdas® lima tahun untuk
mengajukan keberatan atas sertipikat tersebut.ilApddlam waktu lima tahun
tidak diajukan keberatan maka sertipikat terselastipakan alat bukti tertulis yang
otentik tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapgHal tersebut jika
dihubungkan dengan lemba&eachtsverwerking di dalam hukum adat, maka
seyogianyalah suatu bidang tanah dikuasai secagauag dan lebih baik lagi
agar dibuatkan bukti tertulis yang otentik, sehagtengan demikian baik
lembagaRechtsverwerking yang dikenal dalam hukum adat maupun Pasal 32
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengkieagiar pemegang hak,
memiliki sikap yang tegas, yaitu jika memang pemeggaak berniat memiliki
sebidang tanah, syaratnya harus menguasai fisenditenah dan memiliki
bukti tertulis secara otentik yaitu sertipiRat.

Setidaknya, ada 10 (sepuluh) manfaat yang dapatnaét oleh pemilik
tanah apabila tanah telah bersertipikat yaitu ssimagikut:

1. Memberikan jaminan keamanan penggunaan bagi peryalik
Mendorong atau meningkatkan penarikan pajak olghanae
Meningkatkan fungsi tanah sebagai jaminan kredit.
Meningkatkan pengawasan pasar tanah.

Melindungi tanah negara.

Mengurangi sengketa tanah.

Memfasilitasi kegiatanural land reform.
Meningkatkarurban planning dan memajukan infrastruktur.

© 0 N o g bk 0D

Mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang beitasal
10.Menyediakan data statistik tanah yang baik.

Ketentuan Pasal 32 ayat (2) memang bukan pencipltagom
baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukembaga
Rechtsverwerking yang sudah ada dalam hukum adat terhadap penguasaan
tanah yang terdaftar. Tidak mungkin suatu peratysamerintah secara

mandiri tanpa landasan ketentuan Undang-Undangemhé@mn sesuatu yang

**Boedi Harsonokelemahan Pendaftaran Tanah dengan Sstem Publikasi Negatif, Op.Cit.,
hal. 5.
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mempunyai akibat hukum terhadap hak keperdataaa patga. Dan sebagai
telah dikemukakan di atas Pasal 32 ayat (2) itujplatk meniadakan eksistensi
lembaga Rechtsverwerking dalam hukum adat. Dalam arti bahwa ketentuan
hukum Rechtsverwerking itu juga dapat diberlakukan terhadap penguasaai ta

yang sudah terdaftar.

2.1.4. Konversi Hak-hak Atas Tanah

Yang dimaksud dengdkonversi hak-hak atas tanah adalah penyesuaian
hak lama atas tanah menjadi hak baru menurut Untam@;ang Pokok
Agrarid'®® sedangkan menurut A.P. Perlindungan, konversiHadkatas
tanah adalah, bagaimana pengaturan dari hak-helkaaah yang ada sebelum
berlakunya UndangUndang Pokok Agraria untuk masakard sistem
Undang-Undang Pokok Agratia’

Ada terdapat 3 (tiga) jenis konversi yaitu:

1. Konversi hak atas tanah, berasal dari tanah ha&tBar
2. Konversi hak atas tanah, berasal dari hak Indonesia
3. Konversi hak atas tanah, berasal dari tanah bekaprgja.

Konversi hak atas tanah yang berasal dari hak Badatah berdasarkan
jenis hak atas tanah yang berasal dari bekas halt fatu hakeigendom, hak
opstal dan hakErpacht. Maka dengan diberlakukannya konsepsi hak-hak
atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokidciagdi dalam bagian
kedua Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, dilkeentuan-ketentuan
konversi.

Didalam Undang-Undang ini, mengatur mengenai kenuegik-hak atas
tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agragnjadi hak milik,
menurut konsepsi Undang-Undang Pokok Agraria, yaetulasarkan ketentuan
Pasal I, Pasal Il dan Pasal VII.

KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI

Pasal |

(1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undaoheyig
ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecjiledi yang mempunyainya

*9A.P. Parlindungari,oc. Cit.
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tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dadesad P1.

(2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing yang diperganaka
untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilam ¢zedung
Kedutaan, sejak mulai berlakunya undang-undangnemjadi hak pakai
tersebut dalam Pasal 41 ayat (1) yang akan bedaggselama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas.

(3) Hak eilgendom kepunyaan orang asing, seorang warga hegara isamgaing
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewargaaegasing dan
badan- badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintddagse dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) sejak mulai berlakunyangidadang ini menjadi
hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayder{@an jangka waktu 20
tahun.

(4) Jika hakeigendom tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dibebani deringdn
opstal atau hakerpacht, maka hak opstal dan ha&kpacht itu sejak mulai
berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bargtersebut dalam
Pasal 35 ayat (1), yang membebani hak milik yamgabgkutan selama sisa
waktu hakopstal atau halerpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20
tahun.

(5) Jika hakeigendom tersebut dalam ayat (3) Pasal ini dibebani deringdn
opstal atau hakerpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak
eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atauehgdcht selanjutnya
diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan okattev Agraria.

(6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruschtgebruik dan hak-hak lain yang
membebani hak eigendom tetap membebani hak milik kizk guna
bangunan tersebut dalam ayat (1 dan 3) pasal daingehak-hak tersebut
menjadi suatu hak menurut undang-undang ini.

Pasal Il

(1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaateun mirip dengan
hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sejpeg gisebut dengan nama
sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakungangiundang ini
yaitu hakAgrarische eigendom, milik Yayasan andarbeni, hak at@rswe,

hak atasiruwe desapesini grant sultanlenderrijenbezitrech, altijddurende
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erpacht, hak usaha atas bekas tanah partekelir dan hdkihallengan nama
apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut Mehteri Agraria sejak
mulai berlakunya undangundang ini menjadi hak ntidiksebut Pasal 20
ayat (1), kecuali jika yang mempunyai tidak memesyarat sebagai yang
tersebut dalam Pasal 21.

(2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan oranggasarga negara
yang di samping kewarganegaraan Indonesia memplayarganegaraan
asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh petaé sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi hak ggahauatau hak guna
bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sgbagaakan ditegaskan
lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal VII

(1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersiégi tiin ada, pada mulai
berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak milik sedsut pada Pasal
20 ayat (1).

(2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak befsfap menjadi hak
pakai tersebut pada Pasal 41 ayat (1) yang memberenang dan kewajiban
sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya padai rballakunya
Undang-Undang ini.

(3) Jika ada keraguan-keraguan apakah sesuatu hakagogmkulen atau
sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka MeAtgarialah yang
memutuskan.

Jika dilihat ketentuan konversi tersebut, maka sjelmhwa pada
prinsipnya, hak-hak atas tanah yang demikian olemilixnya, sepanjang
pemegang haknya pada saat ketentuan konversi beddklah warga Negara
Indonesia tunggal, akan dikonversikan menjadi halkk mmenurut Undang-
Undang Pokok Agraria.

Tanah bekas milik dapat, seperti grant sultan, paan tanah yang
telah dimiliki oleh seseorang berdasarkan suratadyukti kepemilikan yang
dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Aaraurat bukti
kepemilikan atas tanah ada yang dikeluarkan olefeRatah Kolonial Belanda.

Kepala adat, oleh Pemerintah Indonesia senditk, fp@nerintah pusat maupun
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pemerintah daerah.

Semua bukti kepemilikan sebelum berlakunya Undanddung
Pokok Agraria setelah tanggal 24 September 1960shdiubah status hak
atas tanah menurut ketentuan konversi dari Undamdphly Pokok Agraria
cara mengubah status hak atas tanah tersebutdgaigan mendaftarkan tanah
tersebut ke kantor pertanahan untuk diberikan bkggiemilikan yang baru,
yaitu sertipikat hak atas tanah.

Cara melakukan pendaftaran tanah mengubah statustha tanah
dapat dibagi atas dua cara yaitu tergantung dddii liak atas tanah yang
dimiliki oleh pemohon. Cara pertama, jika pemohoemiki bukti hak atas
tanah yang diakui berdasarkan Pasal 23 dan PasRe&turan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, maka dapat ditempuh prosegekenlangsung yaitu
dengan cara mengajukan permohonan dan menyerahkdinkbpemilikan
hak atas tanah kepada kantor pertahanan setempat.

Cara yang kedua, yaitu bagi pemohon yang tidak Hienatau
kehilangan bukti kepemilikan hak atas tanah, ma&ea cyang ditempuh
adalah melalui pengakuan hak.

Dalam kondisi bukti tertulisnya lengkap, maka tidalagi
memerlukan tambahan alat bukti, jika bukti tertofia sebagian tidak ada
lagi maka harus diperkuat dengan keterangan sd#si pernyataan yang
bersangkutan sedangkan jika bukti tertulisnya seyauidak ada lagi maka harus
diganti keterangan saksi atau pernyataan yangriggustan.

Penegasan konversi dapat dilakukan jika ada sumahyataan
kepemilikan tanah dari pemohon dan dikuatkan oleteringan saksi tentang
kepemilikan tanah tersebut, tapi juga terganturtapamanya penguasaan fisik
tanah tersebut oleh pemohon.

Pengakuan hak sangat tergantung dengan lamanyagsaag fisik.
Yaitu selama 20 tahun demikian disebutkan di daRasal 24 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jadi pex@n tersebut dirinci
sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menguasai tanah tersebut s@rtahun atau lebih

secara berturut-turut atau dari pihak lain yarghtehenguasainya.
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2. Penguasaan itu telah dilakukan dengan itikad baik.

3. Penguasaan tanah itu tidak pernah diganggu gugatdiskui serta
dibenarkan oleh masyarakat di kelurahan tersebut.

4. Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa.

5. Bahwa jika pernyataan tersebut memuat hal-hal yadgk sesuai
dengan kenyataan maka pemohon dapat dituntut se@aaa maupun
perdata di muka pengadilan karena memberikan kejgngpalsu.

Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberigndrekr di
dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Negara AgrarialkkeBadan Pertahanan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yaitu sebagai berikut:

(1) Berdasarkan berita acara pengesahan data datla yuridis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) alilakan kegiatan
sebagai berikut:

a. Hak atas sebidang tanah yang alat bukti tertulisnya
lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 agyataf2
yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi aad
keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkuta
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayde(BKetua
Panitia Ajudikasi ditegaskan konversinya menjadi halik atas
nama pemegang hak yang terakhir

b. Hak atas tanah yang bukti kepemilikannya tidak tetapi
telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknyansald0
tahun sebagaimana dimaksud Pasal 61 oleh KetuaiaPani
Ajudikasi diakui sebagai hak milik.

(2) Untuk pengakuan hak sebagaimana dimaksud peada(1d huruf b,
tidak diperlukan penerbitan surat keputusan peragakak®

Pelaksanaan'konversi dapat dilakukan dalam dua kondisi dan
dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai betfut:

1. Bagi konversi langsung maka dokumen yang dilxatuladalah:

a. Surat Permohonan Kepada Kantor Kepala Kantor Radréan
b. Bukti pemilikan/penguasaan tanah: berupa surat begerti: girik/letter

9 bid, Pasal 65.
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c, pipit, verponding Indonesia (jika memiliki). Bukti tersebut harus
dilakukan dengan bukti lain:
b. 1. Surat-surat asli jual beli, tukar-menukabpahi atau akta waris.
b.2. Pernyataan dari permohonan atas penguasaan temsebut bahwa
tanah tersebut tidak dalam sengketa.
c. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku.
d. Kartu keluarga.
e. Surat Tanda Bukti pelunasan SPPT PBB (Pajak Bunm da
Bangunan) terakhir.
f. Surat Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI atau
surat pernyataan ganti nama (apabila warga negaraukan).
g. Surat ukur/gambar situasi (bila sudah ada dan naagiat digunakan).
2. Bagi penegasan konversi/pengakuan hak maka dakumang
dibutuhkan adalah:
a. Surat permohonan kepada kantor pertanahan bp&tiguat
pemilikan penguasaan tanah

a. 1. Pernyataan dan pemohonan.

a.2. Keterangan dari kelurahan dan keterangarsekunrang-kurangnya
2 (dua) saksi atau lebih yang dapat dipercaya seldh menjadi
penduduk setempat dan tidak memiliki hubungan kekghan atau
kekerabatan dengan pemohon.

Foto copy KTP pemaohon.
Kartu keluarga.
Bukti penulisan PBB atau Pajak Bumi dan Banguneakter.

Surat kuasa (bila dikuasainya).

- 0 Q 0o T

Surat Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SBKdRip surat
pernyataan ganti nama (apabila warga negara ketnrun
g. Surat ukur/gambar situasi (bila sudah ada dan mdajat

digunakan).
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2.1.5 Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tania
Permohonan hak atas tanah dapat dilakukan terhadap:

a. Tanah Negara bebas: belum pernah melekat sesuadi dasnya.

b. Tanah Negara asalnya masih melekat sesuatu hajamigka waktunya
belum berakhir, tetapi dimintakan perpanjangannya.

c. Tanah Negara asalnya pernah melekat sesuatu hgkrdga waktunya
telah berakhir untuk dimintakan pembaharuannyasidi termasuk
tanah-tanah bekas hak Barat, sebagaimana jelasikdinr dalam
keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 mah@79
tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam rangka eeambhak
baru atas tanah asal konversi hak-hak Barat, Rasadt (1)'tanah hak
guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai as&r&ohak Barat,
yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lamgbgiada tanggal 24
September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalamangnd
Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnkayhag
bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsuely Negara
manapun tanah-tanah yang telah terdaftar menurdgangundang
Pokok Agraria. Sebelum mengajukan permohonan l&akppon harus
menguasai tanah yang dimohon dibuktikan denganydgidis dan data
fisik yang dimiliki. Data yuridis adalah bukti-buktau dokumen
penguasaan tanah, sedangkan data teknis adalah Skwa dan
SKPT atas tanah dimaksud; permohonan hak yangnuteieh kantor
pertahanan diproses antara lain dengan peneligatafpangan oleh
panitia pemeriksa tanah (panitia A atau B), kenmudipabila telah
memenuhi syarat maka sesuai kewenangannya dambitééer surat
keputusan pemberian hak atas tanah setelah membagmag
pemasukan ke kas Negara dan atau BPHTB jika diksmatdalam
surat keputusan tersebut.

Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran SK pembehak
untuk memperoleh sertifikat tanda bukti hak adalah:
a) Surat permohonan pendaftaran.

b) Surat pengantar.
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c) SK pemberian hak untuk keperluan pendaftaran.
d) Bukti pelunasan uang pemasukan atau BPHTB apadp#asgaratkan.
e) ldentitas pemohon.

1. Hak milik dapat diberikan kepada: warga Negara heséa, badan-
badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, nysalBank
Pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial yamguld
pemerintah, hak milik adalah hak turuntemurun tatkdan terpenuh
yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan ngaigungsi
sosial tanah jangka waktu berlakunya hak milikuknivaktu yang
tidak ditentukan.

Namun demikian, hak milik hapus apabila:

1. Karena pencabutan hak.

Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.
Karena diterlantarkan.

Beralih kepada orang asing.

a kw0

Tanahnya musnat.

2. Pemberian hak guna usaha dapat diberikan kepadga Wegara
Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukwdonesia dan
berkedudukan di Indonesia; HGU adalah hak untukgussthakan
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara gunagberas pertanian,
perikanan atau peternakan. Jangka waktu berlakd@ta: 35 tahun
dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, dabilapwaktu
tersebut telah berakhir maka kepada pemegang hmt ddberikan
pembaharuan HGU di atas tanah yang €4ma.

3. Hak guna bangunan dapat diberikan kepada: wargaarbleg

Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukagdanesia dan

berkedudukan di Indonesia; HGB adalah hak untukdm&an dan

mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang buki#nyan
sendiri jangka waktu berlakunya HGB: 30 tahun dampatl
diperpanjang paling lama 20 tahun, setelah waksebet berakhir

maka kepada bekas pemegang hak dapat diberikanapamin

¢l pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 T4l&0.
%2 peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012  Universitas Indonesia



46

HGB di atas tanah yang saffia.

4. Hak pakai dapat diberikan kepada: warga Negarantsia, orang
asing yang berkedudukan di Indonesia, instansi petal, badan
hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, batakum
asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia hdtaipadalah
hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasiltdaah yang
dikuasai langsung oleh negara atau milik orang k&mg memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan jangka waddakunya hak
pakai: 25 tahun dan dapat diperpanjang paling [2thaahun, atau
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selamaahaga
dipergunakan untuk keperluan tertentu, sesudabk@gamgktu hak
pakai atau perpanjangannya berakhir, maka kepadegassg hak
dapat diberikan pembaharuan hak pakai atas tanghsga&”

5. Hak pengelolaan dapat diberikan kepada: instansiep@tah
termasuk pemerintah daerah, badan usaha milik Blglgadan usaha
milik daerah, PT Persero, badan otorita, badan muku
pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah, jangkaktu
berlakunya hak pengelolaan: tidak ditentukan selaar@ahnya
dipergunakan untuk keperluan tertentu.

2.2. Pokok Perkara
Dalam sub bab ini akan dibahas kasus antara Ny.Betiadi atau Liauw
Dies Nio sebagai penggugat dan Lianingsih Rimbadj@gu Liem Kiem Lian
sebagai Tergugat pada pengadilan Jakarta Barah Raglis tersebut telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dimana pada peagatiigkat pertama
dimenangkan oleh penggugat, kemudian pada tingaatilhg dimenangkan
tergugat dan pada tingkat kasasi dimenangkan elghdat.
- Bahwa semasa Tan Joe Nio masih hidup rumah dah semgketa telah
disewakan kepada Dr. Oe Oen Djiang seorang wagga&elanda;
- Bahwa setelah Tan Joe Nio meninggal dunia, walaopmah dan tanah
sengketa dibawah pengawasan BHP (Bukti p-4) s¢éaapa hak oleh
Dr. Oe Oen Djiang disewakan kepada Dr. Tan King yRog

& Ibid.
| bid.
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selanjutnya Dr. Tan King Po mengajukan permohomankumembeli
rumah dan tanah sengketa melelui prosedur P3MBtigpp&enguasaan
perumahan Milik Warga negara belanda) ex undangagdio. 3/Prp.
Tahun 1960, padahal rumah dan tanah sengketa bbkanilik Dr. Oe
Oen Djiang, akan tetapi adalah milik Tan Joe Niogyherstatus kaula
Hindia belanda yang tidak pernah dijual kepadaagiap juga;

- Bahwa permohonan Dr. Tan king Po secara kelirtn tdilkabulkan oleh
Menteri Pertanian dan Agraria, yaitu dengan dilaenilya Hak Guna
Bangunan atas tanah sengketa kepadanya, yang kenditiingkatkan
menjadi hak milik, dan terakhir dibalik nhama atasna tergugat asli,
vide Surat Keterangan Menteri Pertanian dan Agnarasing-masing
No. Peta 7/5/49 tanggal 20 Maret 1964 dan No. etrangan 34/
HM/65 tanggal 11 maret 1965, serta sertifikat hakkniNo. 210/
Kebon jeruk (bukti p-5 s/d p-7);

- Bahwa menurut testamen no. 18 tanggal 7 maret {[984i p-8) dan
akta pernyataan sebagai ahli waris No. 89 tandgatdret 1987 (bukti
p-9) rumah dan tanah sengketa adalah bagian yamgaanemilik
penggugat asli karena pengugat asli adalah anaklukgn dari
almarhum Ny. Tan Joe Nio, oleh karenanya penggadalah yang
paling berhak atas rumah dan tanah sengeketa, desigmn dikuasai
serta dimilikinya objek sengketa oleh tergugat auadbertentangan
dengan hukum serta merugikan penggugat;

- Bahwa dalam rangka memulinkan hak penggugat asdi mimah dan
tanah sengeketa, penggugat telah mendapatkan javietbalis dari
instansi yang berwenang yaitu:

a. Gubernur Khusus Ibu Kota DKI Jakarta;

b. Direktur Jendral Agraria

c. Kantor Agraria Jakarta Barat.

Yang pada pokoknya instansi-instansi tersebut raegkan bahwa
rumah dan tanah sengketa adalah milik penggugattedan terjadi
kekeliruan penerapan hukum, sesuai undang-undan@/Rgp Tahun
1960;

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012 ~ Universitas Indonesia



48

- Bahwa tergugat dalam jawabannya mengungkapkan bdémgan akta
notaris Tahun 1950 Dr. Tan King Poo menyewa dari @& Oen
Djiang rumah dan tanah di jalan mangga besar n(sed@rang no. 48),
Jakarta sepuluh tahun lamanya dan mulai tanggavénmber 1950 Dr.
Tan King Poo mulai menempati rumah itu sebagai @eapya dan Dr.
Oe Oen Dijiang, seorang warga nhegara Belanda, betane
Nederland.

- Karena rumah dan tanah merupakan milik negara, rhakaeigendom
atas tanahnya berdasarkan UUPA itu dikonversi rderijak guna
bangunan terhitung mulai tanggal 24 september 1880mana gugur
dan dikuasai oleh negara mulai 24 september 196haRnya karena
milik Belanda berdasarkan peraturan yang berlakkiwwiu dikuasai
oleh pemerintah dan kepada Dr. Tan King Po seh@egawai negeri
yang mendiami rumabh itu diberi kesempatan untuk bedimumabh itu
melalui PM3B, kesempatan mana digunakan, kemudiah yang
berwajib diberikan hak milik atas tanahnya kepadaTan King Po,
Dr. Tan King Po meninggal dunia pada tahun 196%taaah hak milik
itu berikut bangunan diatasnya beralih kepada tmtgsebagai ahli
warisnya .

- Mengenai asal-usul tanah dan rumah itu, dari kegamra dan surat bukti
yang dikumpulkan tergugat ternyata bahwa tanaheyauk berupa
tanah hak eigendom milik Ny. Tan Joe Nio yang mggah dunia pada
tahun 1940;

- Tanah dan bangunan itu dibeli dengan akta dibaaradan oleh Dr. Oe
Oen Djiang dari para ahli warisnya Ny. Tan Joe péda tanggal 3 Juli
1941, tetapi disebabkan keadaan tidak menentu &arecah perang
melawan jepang, maka urusan balik nama hak eigematlastanahnya
baru mulai diurus pada bulan desember dan setelgdajak tanahnya
dibayar secara teratur oleh Dr. Oe Oen Djiang.l&etmembeli tanah
dan rumabh itu Dr. Oe Oen Djiang membongkar runaigyama dan
mendirikan rumah baru yang sekarang masih ada;

- Bahwa disangkal tidak benar bahwa penggugat adalaksatunya anak
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yang masih hidup setidak-tidaknya bukan satu satamyi waris dari

almarhum Ny. Tan Joe Nio yang meninggal dunia gadggal 23

September 1940. Sepertia juga diakui penggugatagengngajukan

bukti testamen No. 18 tanggal 17 maret 1934 (PaB)akte pernyataan

sebagai ahli waris No. 89 tanggal 11 Maret 198B)(Hnaka masih
terdapat anak-anak lain dari Ny. Tan Joe Nio adaiabw Gian Nio,

Liaw Kim Kee dan Liauw Po Swan dan jika saudarataealpenggugat

ini meninggal dunia menurut hukum digantikan olara@hliwarisnya;

- Bahwa meskipun tanah eigendom No. Verponding 18826ula
termasuk harta peninggalan almarhum Ny. Tan JogelKan tetapi:

a. Tanah Eigendom itu oleh para ahliwarisnya Ny. Taa Nio pada
tanggal 3 Juli 1941 telah dijual kepada Dr. Oe Dgang;

b. Hak eigendom atas tanah itu karena UUPA menghapubkkk
eigendom atas tanah, sudah tidak berlaku lagi dejaggal 24
September 1940;

c. Tanah itu sejak tanggal 24 September 1961 telahjadietanah
yang langsung dikuasai oleh negara, dan kemudamtahah itu
oleh yang berwajib telah diberikan hak milik kep&ta Tan King
Po, hak mana karena telah menjadi milik tergugat;

- Bahwa meskipun rumah yang dahulu berdiri di atamhtatersebut
mulanya termasuk harga peninggalan Ny. Tan Joeakam tetapi:

a. Rumabh itu berikut tanahnya oleh para ahli waris N3n Joe Nio
pada tanggal 3 juli 1941 telah dijual kepada Dr(@e Dijang;

b. Rumah yang lama itu telah dibongkar oleh Dr. Oe @Gjang dan
diganti dengan rumah baru yang sekarang;

c. Rumah yang sekarang dikenal sebagai jalan mangsm lidak
pernah termasuk harta peninggalan Ny. Tan Joe Nio;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-daliinya, penggugahgagikan surat-
surat bukti antara lain:

a. Foto copy surat saksi pendaftaran tanah verpomidin@8026;

b. Foto copy surat permohonan izin untuk membangurahugang

telah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke balmaesmdsia dan
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bouwbewijs no. 3343/39;

c. Foto copy surat keterangan no. JA.BC/6095/11l teytml 22 mei
1980 dari balai harta peninggalan Jakarta;

d. Foto copy surat salinan dari daftar pusat keputulbamteri
pertanian dan agraria No. Peta 7/5/49 tertanggal&®et 1964;

e. Foto copy surat salinan keputusan Menteri agraria

f. Foto copy testamen No. 18 tetanggal 7 maret 1934 yalah

diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indpnes

g. Foto copy akta pernyataan sebagai ahli waris notaB8gal 11

maret 1987 dari Mohammad Said Tadjoedin notafjskdirta;
- Bahwa tergugat mengajukan surat sebagai berikut:

a. Foto copy afdeling verponding/ surat pembayaranbadi&a nama
tanggal 8 desember 1947 dan terjemahannya dasd&sanda ke
bahasa Indonesia ;

Foto copy surat pembayaran pajak tanah verpori@ihgn 1951
Foto copy surat pembayaran pajak tanah verponaghgii 1952
Foto copy akta petikan sewa menyewa tanggal 2erséetr 1950;

® oo T

Foto copy ikhtisar tentang permohonan hak milik Kepala kantor
agraria;

f. Foto copy sertifikat hak milik No. 210/ kebun jeruk

g. Foto copy surat izin mendirikan bangunan No. 6 T9B/PG/1981

beserta lampiran dan gambar situasinya.

2.3. Dasar Pertimbangan Hakim Dan Putusan
2.3.1. Pada Pengadilan Tingkat Pertama
- Tanah sengketa semula adalah tanah hak EigendofraNyloe Nio surat
ukur no. 613 tanggal 9 Agustus 1932 yang diatabeydiri bangunan
rumah tinggal;
- Bahwa penggugat adalah salah seorang anak/ahdi daxi Dr. Tan Joe
Nio;
- Bahwa barang sengketa disewakan Dr. Oe Oen Djiapgda Dr. Tan
King Po;
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- Bahwa kemudian Dr. Tan King Po membeli barang setagldari
pemerintah Republik Indonesia melalui P3MB;

- Bahwa tergugat adalah istri Dr. Tan King Po, sbt&a. Tan King Po
meninggal dibalik nama kepada tergugat;

- Tergugat mengemukakan antara lain tanah sengketkutbeumah
diatasnya oleh ahli wris dijual dibawah tangan kiep®r. Oe Oen
Djiang;

- Bahwa selain jual-beli dibawah tangan itu tidak afagibuktikan oleh
tergugat, juga karena tanah ini merupakan tanabneédn tidak
mungkin hanya dengan surat dibawah tangan saja taginyaacte
van transport dan pembalik nama, tanah menjadi milik Dr. Oe Oen
Djiang dengan perkataan lain Dr. Oe Oen Djiang bukigenaar dari
tanah hak eigendom tersebut;

- Karena tanah ini tanah dengan status eigendom, seglda apa yang ada
di atasnya adalah milik dari orang yang mempungkidigendom atas
tanah itu, dalam hal ini ahli waris dari ny. Tare Jdio almarhum,
antara lain penggugat.

- Bahwa karena itu menurut hukum tanah hak eigendarkub bangunan
diatasnya adalah kepunyaan ahli waris Ny. Tan Joe N

- Bahwa karena Ny. Tan Joe Nio bukan seorang wargaraebelanda,
maka barang sengketa tidak termasuk pada objelR8&IB;

- Bahwa karena itu pemerintah Republik Indonesiaktidarhak untuk
menjual barang sengketa melalui peraturan P3MBan&im dalam
Undang-Undang No. 3 prp/1960 tersebut. Karenaritlakan Menteri
pertanian dan agraria dalam surat keputusanny#®&to//5/49 tanggal
20 maret 1964 dan nomor Surat Keterangan 34/HNH6§gal 11
Maret 1965 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Bahwa karena itu maka sertipikat hak milik No. R&0bn jeruk,
mengenai tanah sengketa, yang didasarkan pada akeasdgperti
diuraikan di atas, juga harus dinyatakan sebagak tmempunyai
kekuatan hukum yang berlaku.

- Oleh karena itu hakim Pengadilan Negeri JakartaatBaremutuskan
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sebagai berikut:

a.

b
C.
d

Menolak eksepsi tergugat;

. Mengabulkan tuntutan penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;

. Menyatakan penggugat adalah salah seorang ah§ dan Ny.

Tan Joe Nio

Menyatakan barang sengketa tersebut diatas difjadéangga besar
adalah warisan Ny. Tan Joe Nio yang jatuh kepalilavahsnya;
Menghukum tergugat dan atau orang lain yang merigbetoak
dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkaandar
sengketa ini kepada penggugat;

Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini.

2.3.2. Pada Tingkat Banding

- Bahwa tergugat dalam sangkalannya telah mengajbkét-buktinya

antara lain :

a. Surat Keterangan Menteri agraria dan pertaniaggeli20 maret

1964

Surat Keterangan Menteri agraria dan pertaniargg 11 maret
1965;

Tanda bukti hak milik dari buku tanah desa kebouokjeNo.210,

surat ukur No. 613 Tahun 1932.

Dari bukti-bukti mana ternyata persil (tanah damah) sengketa
sejak tanggal 23 maret 1965 tertulis atas namaadr King Po dan
kemudian pada tanggal 16 desember 1969 atas nasna Kim

Lian atau Lianingsih Rimbadjadja, yaitu tergugat.

- Bahwa persil (tanah dan rumah) sengketa semulaladshs nama Tan

Joe Nio, janda dari Liauw keng, merupakan persk bagendom

(eigendom verponding) No. 18026 diuraikan dalamatsunkur

tertanggal 9 agustus 1932 No. 613;

- Bahwa atas persil hak eigendom tersebut belum dd#tenberdasarkan

Undang- Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jerafran
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Menteri Agraria no. 2 Tahun 1960;
- Bahwa anak-anak dari almarhum Tan Joe Nio tersetalah:
a. Liauw Gian Nio;
b. Liauw Sia Nio;
c. Liauw Kim Kea
d. Liaw Po San
- Oleh karena menyangkut persil hak eigendom, yanigknya telah
meninggal dunia pada tanggal 23 september 194@adeerlakunya
UUPA berlaku ketentuan dalam PerMen Agraria NoaBuh 1960;
- Bahwa jika para ahli waris Ny. Tan Joe Nio pada twakau setelah
berlakunya UUPA bekebangsaan asing, maka karengatar tidak
melakukan pemindahan hak kepada seorang wargaanbghlimesia
sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PerMen Agxaria2 1960
tersebut, maka tanah eigendom tersebut gugur dajadnéanah yang
langsung dikuasai negara;
- Bahwa penggugat asli tidak berhasil dalam pembuky@ bahwa dia
adalah pemegang hak yang sah atas persil (tanatummai) sengketa,
sedangkan bagi tergugat tidak ada kewajibannyakunembuktikan
haknya, khususnya oleh karena Tergugat telah msagaga lebih
dari 20 Tahun berdasarkan suatu dasar hak dan tam@ayang
membantahnya.
- Bahwa kemudian pengadilan tinggi jakarta memutuskéagai berikut:
a. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat harualditol
b. Menerima permohonan banding tersebut dan membatplktaisan
pengadilan negeri jakarta barat No. 156/pdt/c/12870KT. Bar.

c. Mengabulkan tuntutan penggugat untuk sebagian;

d. Menyatakan penggugat adalah salah seorang ahdi daiiNy. Tan
Joe Nio;

e. Menolak guagatan penggugat untuk selebihnya

f. Menyatakan sita jaminan tidak syah dan tidak begehaserta
memerintahkan harus diangkat;

g. Menghukum penggugat (terbanding) membayar biayapemi.
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2.3.3. Pada Tingkat Kasasi
- Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembkasasi tersebut
pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa penggugat asal sangat keberatan terhadapnijmergan
pengadilan tinggi jakarta mengenai daluarsa, kapsragugat asal
tidak pernah membiarkan tanah dan rumah sengké&tamsdii oleh
tergugat asal atau siapapun juga, upaya-upaya |psaign telah
ditempuh semenjak tanggal 8 oktober 1968 melalnitipapelaksana
penguasaan milik belanda DKI jakarta;

b. Bahwa pengadilan tinggi jakarta tidak tertib berackarena mengenai
daluarsa dalam pertimbangan untuk menolak eksegsendapat
dengan pengadilan negeri jakarta barat, tetapimdadekok perkara
dipertimbangkan secara saling bertentangan;

c. Bahwa pertimbangan pengadilan tinggi jakarta yaegyatakan persil
sengketa secara defacto yang menduduki adalah asdmmulOe Oen
Djiang dan kemudian sejak tanggal 1 november 1950ath King Po
yang meninggal dunia pada Tahun 1960 dan persieliat beralih
kepada tergugat asal sebagai ahli warisnya, ageldimbangan yang
onvoldoende dan bukanlah pertimbangan sebagai hgitimg baik,
karena :

1) Tidak mempertimbangkan alas hak dari Dr. Oe Oerangji
menduduki persil sengketa secara defacto;

2) Tidak dipertimbangkannya dasar hukum dari Dr. TangKPo
menduduki persil sengketa sejak 1 november 1950.

d. Bahwa pengadilan tinggi jakarta telah salah mehkarapPasal 9
PerMen Agraria No. 2 Tahun 1960 karena yang ddalam Pasal 9
ayat 1 dan 2 adalah:

1) Memperlakukan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tdatbv
secara mutatis mutandis

2) Memperbaiki penegasan konversi dari hak guna bamgmenjadi
hak milik.
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e. Bahwa diberikannya persil sengketa kepada Dr. Tiamg Ro dengan
hak guna bangunan kemudian menjadi hak milik adeaahtu
kekeliruan sebab persil sengketa bukanlah golongarg terkena
Undang-Undang No. 3 Prp. Tahun 1960;

- Bahwa keberatan pada poin a,b,d tidak dapat dikemarkarena

Pengadilan tinggi Jakarta tidak salah menerapkanrhu

- Bahwa keberatan-keberatan tidak dapat dibenarlkam karena mengenai
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargsntang suatu
kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkaandgbemeriksaan
tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingksdgkdhanya berkenaan
dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan gaEkasanaan hukum

sebagaimana yang dimaksud pasal 30 Undang-Undarg#N@hun 1985;

- Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan dlataspula dari sebab
tidak ternyata bahwa putusan pengadilan tinggirjakaalam perkara ini
bertentangan dengan hukum dan / atau undang-unaekg, permohonan
kasasi yang diajukan pemohon kasasi Ny. Dina Setidebut harus
ditolak.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas kemudiam ha&da tingkat
kasasi memutuskan sebagai berikut:

a. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi;

b. Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkar

2.4. Analisis Hukum
2.4.1. Pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah bekas hka eigendom
Untuk tanah bekas hadigendom, sebagai hak atas tanah lama

harus dilakukan konversi sesuai ketentuan UUPAgdgitsran tanah
pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Md®dahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Peraturan Peateiimt belum
diatur secara rinci tentang pendaftaran tanahrpartali untuk tanah
bekas hakeigendom. Dalam pasal 16 disebutkan bahwa: Jika
pemberian hak atas tanah negara mengenai bidaaly yamg telah

diuraikan dalam suatu surat ukur (lama) yang meriCepala Kantor
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Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat trekalsa kepada yang
memperoleh hak itu diberi sertipikat, dengan tideaku membuat surat
ukur. Baru setelah terbit Peraturan Pemerintaimd®4 tahun 1997
dijelaskan lebih rinci proses pendaftaran tanahapex kali untuk
tanah bekas hakigendom. Cara memperoleh pembuktian hak lama
atas tanah menurut Penjelasan pasal 24 Peratunagrif@ah Nomor
24 tahun 1997, ada dua macam cara yaitu :berdaspgwmbuktian
pemilikan tanah dan berdasarkan pembuktian penguiasaah.
a. Berdasarkan pembuktian pemilikan tanah
Pada kasus diatas pembuktian hak lama berdasadilikpn
tanah dinyatakan secara tertulis sesuai konvefshala lama di
dengan adanya dokumen- dokumen, sebagai berikut:
1. Persil hak eigendom (eigendom verponding) no 18026
2. Surat ukur no 613 tanggal 9 agustus 1932
3. Surat permohonan ijin untuk membangun rumah yafah te
diterlemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indodas
bouwbewijs no. 3343/39
4. Surat pembayaran pajak tanah verponding tahun 1951
5. lkhtisar mengenai permohonan hak milik dari kepedator
Agraria
6. Sertipikat hak milik no 210.kebun jeruk
7. Surat ijin mendirikan bangunan no 6791/IMB/PG/1981.

b. Berdasarkan pembuktian penguasaan tanah

Pembuktian hak lama berdasarkan penguasaan tamaktikhn

berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkatardiduatkan

saksi- saksi sebagaimana ditentukan dalam pemelsessal 24

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun l168farig

Pendaftaran Tanah harus memenuhi syarat, sebaiaitbe

1. Bahwa penguasaan tanah yang digunakan secaradeyajan
itikad baik, telah ditempati oleh tergugat selartaa debih dari
20 (dua puluh) tahun berturut- turut.
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2. Bahwa penguasaan tanah tersebut dihormati dan tidak
diganggu gugat oleh pihak lain.

3. Bahwa penguasaan tanah tersebut dikuatkan oleh saksi
yang dipercaya.

4. Bahwa untuk pendaftaran hak atas tanahnya harati dit
terlebin dahulu selanjutnya dikeluarkan surat kegan
pengakuan haknya oleh pejabat berwenang.

Bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan diatas tetékti bahwa
tanah hak tersebut telah memenuhi ketentuan sefgmipendaftaran tanah
pertama kali dilakukan. Tanah hak eigendom tersethalh dikonversi menjadi
hak milik sebagaimana yang diatur dalam PeratueameRntah nomor 24 Tahun
1997.

2.4.2. Analisis putusan pengadilan terhadap pokok perkaramenurut

Undang- undang yang berlaku.

Dalam putusan perkara perdata antara Ny.Dina $etiad Liaw Dies

Nio sebagai penggugat dan Lianingsih Rimbadjaja laam Kiem Lian sebagai
Tergugat pada pengadilan Jakarta Barat tersebutulisemenilai terkait
pertimbangan hakim pada tingkat banding yang kesamdiikuatkan
dalam tingkat kasasi yaitu bahwa jika para ahlisvhly. Tan Joe Nio pada
waktu/atau setelah berlakunya UUPA bekebangsaag,asaka karena ternyata
tidak melakukan pemindahan hak kepada seorang waegara Indonesia
sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PerMen Agxlria2 1960 tersebut,
maka tanah eigendom tersebut gugur dan menjad taray langsung dikuasi
negara; dimana Pasal 9 PerMen Agraria No. 2 TaB68 thenyatakan:

(1) Hak-hak eigendom kepunyaan orang asing, wargandgdwmesia yang
pada tanggal 24 September 1960 mempunyai pula ganegaraan asing
dan badan-badan hukum yang tidak termasuk goloyaam disebut dalam
pasal 6, yang pada tanggal 24 September 1960 slidatiakan izin untuk
dipindahkan kepada seorang warganegara Indonesiapada tanggal itu
berkewarganegaraan tunggal, dibuatkan akta penandadknya tanpa izin
Menteri Agraria sebagai yang dimaksud dalam Undamgang No. 24

tahun 1954, jika pada tanggal tersebut belum dglenain itu, asal semua
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fatwa yang diperlukan sudah lengkap ada pada Kémseksi Agraria yang
bersangkutan dan menyatakan tidak keberatan teripedaindahan hak itu.
Hak eigendom tersebut di atas yang karena keterpasal 1 ayat (3)
Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokalaaymenjadi hak
guna-bangunan, dengan berpindahnya kepada wargarieganesia yang
berkewarganegaraan tunggal itu menjadi hak milik.

Di dalam akta pemindahan hak tersebut pada aypa€h) ini diuraikan oleh
KKPT tentang konversi hak eigendom itu menjadi gaka bangunan dan
perubahan hak tersebut, menjadi hak milik atasrdestantuan-ketentuan
dalam ayat (2) pasal ini.

Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1, 2, dan 3 padagilaku jika permintaan
untuk melakukan balik nama tersebut diajukan kep&#PT yang
bersangkutan di dalam waktu yang ditetapkan dalasal®. Jika sesudah
jangka waktu tersebut lampau belum diajukan peaamtbaliknama maka
hak eigendom yang bersangkutan dicatat sebagamaiksi menjadi hak
guna bangunan.

Ketentuan dalam ayat 1 pasal ini berlaku juga jiek eigendom itu
kepunyaan fihak yang munurut Undang-Undang Pokokawey dapat
mempunyai hak milikk, sedangkan yang memperolehnyoraag
warganegara Indonesia yang pada tanggal 24 SeptermiBé0
berkewarganegaraan tunggal.

Hak eigendom yang dimaksud dalam ayat 5 pasalugm jdibaliknama
kepada yang memperolehnya sebagai hak milik, jilkakpyang namanya
dalam akta yang bersangkutan tercatat sebagai ipetiddk memenuhi
kewajiban sebagai yang ditentukan dalam pasal &, pesmintaan untuk
melakukan baliknama itu diajukan kepada KKPT diadalwaktu yang
ditetapkan dalam pasal 2. Dalam hal ini maka berfaka ketentuan dalam
ayat 3 pasal ini.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini berlaku jugdnatlap hak-hak
eigendom yang aktanya belum digantt menurut Ordadmea
Noodvoorzieningen (S. 1948 — 54), dengan pengetiamva baliknamanya

akan diselenggarakan setelah ada ketentuan letjpith ari Menteri Agaria,
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sebagai yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2.

Dari ketentuan tersebut memang pada pokoknya nakayatapa yang
menjadi pertimbangan hakim pada tingkat bandingebart , kemudian penulis
melihat terhadap pertimbangan hakim mengenai pgagasli tidak berhasil
dalam pembuktiannya, bahwa dia adalah pemegangydnak sah atas persil
(tanah dan rumah) sengketa, sedangkan bagi tergdgktada kewajibannya
untuk membuktikan haknya, khususnya oleh karenaguget telah
menguasasinya lebih dari 20 Tahun berdasarkan daaar hak dan tanpa ada
yang membantahnya. Dalam Pengakuan hak sangatttergadengan lamanya
penguasaan fisik. Yaitu selama 20 tahun demikiaelmitkan di dalam jika
kita melihat Pasal 24 ayat (2) Peraturan PemeriN@hor 24 Tahun 1997
jadi persyaratan tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menguasai tanah tersebut s@@nehun atau lebih
secara berturut-turut atau dari pihak lain yarghtehenguasainya.

2. Penguasaan itu telah dilakukan dengan itikad baik.

3. Penguasaan tanah itu tidak pernah diganggu gugat dikzkui serta
dibenarkan oleh masyarakat di kelurahan tersebut.

4. Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa.

5. Bahwa jika pernyataan tersebut memuat hal-hal yalads sesuai dengan
kenyataan maka pemohon dapat dituntut secara pmanpun perdata di
muka pengadilan karena memberikan keterangan palsu.

Bahwa dari pembuktian pada kasus dengan pembutdgidang hak
milik atas suatu tanah, pembuktian hak lama merkkajo alat bukti yang
sudah ada sebelum berlakunya Peraturan PemerimaomM24 Tahun 1997
yaitu sebelum tanggal 8 Oktober 1997 sebagaimgelaskan dalam Pasal 24,
ayat (1) dan ayat (2).

Ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak, hals &sa@mah yang berasal dari
konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alatktib
mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-buktiuligr
keterangan saksi dan atau pernyataan bersangkatan kadar
kebenarannya oleh panitia ajudikasi dalam pendaft@mnah secara

sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dakncaftaran
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tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk memndakik,
pemegang hak dan hak-hak pemilik lain membebaninya.

Ayat (2) : Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedecara lengkap alat-alat
pembuktian sesuai disebutkan pada ayat (1), penasukak
dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguassianbidang
tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tataunlebih
secara berturut -turut oleh pemohon pendaftaran pagadahulu-
pendahulunya, dengan syarat: (a). penguasaan uterdidikukan
dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yarsabgkutan sebagai
yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kersa&sang yang
dapat dipercaya; (b). penguasaan tersebut baiduseb@aupun
selama pengumuman sebagai dimaksud dalam Pasald&6 t
dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atea Kelsrahan
yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pada tingkat kasasi, memutuskan bahwa Pengadilggi Takarta tidak
salah menerapkan hukum sehingga keputusan Mahkamahg telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 nTd®97 Tentang

Pendaftaran Tanah.

2.4.3. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga
Menurut ketentuan dalam Kitab Undang- undang HukBerdata

disebutkan bahwa semua perjanjian harus dilaksargda@gan itikad baik, yang
berarti setiap pihak yang membuat perjanjian tentselibuat dengan disertai
oleh itikad baik. Dalam kasus diatas perlindungakum terhadap pihak ketiga
hanya dibatasi menurut perjanjian yang tertuangndalkta bawah tangan atau
akta otentik yang menjadi dasar terjadinya pemlihak atas tanah yang
dimaksud. Pemilik awal tidak dapat melepaskanddiri segala tanggung jawab
yang telah disepakati, dan apabila terjadi sengkidéamudian hari terkait
dengan status hak atas tanah yang dialihkan dalitsebelum peralihan hak
adalah tanggung jawab pemegang hak semula. Dalgamj@e diharuskan
mencantumkan klausula tentang penyelesaian senggahala terjadi sengketa

dikemudian hari. Hal ini dimaksudkan untuk melingukepentingan para pihak
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yang mengadakan perjanjian. Selain itu menurutnked® pasal 1323 Kitab
Undang- undang Hukum Perdata dapat pula diadakajanpan untuk

kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjiangydibuat untuk diri sendiri
atau suatu pemberian kepada orang lain, menganslysngt semacam itu,
siapapun yang telah menentukan suatu syarat tiolak lopnenariknya kembali,
jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergamadyarat itu. Dalam
segala bentuk perjanjian pihak ketiga seharusdgét tlapat dirugikan.
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BAB 3
PENUTUP

2.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian bab terdahulu, maka pada Wakhte ini penulis

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Tanah pertama kali untuk tanah haksegandom
dilakukan melalui pembuktian pemilikan tanah dengkaasari
dokumen- dokumen yang berkaitan dengan tanah tetselan
dengan pembuktian penguasaan tanah yang telahndidielama
dua puluh tahun berturut- turut dengan itikad baik.

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia N3B37
K/PDT/1988 telah sesuai dengan Peraturan PemeriNtahor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengamyada
penguasaan secara de facto selama dua puluh tdbbrpihak
tergugat.

3. Pihak ketiga dalam perjanjian dilindungi oleh hukurareha setiap
perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga. Damg jawab terhadap
pihak ketiga tidak dapat dilepaskan dari para pihang telah
memperjanjikan di awal. Isi perjanjian yang meméatgerlindungan

hokum terhadap pihak ketiga.

Saran

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional lkegdalebih
meningkatkan program pendaftaran tanah, dengarh lbanyak
melakukan penyuluhan tentang Land Management aolityP
Development Project (Program pendaftaran tanahraseodssal dan

sistematik) dan mempermudah birokrasi proses ptmdaftanah.

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012 ~ Universitas Indonesia



63

DAFTAR REFERENSI

A. Buku-Buku

AbdurahmanpPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1994.

___ ,Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ali, Chaidir, Yurisprudens Indonesia tentang Hukum Agraria, Bandung: Bina
Cipta, Jilid 111, 1985.

Ashshofa, Burharnyietode Pendlitian, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994.

Badrulzaman, Mariam DaruKUHPerdata Buku |11 Hukum Perikatan
dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1999.

Bahri, SyamsulBeberapa Aspek Hukum Adat yang Berpengaruh,

Universitas Sumatera Utara.

Brotosoelarno, SoelarmanAspek Teknis dan Yuridis Pendaftaran
Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Seminar
Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pp@gék yang
Terkait, Yogyakarta, 1994.

ChandraSertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Persyaratan
Permohonan di Kantor Pertanahan, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
Indonesia, 2005.

Daliyo, JB,Hukum Agrarial, Jakarta: Prenhallindo, 2001.

Departemen Pendidikan dan Kebuday#amus Besar Bahasa Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Edrian, Masalah Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Aceh Besar (Studi Kasus Proyek Pelebaran Jalan
Banda Aceh Lambaro), Tesis Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum,
Universitas Sumatera Utara.

Eliriza, Meutia, Pelaksanaan Pdepasan Hak Tanah Pada Pengadaan Tanah

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012 ~ Universitas Indonesia


Perpustakaan
Note


64

Untuk Kepentingan Umum (Kajian Pembangunan Pelabuhan Ulee di
Desa Lheue Kecamatan Meurasa Kota Banda Aceh), Tesis Sekolah
Pascasarjana lImu Hukum, Universitas Sumatera \Werdan, 2004.

Hadi, SutrisnoMetodologi Research, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset,

1989. Hamzah, AndKamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Hamzah, Abinur, Aspek Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum Satelah Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005, Tesis Sekolah Pascasarjana llmu Hukum, Universitas
Sumatera Utara, Medan, 2006.

Hans, Dieter Ever§osiologi Perkotaan urbanisas dan Sengketa Tanah di
Indonesia dan Malaysia, LP3ES, Jakarta: LP3ES, 1982.

Harsono, BoedKeemahan Pendaftaran Tanah dengan Sstem Publikas Negatif,
Makalah Seminar Nasional Keefektifan Lembaga
Rechtsverwerking Mengatasi Kelemahan Pendaftaran Tanah dengan
Sistem Publikasi Negatif, Diselenggarakan Oleh P&adi Hukum
Agraria Fakultas Hukum Universitas Trisaksi, 20 84&002.

Harsono, BudiHukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2006.

Hermi Herman,Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara
dan Tanah Pemda, Teori dan Prakiek Pendaftaran Tanah di Indonesa,
Bandung: Mandar Maju, 2004.

Ibrahim, SofyanPengadaan Tanah untuk Pembangunan Dilihat dari Aspek,

Yuridis, Sosiologi, Hukum, Volume 5 Nomor: 1, Februari 200-1-152.

Institue The AcehHak Pemilikan Atas Tanah, http://Mwww.acehinstitute.

org/ringkasampenelitian hak tanah alue naga.htm, 2006, dialesemgal
10 April 2009.

Kalo, SyafruddinPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Program
Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Med@#, 20

Koenoe, Muhammadatatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini,
Jakarta: Airlangga University Press, 1979.

Leonardi, Lidiwati,Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Sudi Kasus
Mengenai Ganti Rugi Pengadaan Tanah Proyek Kanal (Flood Way) Sa
Ddi- Se Percut Medan), Tesis Sekolah Pascasarjana llmu Hukum,

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012  Universitas Indonesia



65

Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.
Mahadi,Uraian Sngkat tentang Hukum Adat Sejak Regelings Reglement
Tahun 1854, Bandung: 1991.
Mertokusumo, Sudiknd;jukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:
Liberty, 2002.
Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty,

1996.
Moleong, J. LexyMetode Pendlitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya,
2002.
Nasucha, ChaizRolitik Hukum Pertanahan dan Srruktur Perpajakan Atas
Tanah, Jakarta: PT. Kesaint Blanc Indah Corp, Cet. Rextd 995.
Nasution, BismarKeterbukaan dalam Pasar Modal, Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana, 2001.
Nazir, Moh,Metode Pendlitian, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1983.
Nusantara Abdul Hakim G, Budiman Tanuref@ya Kado Hakim Agung
Buat Kedung Ombo, Tinjauan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Tentang
Kasus Kedung Ombo, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(Elsam), 1997.
Parlindungan, A.P.Permohonan Kepastian Hukum Atas Hak Atas Tanah
Menurut Peraturan yang Berkaitan, Makalah Seminar Fakultas Hukum
USU, Tanggal 19 Oktober 1996.
, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, Bandung:
Mandar Madju, 1994.
_,Komentar Atas Undang- Undang Pokok Agraria, Bandung: Mandar Maju,
1991.
, Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah, Suatu
Perbandingan, Bandung: Mandar Maju, 1983.
Perangin-angin, EffendRraktek Permohonan Hak Atas Tanah, Jakarta:
PT. Rajawali, 1991.
Rowton, Simpson $.and and Registration, London: Cambridge, University Press.
Salideho, Jhonylasalah Tanah Dalam Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika,
1993. , Manusia, Tanah, Hak dan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012  Universitas Indonesia



66

1994.

~ Sihombing, OloanBeberapa Masalah dalam Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum, Tesis Program Pascasarjana lImu, Universitas
Sumatera Utara, Medan, 1995.

Sitepu, KarolinaAspek Hukum Ganti Rugi dalam Pembebasan Tanah untuk
Pembangunan di Kotamadya Tingkat Il Medan, Tesis Program
Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medah, 19

Soekanto Soerjon®engantar Penditian Hukum, Jakarta: Ul Press, 1986.

dan Sri MamudjiPenditian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Sngkat,
Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soesangobeng Herman dan Lunnay (3tEtus Reformasi Pertanahan dalam
Undang- Undang Pokok Agraria dan Proyek Adminidras Pertanahan
dengan Perspektif Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat, Seminar
Nasional Pertanahan, Bandung.

Suardi,Hukum Agraria, Jakarta: IBLAM, 2005.

Subekti R.Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Sumardjono, Maria S.WHukum Pertanahan dalam Berbagai Aspek, Medan:
Bina Media, 2000.

Supriadi,Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Thalib, SajutiHukum Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau,

Bina Aksara.

Waluyo, Bambandd stem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika, 1996.

Zaidar,Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia, Medan: Pustaka Bangsa
Press, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UndandatinPokok Agraria

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1961 tentBegcabutan Hak-Hak Atas
Tanah dan Benda-Benda yang Ada di atasnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentdPgubahan Kedua Atas
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012  Universitas Indonesia



67

Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentBagibahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penghasilan Pajak dengan Surat
Paksa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tenfaegibahan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentaesydan Material.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1994 tentaegibahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tenRemgadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tenRamgadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012 ~ Universitas Indonesia



PENGADILAN NEGER! JAXARTA BARAT

“JALAN LETJEN, 5. PARMAN NO. 71 SLIPI
JAKARTA

" PUTL SAV PCROATA
TIOBKAT PeRTAMA

TURUNAN-PUTUSAN

} . .:: . cBA-R'o *
Y PERKARA NO.156/p4+/C/T198T/PN,IKT

DINA SEUTADI. sebagai / PENGGUGAT

LAWANH

NY. LIANINGSIH RIMBADIAJA.

sebagal / TERGUGAT
htvs oleh
jistis Hakim i1, A, KALI MASSALLI,S.H.
2, ABDURRACHJAN,S.H.
3. w.u‘sonmbx,s.x.
fitera Pong_ganti' WY. LASWIATI.
i tanggal : 1 DESEUBER 1987.

inl

PELLO LN CABTT N AN AT
Wsan : e

Belum mempunysl kekuatn hukum/g‘s'.‘.AN b
lusaa ini terdirl cari; 20 (dua puluh)  halampp

W

NS

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012,'



p_ U T U S A N,

Nomor : 156/Pct/G/1987/PN, IKT,BAR,

DEMI KENOILAN BERDASA

HA_ESA,

Pengadilan ‘Nagori Jakarta Borat, dalam lidanqmya yang ter-

wke untuk umum yang mengudili perkara-perkara psrdata dalam ting-

v.t pertuma, telah msngambil putusan ssbagal berikut dibaunh ini -
tslnm perkoura. antara H "

NY, DINA SETIADI dahulu barnama LIAUW DXES NIOQ alia: LIHU

SIRI NIO (DIES),

Bertempat tinggol di Jalan Petojo B8inatu II Nomar 23 Ja -
knrta Pusat, yang dalam har ind melmilih domisili hukum pa-
da Y.SRI YACOUB,S.H. Advokat dan Pengacera PORTALIS ASSOCI
ATES, berkedudukan di Jalen Cengksh~Blok XVI Nomor 19 Ja -
Karta Barut, berdasarkan :urat kuasa tertanggal 8 Mel 1987
(terlampir), selanjutnya. dissbut sebagal ,,,, PENGGUGAT ;4

Lawan:

Pk empat tinggal di Jalan Rayua Mangga Besar Nomor 48 Ja -
4 Barat, juon berumah di Jalan Raya Kramat Nomor 31 Ja
yta Pusut, salanjutnya dissbut sebaguai sese JERGUGAT ;
i

Pcngadilan Negeri. Jakartas Barat ; =

Membaca Sérat Penstapan Ketua Pengadilan Naegeri Jekarta Ba
it tanggal 28 Juli 1907 Nomor 156/Pdt/G/1887/PN, JKT BAR tenteng -
penetapan penun jukkan Hakim majelis .

fMembacu Surat Penatapan Hukim Ma jelis Pangadilan Negeri =
likartn Borwnt tanggal 3 Agustus 1987 Nomor 156/Pdt/G/1987/PN, IKT,
»h tentisng penetapan hari sidong pertama } = —

Mambaca aurat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang
hrsangkutun ; s

Mendengar keterangan kedua bulah pihak dan keteresngan sak-
n-u,kai didepun pnrsidangan 2

TENTANG DUDUKNYA PERKARA $

Menimbung, buhwa Penggugat dalam surat gugatannyes tertang-
wl 11 el 1987 ysny didoftarkan di Kepanitersan Pengadilan Negerl
lxarts Barut pada  tanggal 15 Mei 1987 dibawah register Nomor 1586/
%u/G/luB?/PN JKT.BAR, telah uangomukakan hal=hal sebagui 'berikuts

l.duhua slmathum ibu Penggugut nama TAN JOE NIOD yang maninggul du

nis di Jaksrta pada tanggal 23 September 1940, disamping maning
galkan Penggugat satu-qatunya anak yang masih hidup, Jjuga me =
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n;nggalkan sebuah bangunan rumah berikut semua turwtannyé. ter-
buat dari lantal ubin, dinding tembok, atap gnntanh, diperleng-
kopi dengan penerangan listrik, dan saluran air lsiding, terle-
tuk di Jalun Prinsenlaan Nomox 56; sekarang d;kanal dengan nams
Julan Raya Mangga Bssar Nomor 48 Jekarta Bavat, bexrdiri.diatas

sebidang tanah bekas Eigendom Verponding Nomar 18026, luas 1088
M2, surat ukur Nomor 613 tanggal 9 Agustus 1832, Bauwbewijs ( -
lzin Mendiriken Bangunan) Nomor 1256/RB tanggal 2 Agygtus 1338,

sslanjutnya sebagaimena Surat Ketsrangan Pendaftaran Tanah No -
mor 517 tanggal 15 April 1868/ vide bukti P-1 3/d F=3 terlompir;

2, duhwa semasa ibu.Pengdugat masih hiﬁup,ermah dan {.anah Jalan -
Rays Mangga Besar Nomor 48 tersebut Eéiah'diseuakan kepada Or.
0E OEN DJIANG, sgoTrang warganegara Belanda } -

3, Uahwa aatalah ibu Penggugat maninggal dunia, dan wualaupun rumah
dsﬂ tanuh terssbut dibawah Pengawasan Balal Harta Penfnggalan -
(bukti P=4) sscara tanpa hak Dr. OE OEN OJIANG tsluh menyewakan
rumah dan tandh sangkata kepada Or, TAN KING PO, yang selanjut=-
nya Ory TAN KING PO msngajukan persohoneh untuk membeli rumah -
dan tapah sengkets melalul procedura P3MB (Panitia Penguasaan -
Perumahun Milik Warganegara Belanda) ex Undang-Undang Nomor 3/
Prp tahun 1860, paduhal Tumsh dan tansh sengketa bukanlah milik
O®, OE OEN DJINNG (wargunegara Belunda), akan tetapl adaleh mi-
14K ibu Penggugat yang berstatus Kaula Hindla Belanda (Nedsrlor

: Ondd%danen), yang tidaﬁ pernah dijual kepadu sispapun jugo § =~

«, dshwd nanun demikian secara keliru permohonan Dz. TAN KING PO
mernebut telah dikubulkan olsh Mentord Pertanian dan Agraria,
/77:E§§gpi dengan mamberikan hak' guna bangunan ates tanah sengksta

P=5 8/d P=7) ;

v uuhwa menurut Testament Nomor 18 tanggal 7 Marst 1834 (bukti
P= d) dan Nkte Pernyatuan ssbagal ahliwaris Nomor H9 tanggal 1
uuret 1987 (bukti P-8) rumah dan tuneh sengketa adalah bagian

yung men judi milik Penggugat karena Panggugat adulah anak kan
vuny dari olmurhumeh Ny, TAN JOE NIO, karenanya PengQuQat ade
luh orang yang paling bsrhak ates rumsh dan tenah sengketa, &
ky dengan dikuasal serta dimilikinya objek sengketa oleh Targ
gut adulah bertentangan dengan'huﬁum serta merugikan Penggug:

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012
e FAahwa dalam essadtececen 3/



6 Bahwa dalam rangka memulihkan hak Penggugat atas rumah dan ts -
’nah ;angkata, Pesnggugat telash mandaput juwaban tertulls dori ir;
ténai yang berwenang, i,c. 3
8, Gubarnu: Kepala Daersh Khusus Ibu Kota Jakartu ;
b. Diraktur Jends?al Agraria u,b, Pirektur Pengurusan Hak-iak -

Tanah 3
Ce Kantor Agraria Jukarto Barat ;

i

|

Yang pada pokoknya Instansi-instansi tersebut menerangkan bahwa
rumuh dan tanuh sengkata adalah miYik NY, 'TAN JOE NIO/ibu Peng-
gugat. dan telah tsrjadi kekaliruan puwmerapen hukum, dhi Undang
Undang Nomoz 3/Prp tohun 1860, aurat—aurat mana ukan Ponggugat

kemukakan pada saat "pambuktidnn ; o5 _

7. Bahva, . seterusnya rumuh dan tanah ssngkets sudah heberups tahun
’lamunya tidek dihuni, dipelihara dan dirawat baik olsh Pengqu -
gat maupun oleh Tergugat, sshingga sudah banyak yang rusak, ma-
ka untuk mencegah karugian yang lebih besar lagl kiranys cukup
baralasan Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar Penggugat
ditunjuk sebagal pihdk yang memellhara dan merawat rumah dan ta
noh sengketa sementara pokok perksra b;}Jalén 3

8, Bahwaydisemping itu Ponggugat merasa khawatir sementara perkara
4ni berjalan, Targugat akan menjual, memindah tangank;n atau me
ngaliﬁkan objek sengketa kspada oréng lain, maka untuk wmenjamin
gugatan ini kirenye Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan me
letakkan revindicatolir atau conservatoir beslag terhadap rumah

: tanah sengksta § == : i

xarkan hal-=hsl ysng telah Pnnggugatlutarauan diates, Peng-
4 oéon kiranya Bapak akun suka memanggll kami kedua belah-
*:Qng‘bbrperkara pade suatu hari yang akan Bapsk tentukan
Wf ANB/ momeriksa dan mengadili perkara ini, serta mohon putusun-
Aucbagui berikut 3

DALAM PROVISI 3

1. MGnetapkan, menun juk Penggugat sabagal pihak yang bartangqung‘//

jawab’ memelihars dan merawat rumsh dan tanah songkets ; w=--

2, Manyatakan putusan dzlam provisi ini dapat cdijulankan terle-
bih dahulu walsupun ada banding, .verzet dan kasasl ; ———-——=

DALAM POKOK PERKARA 13

PRIMAIR
1. MQngabulkan gugatan Penggugat ssluruhnyu 3

v

2, Menyataken Penggugat adalzh ahliwaris yang sah dari almarhum
NY, TAN JOE NIO ; = . e

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012
3, Menyatakan eeeeres 4/




%ﬁ“mhnyatakan Panggugat adulah orang yéng paling bexrhak atas rumah
dun tanah sengketa , I

Vs Menyotakan rumah dun tanah ssngksta adalah hak milik Penggugat-
karena wurisan — - ey

5, Mmenyataken surat Keputusan Mentexd pertanisn dan Agraris masing.
musing Nomor Peta 7/5/49 tanggal 20 Maret 1964, dan Nomor SK J4
/HM/65 tanggal 11 Maret 1965, serta sertifikat an'milik NomorT
210/Kebon JeTuk drn aurat-surat lainnya tidak mempunyai kekuat-

¢ |

un hukum 3} . e . A

@B. Mmenghukum Tergugst atau orang lain yang msmparoluh hak dari pa~
danya untuk menyerahkan rumah dan tanah nengkata kepada Panggu-
gat dalam keadaan bebas dan kosong e s o : --

£7, mgnyatakan sita sah dan berhsrga 3

8, Menyatakan putusen dalam pesrkara ind dapat dijalunkan terlebih-
” dahulu (ult voorbuar bij voorraadd) walaupun ada verzst, banding

otau kasasi 3} a : -

T Menghukum Tergugat membayar blaya yeng timbul dalam perkara inl;

SUUSIDAIR
. em————————

‘ﬁfﬁ;ngqugat mohon keadilen _ et

"Nhenurut hukum | e -

*menimbang, bahwa pada hari persidangen yang telah ditentu-

; Penggugat telah datang menghadup Kuasanya % YASRI YACCUB,
&&ELJﬂgardaaarkan surat kuasa taertanggal 8 Mei 1887 (tarlampir) dan
untuk Tergugat telah dutung menghadap Kuasanya 1 LUGITO HAYADI,S.H.
berdusarken surat kuasa tertanggal 11 Agustus 1987 3'—.

Menimbeng, bohwa Hakim Ketue Majelis telah bsrusaha menda-
eulkan kedua belah plhak akan tetespl tidak berhasil, maka dimulai-
pameriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat~

. oimana Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya § =e-—

Menimbang, bahwa atas gugatan ﬂenggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Agustus 1387 sebagaf ber
fkut ' ’ '

Dulam Eksepsi 3

oo

I,llu:‘“‘SnKnah 3

1, Isl Surat Kussua Ponggugat tanggal B8 mMei 1887 yangy diberikan ke-
poda Pengacaranya Sdr. Yasri Yacoub,S,H, cs, hanya menyebutkan-

untuk menqa%ikan gugatun terhadap Targugat melalul Pengadilan -
ekuatan pembuktian.. Indl Prativi FHUI, 2012

Negeri Jakartu Barat tentang pem {kan' tanah dam rumah™ tanpa



menyebutkan tanah dan rumah mana yang dimaksudkan j

?, Dengan demikien Surat Kuasa Psenggugat ini bukan merupakan.Surat
Kuusd Khusus sebagaimana disyaratkan pesal 123 H,I,R, .

- Karena Surat Kuasa Ltu tidek memenuhi syarat sebagal kuusa kh
sus yong diharusken hukum, meaka ‘gugatan Penggugat asudah dapat
dinystakan tidek dapst diterima

I1,Gugntnn Ponqguget torlnlu psal (orémetyrd, . - 4
3. Cugutan Penggugat pada pokoknya berupa tuntutan pemilikan atas

harta warisan Ny, Tan Joe Nio diantaranya rumah dan tanah yang-
terletak di J!, Rays mangga Besar Nomor 43 Jakarte Barat - quu

non = §

Selama ini Pangguoat belum membuktikan “dirinya sdalah shli wari
dari ulmarhum Ny. Tan Joe Nio, schinqga gugstan Panggugat yang-
menyongkut pemiliwkan dari rumah dan tanah ssngketa dalam perka-

ra ini adelush terlalu pagl (prsmatur) diajuken i -

4, Lagl pula petmintaan Penggugat agar dirinya. dinyatakan adalsh
uhli waris ssh dari-zlmarhum Ny, Ten Jos Nio (petitum butir 1)
tidik dapat digabung bersama-sama’ dengan gugatan yang menyeng
kut pamilikan atas rumsh dan tanah sengketa,

- Muka Ltu Jelas guqatan Penggugat ini . harus dinyatakan tidak
daput diterima 3

3Pa:nyataan sabagal ahll warls Nomor 88 tanggal 1l Ma -
‘(bukti P-8) yeng diajukan Penggugat sendirl telah ter-

dari almarhum Ny, Ten Joe Nio yaitu Liauw Gien Mio, Liauw Kim -
Kee dan Liauw Po Swan 3 -

b dnngan demikian undulkatapun benar rumah dan tanah sencketa ter
masuk harta warisan Ny, Tan Joa Nio - quod non . , menurut huku
Penggugat saﬁdi:i tidak Hapat mengajukan gQubatan atas harta wa-
risun yang dimiliki secara bersam: itu, melainknn harus bsersame
samu dengan ahli waris lainnya atau Jika sudah meninggal dunia-
dibuntikan oleh para ahli warisnya pula, .

- Maka, ksmball gupatan Penggugat sudah harus dinyatakan tidak-
dapat diterima .

% IV, MBnyatuknn Sg:g& gputusan Menteri dun g:tjfjg t Roraria tiduk
msnmuannLJ1msun&nn_hnkum_nd2l2h_nL.lu_x_xu:innikzi.Esngasil_n
Nuqgeri,

7. Uohwa dengan QyQALAL, RBGR A" i%HwaB%%& FHU|2o1n°';u°at menuntut -

agar menyatakmn P -



ugar menyatakan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria
Nomor Peta 7/5/49 tanggal 20 Maret 1864 dan Nomor SK 34/HM/65S
tunggal 1l Maret 1965 serta pertifikat Hak Milik Nomor 210/Ke-
bon Jeruk tidak mempunyal kekuatan hukum adaleh diluar yuris -
diksi Pengadilan Nsgerl yang mengadili perkara perdata, tuntut
an mana harus dinyatakan tidek dapat diterima j -

Vo Pemerintah Repuyblik Indonesie %tidak turut diguaat.
L

4, Kurena dalam gugatan, Penggugat juge menuntut agar Surat Kepu-
tusan Menteri Partanian dan Agraria serta Saertifikat Hak Milik
tunéh yang dikeluarkan Kantor Agraria dinyatakan tidak meapu -
nyal kekuatan hukum, maka menurut hukua acara pardata yeng ber
1sku harus turut digugat pula Pemerinteh R I, cq Dapartemen Oa
lun Negeri cq Direktorat Jendral igrarla cq Kantor Agraria, -
yang menerbitkan surat keputusun dan sertifikat tersebut § -—

v» Karena ternyata Penggugat tidsk turut menggugat Pemerintah R.I,
setidak-tidaknya instensl yang msnertitkan surat-surat terss -
but dulam perkara ini,.maks gugatan sudah ssharusnya dinyata -

kan tidak dopat diteriama ;

i, Tuntuta sh g a a STEH

U, Bahwa pokok gugatan Psnggugat ieloh berdasarkan pasal {834 QE;L
Perdota menuntut. untuk memperoleh harta penlnggalon ant&Tonya
rumah dan tansh sengksta dari almarhum Ny, Tan Joe Nie yang te

K&L;qbnmgninggal dunie pada tap gqal 23 Ssptember 1940, tetapl tun

f*\ﬁni berdasarkan pusal 835 KUH Perdata sudah gugur karena
“‘,u selewat 30 tahun go 30 Ssptsaber 1970 § =———e=em-

: -ugatan Panobugat baru diajukan kapada Pengadilan Nega-
pilarta Barat inl pada tanggel 15 Me!l 1887, meke gugaton -

Fenggugat sudah Jauﬁ daluwarsa sejak tanggal 23 Saptember 1970
dan menjadl gugur, sehingga gugatan harus ditolak atau setidak
tidaknya dinyatakan tidak daput diterima : -

inlam Pokok Perksra,

17s Terleuih dahulu Tergugat'mohon agar :edulé suatu yang telah di
kemukukan dalam bagizn sksepsi dianggap sebagai termasuk dan -
menjodi bagian dauri pokok perkara ini j

|3, bahwa untuk memudahkan pemeriksaan perkara oleh Pengudilan Ne-
. gerd, muka Tergugut tanpa hendak dianggap sacbra sukarela mem-
bebankun dirinya denguan beban pembuktian perlu memberitehukun
sepan jung yung diketahul oleh Tergugut ssbagail berikut g
Tergugat dalem perkawinen pertama telah menikah dl luar perse-

kutuan harta geReen RFeulian. Kbéae Reav Fdnloalnarhun) di Suraba
) .

Yﬁ'dalam SRS S 7/



ys dalam tuhun 1943, .

Dengun akta Notaris dalam tahun 1950 Or. . Tan §£Qg Pao menyewa~
darl Dr, Os Osn DJjang rumah dan tanah di Jalan flangga Besar Ng
@or 56 (sskerang Nomoxr 48), Jaksrta untuk sepuluh tahun lama. -
nya dan mulal tanggal 1 Novembsr 1850 Dr, Tan King Poo aulel -
asnempati zumah itu sobagai penyeuanya, dan.Dr Oa Oen Djang,
ssorung warganegarus Belande, berangkat ke Nederland.

Karane rumah dan tanah sangkets merupsken milik Bufﬁnda, maka

s

hak eigandom atas tanahnys berdasarken Undang=-Undang Pokok Ag-

) raria itu dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan terhitung amulal

tanggal 24 September 1860, hak mana QuUQUT dan taniahnya langsuno
dikuasay oleh Negars mulal tanggal 24 September 1961, Rumahnya
karena milik Belanda bardasarkan paratu:gn yang berlaku waktu-
{tu dikuasal oleh Pemerinteh dan kepada Dr, Ten King Poo saeba-
gul pegowsl negarl yang mendiomi rumsh itu diberi kesompatan -
untuk membell rusieh itu melalui PIMB, kesempatan mana diguna -
kan, Kemudian oleh'yang.berwajib diberikan Hak Milik ates ta -
nohnya kepada Dr, Ten King Pooe. DT. Tan King Poo meninpggal du-
niuv pada tahun 1968 d{n tenah hak milik {tu berikut bangunan -
diatessnya beralih kspads Tergugat sebogai ashliwarisnya,

Mengenai asal-usul tanah dan rumah itu, daxd keterangan dansuu
raot bukti yang dikumpulkan Tergugst ternyate, bahwa tanahnya -

-semula berupa tanah hak eigendom milik Ny, Tan Joa Nio ysang me

ninggul dunia dslam tahun 1840,

o

”D:. e Oen DJjang darl para ahld uarinya NF:‘Tan Jos Nio puda -

»~tuoqqyl 3 Jull 1941, tetspi disebabkaen kseadasn tidak menentu =

‘ é pecah parang melswan Jepany, maka urusan balik nama hak

“0e Oen DJanQ. Segaera setelah nambcll tanah dan rumash {tu -

Dr. Ca Oen DJjang malalui pemborong Ir, Ton Hong Jam meabongkar

runah yzng lama dan mendirikan ‘rumah baru yang sekarang masih
uda .

lae bghwa disangkal sebugai tidak benar bahwe Penggugat adaluh sa-

tu-gatunya anuk yang masih hidup setidak-tidaknya bukan satu -

sotunya ahliwaris darl almarhumah Ny, Tun Joe Nlo yang mening-
wul dunia pada tanggal 23 September 1840,

aaperti Juga’ diakul Penggugat dengzn mengajukan bukti Testamen
lomor 18 tanggul 7 Maret 1934 (P-8) dan Akte Pernyatuan seba -
gul uhliwuris Nomor 89 tangQal 11 Maret 1387 (P=2), makes masih

terdapat anak-anak lain darl Ny. Tan Joa Nio. lalah Liauw Gian-
Mio, Licuw Kim Kee dan Liauw Po Swan dan Jika saudara-saudara-

Kekuatan pembuktian..., Indira/ Pratiwi, FHUI, 2012
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Penggugst ini weninggal dunia menurut hukum digantikan oleh pa
ro ahliwarisnya - D

Uahwa meskipun tunah hok eigendom Nomor Varpaonding 18026 semu-

la termasuk harta peninggaslaen almerhumah Ny, Tan Joe Nio, akan

tetopi - ' ‘

oo Tanuh hak sigendom itu oleh para ahliwuris Ny, Tan Jos Nio-
pada tanggal 3 Juli 1941 telah dijual kepada Dr, Os Osn DJjeng;

—————.

b, Hak eigendom atos tanah itu karena Undang—Undang Pokok Rgra o

ris menghapuskan hak sigendom atos tanah, sudah tca!»: barlaku
lagl sejak tanggal 24 Septawber 1860 g

ce Tanuh itu asejak tanggal 24 Soptcmba: 1261 telah menjadi ta-
nah yang langsung dikuasai oleh Nngara,'ﬁan kemudian atss - -
tansh 1tu oleh yang berwajib tslah dibserikan hok milik ks -
pada’' Dr, Ton King Poo, hek mana karena wariscn telah menjadi
milik Tergugat ; -

, Bahwa meskipun :umah'yaﬁg dahulu berdiri di atas tansh terse -
but semulunya termnsuk harta peninggalan Ny, Ten Joe Nio, akan
tetapl :
ue Rumah {tu berikut tanahnya oleh pera ahliwaris Ny, Ten Joe-

" Nio pada tapggal 3.Juli 1941 telah dijual kepads D1, Oe Den

Djang | w= : -
‘b. Rumnh yang.lama itu telah dibongkar oleh Dr, Oe Osn Djang -
“'?un giganti dengan rumeh baru yang sekarang j

I
;, Rua yang sekarang dikenal sebagal Jaulan Mungga Busar No -
”.\ﬁgx. , tiduk pernah termasuk harta peninggalan Ny. Tan Jos

e
!nuhua surat tanah hak eigendom Nomor Verponding 18026 yang di-
,huturkun Penggugat sebagail bukti P=l hanya mencatat dongan ak-
tu tunggel 25 Februsri 1836 Nomor 224 tansh itu dibalik nama -
ke atas nama Ny, Tan Joe Nio, tetupl sebenarnya telsh terjadi-
sutusi lebih lanjut yang disembunyikan Penggugat bahwn para oah
llwaris Ny. Tun Joe Nio telah menjual tanah dan bangunan itu -
yengan skta dibowuh tangun tanggal 3 Jull 1941 kepada Or, Oe -
wan Djang sebagaimanu ternyata dari surat pembayaran bea/pa juk
bulik namenys yohg dilunasi pada tanggal 8 Desember 1947, yang
nuntl pada waktunya aken dihaturkan subagail buktli Tel ;| w=c—e

v +uhwu sPenggugat dengan mengajukan bukti P=2 baruﬁa Bouwbewi is
\lel) Nomor 1256/R8 tanggal 2 Agustus 1938 seolsh-oclah hendak
ssnun jukkan rumah yung sekarang bardird di atas tansh Jalan =
tungga Besdr Nomor 48 telaoh dibangun oleh Ny, Tan Joe Nio ada-

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012 '
lah tidak anBF’bovooiooooo.g/



h tidak benar dan harus diaanqkél keras, karena buktl P=2 ha
s berupa surat izin yang diberikan kepada Ny, Tan Joe Nio un

k
Membongkar sebagian dari bangunan turuten dari batu'dsg se-
bagal gantinya ]

Mendirikan sebush dapur, kamar mandi dan'kaﬁug dari bagp; -
dan selsnjutnya seluruh banquhen yang pada waktu itu herdi-
ri atas tbhahnya setelah dibeli oleh Dr, Ps Oen DJjang mulal
tahun 1941 telsh dibongkar den digyntl dengan bangunan rumah
baru yang sukarang mesih berdirl j - r; ——

oy

hve surat izin P=2 yang diajuken Penggugat ity di sudut subg
hkiri atas meny‘butkan "8i{jlagen 3 1, Bouwbewijs, 2., Teske-
ngen” (“"Lampiran ¢ 1, Bukti membangun, 2, Gambar"),

ngen ini Penggugat ditegur (disommir) sgar melengkapi bukti-
2 itu dengon juga mengajukan sebagai bukti " 2, Gambar®" yang
sebutkan dalam bukti P=2 Ltu sgar supaya dengan pemeriksaan
tempat olesh Psngadilan Negeri dapat dibuktikan bahwa rumah -
g dahulu kepunyaan Ny, Tan Joe Nio itu dan dalam tahun 1838
yerbeharul sebagiannya, suma sekall lain bentuknvs dari peada
wh yang sekarang yang mulal tahun 1841 taslah dibangun nlahe
» 0a Qen Djong melaluil Ir, Tan Hong Jam

wo jika Penggugat tidak memenuhi teguran ini, yakni tidok -
nga juk an dumbar-oambar terssbut yang melengkuapl buktl P2
g merupakan kesatuan, maka harus dianggep buhwa Psnggupat -
ngen sengaja menyembunyikan gambar-gambar itu dengan maksud

Wasatkan Pengadilen Nageri mengenai ksadsan sebenarnya j} -

ﬁw disangkal sebagail tidak benar seolsh-clah sstelah Ny,Tan
tN{p meninggal dunia, rumah dan tansh sengksta berads di -
wh pengowasan Balal Harta Peninggalan (bahkan lucunya menu-
hpugti P-4 dari Penggugat sampal:tanggal 22 Mel 1880), kerse
‘gemUa anak-snak dari Ny, Tan Joe Nio pada waktu ibunya ma -
nggal dunia pada tahun 1840 telah dewasa —- bandingkan saja-
gougut sekarang telah berusia sekitar 74 tahun -- dan lagi

h telah terbukt{ dalsm. tahun 1941 tanah dan runsh Jalan -
g0a Besar Nowor 48 telah dijual oleh para ahliwaris Ny, Tan
s Nio kepuda Dr. Oe Qen DJang j

wa tidak bunar ketika Dr. Tan King Poo mengajukun permolion=
untuk membeli rumah dan tanah sengketa dalum tahun 1963, rtu
h den tunah sengketa itu berada di bawsh pengawasan Balal =

e Peninggalan, melainkan berdasarken paraturan perundang -
jangan yang ber%gﬁﬁEQ?%Tﬁngkulmwggg%@@Fﬁ%&fﬁ1%r. Oe Oen DJjang



ssorang warganegara Belunda bsrada di bawah penguasaan P3IMB -
(Punitia Pelaksana Penggunaan Milik Bslanda) § =

fL buhwa disangkal kerus sebagal tidek benar dalil Penggugat se - -
olsh-oluh rumah dan tanah ssngketa disswakan Ny, Tan Joe Nio =
kspiuda Or, Os Oen DOjang, seorang wargunegara Belanda, kaxena -
ssjak tsnggal 3 Juli 1841 psmiliken rumah dan %anah sengketa -
tclah berslih kepuda Or, Os Oen DJang, yang barhqpung keadaan-
pnrarg dengan Jepang, baru dapat diurus ballk namanya paca bu-
lan Oesember 19847 dan sejuk itu membayar secara turatur pajak-
tunuh Verpondingnya, auruf—au:a¥'pambayaragwnana sikan dihatur-
kan sebagal bukti naentl pads waktunya, bakti T-2 cen T-3 ; —

>

hJ Jugu dissngkael keres dalil Penggugat seolah-olsh Cr, Os¢ Oen -
Ojung secara tanpu hak menyswakuan rumah dan tanah gsengksta ke-
psdu DOr, Tan King Poo, yang sslanjutnya msnqajukan permohonan-
untuk memball rumah dan tsnch itu melalul prosedur P3MB (Pani-
tis Peluksana Penggunaan Milik Belanda) ex Undeng¥iUndang Nomor
3 Prp taohun 1960, dcnﬁan dalil Penggugat yang amat keliru (ka-
renu telah terbukti ssbuliknya) rumah dan tonuh sungketa ollik
fvu Penggugat ysng tak pernah dijual kepada siapapun j =

-

Ve Kurenys Jelas-=Jolas teloh: ternyatu dan terbukti rumuah ‘dan tanah
sengketu pada tanggal 3 Jull 1841 oleh para ahlivaris Ny. Ten
Jos Nio'tolah_hijual knﬁada»Or, Os Oen DJjang dan ssjak {tu bu-
" kun lagi milik ibu Penggugat, maka Dr, Os Den Djang sebagal ps
silik rumah dan tonah sengketa pasti berhak menyewakannya kepa
"gd Ur., Ten King Poo yang mului amsnempatinya sejak tanggal 1 No
_rabar 1950 bardasarkan Akts Perjanjian Sewe Menyuwa dibuat di
(\v}quun Notaris Pengganti L,J. ven der Linden tanqgal 20 Sep =

MTApujmr 1850 Nomaor 86, yang aken dihaturkan pada waktunya sabu-
k;;' pukti T=4 3 . -

k,;;;hud sungguh tepat dan sesuai peraturan pcrundanq-undangdn -

yeng berlsku ysng ditempuh Dre. Tan King Poo ssbagai peguwail ns

yeri yang mengajukan permohonan membeli rumah dan tanah sengke
t. welulul prosedur P3IMB, karena menurut keadsan waktu itu i

* Rumah/pavilyun beserta tenahnya adelsh bskus milik perseorang

«n warganegara Belanda (Or. Os Oen Djang) yang dikuasal oleh

Pumerintah berdasarkan Undang-Undang Nomar 3 Prp tahun 1960°,

Luhwa sejak tanggul 24 Sgptember 1861 tansh itu teluoh menjadi

tonuh yong dikuasal langsung olseh Negara dan bangunan-bangun=-

oh diutasnya dinyatakan ssbugal milik Negava" ‘

1, rerenunyao adalah tepat permchonan Dr. Tan King Poo taraabut di

kobulkun oleh Menterli Pertanien dan Agrarie yang kemudian me -
Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012
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mengkhawatirkan Tergugat akan menyingkizkan wmiliknya {itu kepade
orang lain 3 ' -— -

{33 Juga permohonan Panggugat agar putuaan Pengadilan Negeri dalam -
~ provisi dan pokok psrtkara dinyatakan depat dijalanken lebih da
hulu walaupun ada b;nding, verzet dan kasasi harus ditolak, ka
rena bertsntangan dengan hukum den surat-surat sdaran Mahkamah
Agung yang berlaku j ‘ -

4, Akhirnya Tergugat .dengan menyangkal dalil—dalil Pén:gugat lain
yang belum diskui secara tegas, dangasn inl Tergugat mohon agar
Pengadilan Negeri menolak atau setidak-tidsknya menyatakan tak
depat diterima seluruh gQugatan Penggugat ddn menghukumnya mea-

bayar bilays perkars } -

Menimbang, bahwa selanjutnys kedua belah pihak telah mens-
tusksn perdebatannya dengan menambahkan Replik Psnggugat tartang'—
ys1 B September 1987, Kesimpulan Psnggugat tartanggal 24 :November-

1187, Duplik .Teargugat tertanggel 22 Septembaer 1887 dan Kesimpulan
Tergugut tertanggal 24 Novsmber 1987 I -

Menimbang, bahwa untuk menguatksn dalil-dalil gugatennya,
isnygugst telah mengajuken surst-surat bukti berupa 3
lo Foto copy Surat Ssksi Pendaftaran Tanah Perpondeng Nomor 18026-
(bukti P=1) :
.+ Foto copy Surat Paermohonan Izin Untuk Membangun Rumah yang telah
diterjemashken darl Bahasa Belanda ke Bahusa Indonesia dan Bouw-
0”113 Nomor 3343/33 (bukti P=2) i '
b qt? .popy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 517 Lertang-v
"'u1g/ls April 1968 dan Surat Keterangan Psrponding (Tanah) Nomor'
’“203/1968 tertanggal 28 Mel 1988 (bukti P=3) 3
vw.foto copy Surat Ketersngan Nomor 3 JA.BC/6085/I1I tertanggal 22 .
rei 1980 dari Balal Harta Paninggalan Jakarta .(bukti P=4) ; w—
' Foto. copy Surat Salinan deri daftar surat keputusan Menteri Per -
tunian dan Agrarie Nomor Peta 7/5/49 tertanggul 20 Marest 1864 -
(cuktl P=5) j :
\» toto copy Surat Salinan. Keputusan Menterl Agraris Nomor : Sk.34
/un/65 tertanggal 11 Maret 1985 darl Mentsri Agraris (bukti P-€)
l, fota ‘copy Surat Pencatatan Peralihan Hak, Haok Lain-lain Dan Peng
~ nhapusannya (bukti P=7) j
w Futo capy Tostamcnﬁ Nomocr iB tertanggal 7 Maret 1834 yang telah
citerjemshkan darl Bahesa Belanda ke Bahasa Indonesia (bukti P-
u) 3 . - .
i, foto copy Akte Pernyataan SngPai Ahli Waris Nomor 83 tertang =
¢el 11 Maret 1Y87 dari Mohamad Said Tadjoedin Notaris di Jakerta

(oukti P=3) ; LV SN0 1 VLG D e 162 0 L v o Attt

10, Foto co 5% 13



i0e

I,

12,

13

14,

Foto cupy Surat Perihal Tanah dan bangunan yang terletak di Jl.
Raya Manggs Besar No,48 Jakarta Pusst Nomor 200/1.711,1/82 ter

tanggsl 21 Aqustus 1982 deri Wekil Kepela Daersh Khusus Ibukota
Jeakarta (bukti P=10) ;

Foto copy Surat Perihal Permohonan peninjeuan kembali Surat Kg
putusun Menteri Psrtanian dan Agraria tanggal 20 Maret 1864 No,
Peta 7/5/49 serta pembatalan sertifikatnya Nomor 5393,731/3732/
KGR tertanggal 25 Saeptesmber 1882 dari Diraktur Pan!urusdn Hake
Hak Tanah (bukti P=11) ;
Foto copy Surat Perihal Permohonan peninjauan kembali SK Mente
ri Pertanisn dan Agraria tanggal 20 Maret 1864 Nomor peta 7/5/
43 yo SK Mentsri Agraria tanggai'lllmaret 1365 Nomor SK 34/Hm/
65 Nomor 406/re/spt/X/B2 tertanggal 30 Oktober 1982 dari Direk
tur Pendaftaran Tansh (buktl P=12) j ===

Foto copy Surat Psrihal Permohonan psninjsuan kembali SK Ments
ri Pertanian dan Agraria tanggal 30 Fsbruari{ 1984 No,psta ?7/S/
48, serta pembatslan sertifikatnya Nomor 128/IV/U/B/2/87 ter -
tonggal 3 Maret 1987 dari Kepala Kantoxr .Agraria Jakarta Barat
(bukti P=13) ; - —
Foto copy Surat Perihal Rumah/tanah Letaknya di Jl. Mangga Be-
sar No,48 (dahulu No.SB) Jakarta Nomor 1253/1A/P3MB/I/68 ter -
gal 8 Oktober 19868 darl Kstua Panitya Pelaksana Penguasaan
'2%\Palanda DKI Jakarta (bukti P=14) ; - =

17,

lve

ly,

..‘.‘.

b\etloy Surat Perihal Rumah/tanzh letaknya di J1, Mangga Be-
8 (dahulu No.56) Jakarta.Nomoy 1317/IA/P3MB/I/68 ter -
3 ?2 Oktober 1968 dari Ketua Panitya Pslaksana Psnguasaan
¢ Belanda DKI Jakarta (bukti P-léds) i
Foto copy Surat Perihal Rumah/tanah yang laetaknya di Jl, Raya~
rungga Besar No.48 (dahulu No,S58) 'Jokerta Nomor 281/IA/P3IMB/X/
69 tarﬁanggal 12 Maret 1969 dari Ketua Panitya Pslaoksana Pesngu
sssan Milik Belenda DKI Jeukarta (bukti P=14b) j;
Foto copy Surat Petikan, Sewa-ﬂanyoua Nomor 86 tanggal 20 Sap -
tember 1950 (buktl 9-15) $ ﬁ -
Foto copy Surat Keterangan Nomor 465/UK/VIII/1887 tartanggal -
1 Agustus 1987 dari Lurah Tamansari (bukti P=18) }
fFoto copy Kartu Tandsas Penduduk atag nama Dina Sotiadi Nomor. --
11U2,09009/700615159 tertanggal 21 Juli 1887 daxi Lursh Petojo
Utaru (buktil P=17) 3
Fato copy Surat Kenal Kelahlran Nomor 112/WKT/KD/1864 tanggal
22 Jun- 1864 dari Walikota Kepala Dasrah Bogor. (bukti P-iB) 3
fFato copy Surat Surat parnyataan keterangan melopaskan kewargs
n-guruan Rapubllk Rakyut Tiongkok untuk tetap menjadi wargane-
Jurd Republik Indonesia atas nema.Liau Dies Nio tertanggal 22-

| —

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUM2d12L860 seeeeees 14/
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Foto copy Surat Pernystesan Gantl Nama atas .nama Liauw Dias Nio
Nomor I/1481/GN/Ind/67 tsrtanggal 27 Mei 1887 durd Walikota Kg
tunsdys Bogor (bukti P=20) § wee . .
), Foto copy Verklaring Van Ingszatcnschap Namoy . 52 .taztanggal 1l
hpril 1936 darl Assistent ' Resident Van'Batsvias (bukti P=2l) ;

(:i:)JulL 1860 dari Hakin Pangadilan Nogeri Bogay (bukti P-ls) } --

Menimbang, bshwa surat-surat buktl berupa fato copy telah-

olberl bermetersi secukupnya sesual dsngan.Undang-Unda8g Nomar 13-

lahun 1985 pasal 2 ayst J tantangkbca mnturaifdanzpula telah dico-

cokkan kemball dsngan surat aslinya’ karens' itl dapat dipartinbang-

sen ssbagel ‘buktl dalam perkara ini, sedangkan untukt bukti;P-A -

p=5, P=6, P=7, P-12, P-l4, P-14a, P-ldb, P-lS dan P17, surat ssli
nye tidak ada j == s

" g o .
Menimbang, beshwa Penggugat tclah'ﬁﬁngnjukan se0TIBNg sakaie
onll bornams 3 KeA.Fs ABU HASAN, dibawsh sumpah menurut carz agama
nys telah memberikan peridapat sssual dengan keahliannya ssbagaima-
na yang'tertera didalam‘barita acars lidaqg.yang bersengkutan yang
{3l dsn maksudnya guna nnnyingkat putusan ind dlangnap telah ter -
suat didolamnya - = —

-JE?'menimbang, bahwa Targugat untuk manguatkan dalil-dalilnya-
] teleh puls mengajukan bukti-buktl berupa § e
: to copy Afdeling Vsrponding /Surat pembayaran bea bolik nana-
' N"i nggal 8 Dessmber 1847 dan terjemahannya darl Bahasa Belan-
g\Bahasa Indonesia (buktl: T-1" dan T-la) : :
opy Surat Pembayaran PaJak Tanah’ Unrpondinq tahun 1851 -
1 T=2) .3
copy Suraé Pombayaran Pnjak Tanah Vnrponding tehun 1852 -
(uukti T=3) 3 -
4, Foto copy Akte Potikan Seua Ncnyaua tangoal 20 ‘Ssptember 1950 -
howor 86 dan terjsmahsnnya dari Bshasa Belanda ke Bahasa Indony
siu (bukti T=-4 don T=4a) .} ' .
»» ¥Yotuo copy Surat Keterargan Nyonya .Janda Ir. Tan Hong Jam tertan,
yul 3 November 1963 (bukti T=5) ; - ~
¢, Futo copy Salinan darl dafter uurat kcputusan Menterl Pertanian
dun Agraria tertanggal 20 Maret 1964 Nomor Pata 7/5/48 (bukti -
T-6) j -
1, Foto ‘copy Berits ‘Acara Panaksiran t.:tanggal ? Pcbruari 1964 oa
r{ Ketua Panitya Penaksir (bukti Te8a)
4, Foto copy Salinen dari surat ksputuszn Menteri Agraria Nomor Sk.
34/1n/6S yang ditstapkan di Jakarta pada tanggal 11 Marst 1965
oleh Menterd Agiveidnare(tiuidion- Tm??iﬁmwaﬂﬁﬂ <lde

i, Foto copy Berita Acara Pemeriksaan tanqgal 26 Agustus 18E4 (buk
t4i T-?a) &

—-—



iU, Foto copy Ikhtisar Tentang Parmohonan Hak Milik Nomor Reg.IV/
2u8/Kugko /64 tertanggal 10 Oktober lSB&Fdari Kepala Kantor Ag-
raria Daerah Jakarts Utara (bukti T=7b) %

11, Foto copy Sertifiket Hak Milik Nomor 210/Kebon Jeruk (bukti -
T=8) 3 . ,

12, Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomop 6791/1mB/PG/1981
beserta lamplran dan gambur situasinya (bukti T-8, T=Sa dan -
T-8b) ' e e e

13, Foto_cOpy Kartu Tanda Penduduk atos nama LianingsiR Riambad jaja
tertanggal 25 Agustus 1887 dari Lurah Taman Sari (bukti T-10);

Y14, Foto copy Surat Pernyataan dari Angelina Marina Mangindaan texr
| tanygul 26 Oktober 1987 (bukti T=11) ; e -

-

Menimbang, bahwa surat-surat bukti.berupa foto copy telsh-

“ulverd bermeteral éecukupnya sesual dengan Undang-Undang Nomar.l3-
Tenun 1085 pasal 2 ayat 3 tentang bea meteral dan pula telah dico-
cukkun kamball,dangan';uratbaslinya karena itu dapat dipertimbang-
sen sebugul bukti dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti T-6a -
v.n T=7a, surat aslinya tidek ada j ' -

‘ Menimbung, bahwa Targugst talah pulg mengajukan saksilsgk-
sl adsing-musing bernuma 31, MARKUS HENDRD HUSIND,5,H, 2, ANGELINA .
Nelhon INGANDANN, 3, SIDHARTA LESMANA, dibawsh sumpsh menurut ca-
t+« sgamunya talah mpmbnrikanfketgrangan sebagdinana'yand tertara -
sldalum berita acqré'aidang yang bsrsungkutan vané i3l dan maksud-
npe Luna menyingkat putusan inil dianggap telah tarmuat didalamnya{

Menimbang,‘bahwa olqh garana pihuk Pengqugat maupun pihak-
ro:qgghtggigak ada hal=hal yang akan diajukan lagl, maka kedua bg-

‘veoukuksn diatas

&

i LKSLUSI 3

———2>m.nimbang, bahwa Tergugat teleh gengéjukaq eksepsi yang pa
v pokoknya berbunyi sebagai bsrikut i .
e wuret kunsa darl Penggugat pada kuasanya bukan merupakan surate-
hussu khusus sebagaimana disysratkan dalam pasal 123 HIR, kere- /
ne tunpu menyebutkan tanah dan rumah mana yang dimaksudkan ; -u//

e vuyatan Penggugat terlslu pagi (prematur) sabab..bchgguqat-ba -
~ lua mambuktikan bahwa ia ahll waris dari Ny, Tan los Nio, salain
seripudu ftu petitum tentang pernyataan bahuwa Penggugat adslah-
«ill wurls Ny, Tan Joa Nlo tidak, depat-qdoahyno dengan Qugatan-

. Kekuatan pembuktian..
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i1l

lv,

vl

aye

setnya dianggap tercantum disini ;

evl

&

@ 40 w

yang menyangkut psmilikan barang sengksta ;| o=

o Gugatan harus diajukan bersama dengan ahll waris lainnya, se-

bagaimena dalam bukti P-8 dan P=-8, yaitu : Liauw Gien Nio, -
Lisuw Kim Kes dan Liauw Po Swan } -

Bahwa petitum butir S diluar jurisdiksi{ Pengadilan Nageri yan
mengadill perkara pasrdats i

Buhwu Penggugat scharusnya nonggugat pula Pemerntah R I, cg-
Oupartemgn Dalam Nasgeri cq Direktorat Jsnderal Agraria cq Kan
tor Agraris :

Ushwa ghgatan Psnggugat untuﬁ menuntut harta'peninggalan Ny
Tan Joe Nio adalah qugur karsna kadaluuaraa sujak tanggal 23—
Septsmber 1870 3 e - -/

henimbang, bahwa atas eksspsi terssbut Penggugat telah me-
apaikan tanggapannya yang termuat dalam rsplik, dan untuk sing-

m.nimbahg, bahug terhadad okanp:i Tsrgugat tersebut, Peng-
lan Negerl berpendapat sebagal berikut, dibawsh Hini 3
Sekalipun delam surat kuasa yarng bcrsangkutan tidak disstutkan-
tansh dan rumah uangkata secara Jalas, menurut homat Pengadilan
Nsgerl surat kuasa t-r:obut tidak uelanggar pasal 123 HIR, karse
na dongan nonylbutkan para plhek, ks Pengadilan Negeri mana gu=-

‘gatan itu diajuken dan pokok sengketa, sudah menenuhi kritaerias-

i

L

ltbuqal surat kuasa khusus, karcna itu sksepsi punt 1 tidak tae-
E“ dan harus ditolak 3 -

abungan petitum tentang knahl; uarisan,aan poailikan baran:
sengketa dalam kasus ini, tidaklah manjadi halangan karsna =satu
sema lain ada kaltannya j = . o

Vshwa Penﬁgugat berhak mengajukan gugatan, tanpa ikut sertanya-
enli waris lainnya dari Ny, Ten Joe Nio, karena itu eksepsi pun
111 Juga tidak tepat i - - . =

vahwa petitum sub 5 gugétan Penggugat, bukan tentang pembatulun
suatu pesrbuatan administrasi, karena itu petitum tersebut meru-
pakun Jurlsdiksi Pengadilan Negeri -

behua sshubungan dengan Bunyi pstitum sub 5 gugatan Pengdugat
t{guklah menjadi syarat mutlak bahwa Pemarintah R,I, harus di -
yugat - - - o o

venhwa sakalipun Penggugat mengajukan gugatan sudah lebih cari -
Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012
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30 tahun, tidaklah ksdaluwarsa, karsna gugatan tsntang tuntutan psem
bagian warisan menurut Jjurisprudsnsi tidak mengenal. kadaluua:ta 3

Menimbang, bahwa bardasarkan apa yang diuraikan diata: Peng
sdilan Negeri berpendapat bshwa skssepsi Tlrgugat tidak tepat kare-
.na itu harus ditolak

DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa dari  psmeriksaan setempat ternyata barang
sengketa dikuasal Tergugat, karena itu tuntuten provisi tsrs¥but -
harus ditolak ; —— —— '

DALAM POKOK PERKARA 3 S

Menimbang, bahwa baik dari dqlil-dal&l'k-dua belah pihak -
yang saling bersesuaian, maupun dari bukti=bukti yans diajukan ke-
dus belah pihak ssrta pendapat ahli terssbut diatas terbukti msnu-
rut hukum bahwa
- Tanah sengketa-.semula adalah tanah hak sigendom Ny, Tan Joa Nio-

Surat Ukur Nowor 613 tanggal 8 Agustus 1832 yang di.atasnys berdi
rl bangunan rumah tinqgal 3

- Bahwa Pnnggugat adalah salah ssorang anak/ahli warls dari Ny. Tan
Jos Nio ;

- Bahwa barang sengksta di:euakan 'Dr, Os Osn DJjleng kepads Dr, Tan
‘King Poo } s

- Bahwa Dr, Ten King Poo ksmudian msmbell bareng ssniksta daii Pu-
~ merintah R,I, melalui P3IMB ; :

thua Tergugat adalah istrd Dr. Tan 'King Poo, setelah Dr, Tan -

imbang, bahwa saetelah Ny, Ten Joe Nio meninggal pada -

S September 1940, barang ssngketa adalah msirupakan beadel
ﬂ$;f@b Joe Nio, karena itu jatuh kepada shll warisnya, antara la-
‘Ialah Psnggugat }

b

Menimbang, bahwa Tergugat mengemukakan antaria lain bahwa -
tanah sengketu berikut rumch diatasnya olsh shli waris Ny, Tan Jos
Nio dijual dibaysh tangan kepade Or, Os Oen DJiang
‘“—-§$Manimbang, bahwa selain befwe jual-bell dibawah tangan {tu
tidek depet dibuktiken olah Tergugat, Jjuga karsna tanah ini merups
ken tanah sigendom tidak nuynakin henya dengan surat dibawah tahgan
saja tarpa ddanya ‘acts van transport dan psmbalik nénaan, tanah -
menjadi milik Or, Oe Oen Ojiang, dengan perkataan lain Or, Oe Ogn=-
0jiang bukan eigenaar dari tanah hak aigendom tersgbut | ~——————

Manimbang, bahwa mengenal bapgunan yang didirikan diatasnys,

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012
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karsna tanah ini tanah dengan status hak eigendom, maka ssgala apa

yang ada diatasnya adalah milik dari orang yang meapunyal hak siger

dom atas tanah itu, delam hal ini eshli waris darl Ny, Tan Jos Nio-
almarhum, antara lain-Psnggugat —-—

Menimbang, bahwa karsna itu msnurut hukum tanah hak sigen-
dom berikut bangunan diatasnya adalah Kepunyaan ahli waris Ny. Tan
Jos Nio ¥

Menimbang, bahwa karena Ny, Tan Joe Nio bukan ssarang War-
ga Negara Belanda, maka barang sengketa tidsek. tar-asuk pada objck-
dari P3MB/Panitia P-laksana Psnggunaan Milik: ‘Belanda H

———3 Menimbang, bahua karena itu Pemsrintah R.I, tidak berhak -
untuk menjual barang sengketa meslaluil peraturan PSMB tsrcentua da-
lam Undang-Undang Nomor 3 Prp/1860 tsrsabut, karepa dtu tindakan -
Menteri Pertanlan dan Agraria dalam surat k.putusannya Nomor Peta-
7/5/49 tanggal 20 Maret 1984 dan Nomor SK 34/HM/65 tonggal 11 Ma -
ret 1965 tidak mempunyai: kskuatan hukum ;

—> Men imbang, bahua~karnna 1tu make sertivikat Hak,Kilik Nomor

210/Kebon Jeruk, mengenal tansh ssngksta, yang didasarkan pada ke-
adaan scperti diuraiken diates, Juga harus dinyatakam sobagai ti -
dak mampunyai knkuatan hukum berlaku e

— monimbang, bahwa olsh karsena Tlrgugat menguasal tanah dan-
tumuh sengkuta adalah’ snbaqai warisan ' darl alsarhua suaminya, Or,

Ten King Poo, 'bsrdasarkan atas alasan~alasan :nparti dikemukc i8R .=
distgq. maka harus dipserintahkan untuk nnngosonokan dan msnyerah -

3;99 ssngketa t-rsabut kepada Psnggugat P
\('\
£t

nimbang, bahwa karena tidak tsrdapat cukup.alasan ssba -
fmaksud dalam pasal 180 HIR, msks pstitur yshg memohon -
san inl dapat dijalanksn secara gerta-merta, harus dita -

—==< Menimbang, bahwa tentang sita Jaminan/conssrvntoir besleg-
tersebut diatus, karena gugatan Penggugat dikabulkaq cdan telah di-

v

lekukan sesuai dengan ketentuan Undang=Undang, harus cdinyataken -
sah dan.berharga

— '~ Menimbang, bahwa karsna Tergugat pada dasarnyas barada pada
plhuk yang kalah, maka adalah adil apabila Tergugat dihukum untuk-
iembayar bilaya perkara ini ;

Mampexhat;kan pasal 178 RIB dan pasal-pasal lain yang ber-
stangkutan ; e

MoEsm U T U Sk AN g
Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012
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Menolaok eksapsl T-:gugat terssbut diatas i

OnL A DROUIS; 3

Menolak! tuntutan provisi terssbut g
DALLM POKOK PERKHNRA 3

monbabulkan gudutun Penggugat untuk :abahagian }

Menyutakan suh den berharga sita Jaminesn terssbut diafas No

tior 3 158/Pdt/G/1887/PN, IKT4BAR, tonggal 30 Noveaber 1887 yang di-
.sksanukan Muchumad, Jurusita Pengad‘lan Ncgnri Jakarta Barat | =

—>>[lgnyutaken Punggugat adalah sulah :ooraag ahli warls dari-

lye Ton Jows Nio g

—=’ lMenyutaken buhwa barang ssngkate terssbut dietss sstempat-
ddkenul Jaloen Rayu Mangga Besar Nomor 48 (Surat Ukur Nomor 613 tang
1l 8 Aguatus 1932) adalah harta warisan Ny, Tan Jos Nio almarhumih
feng Jatuh kepada pura shli=warlisnys antara lain Pengguout § w——

—> Menyatakan surat keputusan Menteri Pi}tunlan dan Agraria -
wsing-musing Nomor Pets 7/5/49 tanggal 20 Marst 1864 den Nomor SK
J4/HM/G5 tanggal 11 Marst 1965 ssrta sertifikst Huk Milik Nopor -
210/Ksbon Jeruk dan'su:at~;urat leinnya yang bsrkenean dsngan su -
rot-surat distus, sepanjong bertentongen dengan putu:an ini, tidek
wsmpunyul kekuatun hukun | 3

=2 Megnghukum Tergugat dan stau orang lain yang asapsrolsh hak
darl padanys untuk desngosongkan dan msnysrshkan barang sengkets -
inl kepudu Pengyugat g

. Menghukua Targugat membuysr blays perkara ini, yang hingga
kini dit,kslr sebesor B 152,000,~ (seratus lims puluh dua ribu ru-

o [
[ F'r*{*) /):7

nolak gugutun Penggugat selain dan sslebihnys | eweecee

u/lﬁu\
1—--p:' smiitianlsh diputusken dalaa rapat permusyawaratsn RuJjelis
Hakim “pedo hurd SELASA, t» nggg] zg NOVEMBER 1907 oleh Kemi 3 =

he HALIM MLSS,.LLI,S,.H, sebagai Hakim Kstua dan ABOURRACHMAN,S.H, «
serti ATI0 SuﬂUJ?JR.S,H. wmasing-mesing sebagal Hakim Anggotu, bu -
tuaun manu pace huri ¢ SCLASA, tanogs) 1 OESEMBER 1987 diucupkan =
dimuka persidungon yung tarbuka untuk uaus olsh Hakim Kstuas terse-
.but dengen dihudiri olsh Hakime=Hakim Anggota tersébut dlatss dengan
‘dibantu oleh 3 NY, LASMIATI, Paniteru Penggant! Pengadilan Nageri-
tsrssbut dengan dihudirl olsh Kuasa Pengougat den Kuuss Tergugat,

HAKIMN KETUR ARJELIS ,,... 20/
Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012



HAXIM = HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS,
R,  ttd,
ttd.
ABDURRACHMAN, S H,

A, HALTIM MASSALLT .S i,
ttd, C '

AT JA SONDJAJA,S,H,

PANITERA PENGGANTI,

- ttd,

NY, LASMIATI,

1,000,-
1,000,~
5,000, -

20,000, -

75,000, =

® 504000,=

PI ISP

Huolan, ® 152,000,-

“gan catatan : Bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum, karens -
Tergugat mengajukan bandirg pada tanggal 7 Desember 1987,
register banding No.175/Srt.Pdt/Bd/1987.

Jakarta, 16 Januari 1983.

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012



Partems

firunan ‘ '
—_— keputusan perksrs RHAXOX/ perdats Jslam tingket
X0 _
. XX
ADILAN NEOERI JAKARTA BARAT, yynocy 1 Desember - 19 87+

Nomor : 156/Pdt/G/198T7/PN.JKT.BAR,

ksrona Banding RI&SX diejuken oleh 1

inyal kekuaten hukum ; ,
ia tanggal 7 Desember 1987, registex banding No.175/Srt.Pdt/Bd/1987.

. df 16/ 98
. 1988_ oleh :é /

dengan sslinya pasda tanggal 16Janua.ri =

PANITERA PENGGANTI PENCADILAN NE(:IE:F'Uv JAKARTA BARAT

AP0 \
.

T
\ 'NY, L A S M I.ATI.
7 NIP, 040032758,

16_Januar:i - 1% 88,

Keputusam Inl dikeluarkan pada tengg

o\LAN A
o }
onan  KXuKsa [ rgugat/Lugito Hay . #: ada tanggal 16 Januari
L ; 1988.
NITERA KEPALA PEN 3 TA BARAT 9
// _ 2
SOEGIANTO ADIPRAMANA,S.H.
NIP. 040004287,
dan kas
16 _Januari = 19 88,

an  putusan : Rp 500‘00!f__l/ ——
nn putusan : Rp 2'0.0.0"
JUMLAH . Rp 71.000, -

( parat penarima)

ig - tldak perlu _, dé( /é/- /(/m?
tolulu tenggsl dan nomor kepututan g

i2 yang terdapat pada mep turunan

N HALAMAN PERTAMA dan lembar Inl,

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012
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4 thsssavant WiMANIAANLAIN MAALNNNL

JALAN L[‘TJEN S. PARMAN NO. 7V SLIP
SAKARTA

PUTUSAL PERDATA
TIVBKAT BANDING

TURUNAN - PUTUSAN

P:RKARA . NO.. 156 118 a7
No, 246/Pdt/1908, P.DKI,

NY, DINA SEIIADL/PENGGUG.T,
LAWAR

NY, LIANINGSIH RIMB ADTAL A'/T“’?CI.L’JJ.T .
oleh PRUCADILAN TINGGI JikpRTA
Rakim VNY. MARYAM SCEDSIATY HADI TnaW,sH

2.iY. E.D. TOBING lABABAN,SH
3. SORRJAKTO,SH

Pengpanti ' KUSNALI,

Mg yal ! 30 Junl 1988
i ZERETbskyetenshokem,

Bolum m'mpunyul kekuaizn hukum

inl terdiri dari:

= ﬁ‘e‘ﬁﬁ&ﬁ'@r‘nﬁﬂkﬂarﬁi%} fHdiRa! Pratiw




“CLITIUN (VRS

’
e e e
e e e e

PUTUS AL

No. 246/PDT/19BE/p ., DXI

DEMY XBADILAN  BERDASARKAN KETUHAN AN YANG  MAHA  BS3A

\

Penéndilan Tinggl Jakarta, yang memariksa dan -
mengadil i perkara-perkara perdata dalam peradilan ting-

kKat banding, telah men j

,

atuhkan rutunan gebagai tercebut

S 52 s e 0 e s @ - ® e e o St S

vt

NY. LIANINGSIN TIMBADJAIA dahulu barna-

ma LTEM KTIM 1,000,

bertempat tingeal A Jalan Raya Muangga-
Besnr o, 48 Jakarta Barat, Juga beru -

mah di Jalan Raya Krama<s No. 31 Jakarsa

Pusat, dalam hal ini diwvakilj olel kun-
sanya ¢ LUGTTO HACADI, S.H., Adyokat/ -
Pengacarn, bVerkantor di Jalan Hayar -
ruk 3-kk Jakarta Pucat, ———moocemmo o

PEMQAREHLQ, aenrula ?ERGQEAE;
L oawan

WL DINA BEEIALS Al Sarnann 137 0% -

DIES NIO aliae LIAUN SIRT NIO (DIRS),

boartempat tinggal di Jalan Petojo Eina-

tu YT No. 23 Jakirta Puent, dalam hal -

ind innkili clah kuasanya 5 NY. M 3Kj-
ﬁlﬁ_ﬁﬂ@lﬁéj bertempat tinggal di Jalan-
Tawakal Raya No. 39 Jjakarsa Barat, —--
TERB@QHﬂE, gomil, g Eﬂﬁ%ﬁﬂ%ﬁ(

——

PENGADILAN TINQGY TERE LRI,

Telah membaca Yerkas porkara tersebut dan surat

Rk athA B bR AR ) e BoH AR RGO in

IPENSANG L L



TENTANG DUDUXNYA PERKARA -

Mamperhatikan dan menimtip segula hal yang ter-
oantun dalam putusan Pengadilan Negori Jakarta Barat -—-

tanggal 1 Desembor 1987 No. 156/Pdt/¢/1987/PN,JKT.BAR, ,

yang amarnya dberbunyi sebagai berikut :

" ODALAM BKSEPST

Menolak, ekgepal Tergugat teroebut diatas)

DALNY PROVIST

Menolak tuntutan provisi sersehut)

DALAM POKOK PRERKARA

Mungnbnlkan\gn@ayan Penprugal untule sedbahagiang

Menyatlakan sah dan dberharga sita Jaminan terde-

but diatas No. 156/Pdt/G/1981/PH.IKT, DAR., tang

par—— gal 30 Yopember 1987 yang dilakoanakan Muchamad,
7 MILA
A ‘a} ’..\___‘),?;// SJurundta Pengadilan Nogerl JTakavta Narat:
Al | FN TS
O tLC:i' EE Honyatakan Pangrupgat adalidy salah noorang ahli--
“;FE?@mgﬁ%”/Jqﬁ' warin dari Ny. "I'nn Joe Nioj
\‘:‘ N ’ 'v'\ i &
\{i \Qu-rgu;(‘:::h’.{'

Menyatakan bahwa barang acngketa tecoebut di -
atng smetampnat dikmnml Jalan linyn Mangpar Benar .-
MNo. 48 (Burat Ukur No, 61) tanggal 9 Agustun —
1932) adalah narta warinan Ny, 7an Joa Nio al -
marhunalt yang jatuh kepada para ahldwarisnya an

tara lain Penpgmugint;

hmnyataknn purat kaputusan Montori Pertanian -
dan Agraria magsing-maning Ho, Peta 7/5/49 tang—
ral 20 Mavet 1964 dan Hao, SK.3A/1M/GY tanggal -
1) Maret 196% wvarta sovtifilkat lak ﬁilik No. ;—

210/Kebon Jeruk dan surat-surat lainnya yang -

berkenaan dongan nurat-nurat diotom, asepanjang—

. Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2q)102r
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¢

bartentangan dengnn putusan ini, tidak mempunyai

Xekuntan hukumy

Menpghukum Tergugat dan atan ovang lain yang mem
neroleh hak dari padauya untuk mengosongkan dan
menyerahkan barang nengketa ini kepada Ponggu -
gat)

Menghukum Terpgugat menbayar bLiaya perkara ini
G hy K] A )

3

yang hingga kini ditaicaiT sebenar

Mp. 152,000, (agraé&h Lima puluh dua ridu rupi

ah) "

Menimbans, buhwaamenﬁru: aXte permohonan ban —
ding yané dibuaﬁ oleh g éOEGIANTO ADIPRAMAN A, S.U., Pa-
nitera K;nnla Pengndilan Negeri Jakaria Daratl, yanpg me-
nerangkan Lahva pada tangma) 7 Neasemdar 1987 kunsa Ter-
gugat teloh mengajukan permohonsn banding tethadap pu -
tnaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 Dasoem -
ver 1987 No. 156/Pdt/G/1987/PN.IKT.BAR. , dan permohonan
banding mana'ﬁadn tanggal 22 Maret 1988 telah dengan —--—

seksama diboritahulkan kepadn pihak lawannyun;

Kenimbang, bahwa lkuasa Pambtanding nemula Tevme-
gat telal mengajukan memord banding tortanggal 4 Apri)-
1988, dan kuasa Terbanding semula Penggugat telah pula-
;. monga jukan kontra memori banding'tcfﬁnnmgal 22 April --
193”, ynny, nnllnnn—nn)innﬁ reaminya ialah disampaikan -

kepnda maoing-masning nihak seciara bertimbal bvalik;

TENTANG HUXUMNTA

Menimbang, bahwa permohonan bandlng yang diaju-
kan olah knasa Vemdanding acmula Tergurgat adalah dalam=
tengmang woktu dan dengan cara serba mamanuhi nyarat ---

ayarat laln menurat Undang-tindnang, karena itu nermohon-

~ Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012



an banding teraebut dapat diterimag

Mempezrhatikan memors banding dan kontra memori-
banding yang telah diajuknn dalam perkara ini, yang pa-
da pokoknya merupakan ulangan-ulangan dan pPenegasan=pe-
negnean dari pada apa yang pﬁrn mrrhak telah kemukakan -
dalam pemeriknamn hnkﬁm Pertama, kecuali be%erava hal -

yang Majelis Hakim Pengadilan 1inggi akan pertimbangkan

divawah inijy

Menimbang, bahwa aesvlad ¥ajells Hakim Pengadil
an Pinggi mempelajari dengan gekeama perkara ini dari -
berkas perkaranya, yang levdiri dari berita acara si p
dang veradilan tingkat pertzma, surat-suratl bukti dan -
auruxa%urat lain'ygn@ barhubungan déngan nerkara ini ——

yang diajukan oleh kedua belah pihak berporkara, salin-

,,\rXﬁ Q£ an veomd. putusan Pengadilan Megerd Jakarta “Baral a gquo-
v V) - .Ol?\\
”‘T;“~ ﬁﬁﬁ dan nmemori banding sertn kontra memori banding, maka --
Lid M

\. T
A W \ Majelis Hakim Ponrndllan Tingzd berpendapatl asabagal dbor
) t"\ n 1—r’f \ 2l -

u|~

‘~\‘u '-*‘“mmy" T‘>/ ikut e — _—

s-—-v

5 .
L

DALAM TROVIST

Menimbanm; bahwa apa yang telah dipertimbangkan
aneha diputus Ualkim Pertama tonting hal ind adalabh " le -

pat serta dijadikan pertimdangan Majelis Hakim Pengadil

an ''inggi sendiri dalam putusannyia dibawah ini
)

Mendmbang, namun demikinn Majulils Hakim Penpg e—
adilan Tinggi akan monambahkan pertimbangannya, bahwa -

gugat dalam pvovisl tersebut telsh menyangkut materi —-

sengketa dan pokok parkars, schingpga fuga olceh karena -

nya mgat dalam provini haraue dilolac

—L3 Menimbang,

oleh karena potugan Hakim Pertama ne

sual dengan pubugan dibawah i, putuoan Hadim Pertama-

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012



harus dikuatkang

DALAW EKGEPST

Monimbang, bahwa Majelir Halkin Pcngndil&n Ting-
gi sependapatl dengan partimdangan serta putusan liakimn -
Pertama mengenal eckgepasi-ekaspni yang telah diajukan —-
oleh Tergupat dengan tambahan pertimbangan, dbahwa ol sh-
karena eksepei-cksepni termehbut Lukan mengonai wewenang .

mcnuadili, made o aﬁaﬁ dipertimbuigkan dalam pokok perka-

iy

Menimbang, olreh karenanyi cksepsi-cksepal terse

but harus ditolak;

DALAM POKOK PRRKARA 1

;TMenimbang, terlcbiﬁ dahuln Majelis Hakim Peng -
adilan Tinggi akan mempertim=angkan apa yang telah dike
mukakan Terpgugat dalam jawabannya. oebagail cicepni, sehe
lum Majelis Hakim Pengadilan Tinggli mompersoalkan mate-

ri dari pada gsengketa dalam perkara iniy

Mbnimhang, bahwa mengenai apn yang telah dikemu

knkan Tergugat tereecbul Majelis Hakiin Pangadilan Tingei

.

asependapat dengan pevtimbanguv-per timbangan Hokin Pocla

ma gerta dijadikan pertimbongan Majolis Uakim Pengadil-

[
an tingri oendird dalim putusainys ind, kecuali yang —

mongonal, hulir ko VI, ynitn yangs memyangkut daluwarnn

~——

maenimbang, bahwa daluwarnsz tevscdbut dbukan mengn
nni daluwarsa terhadap tuntutan pemdagian harta waris, -
melainkan nobagai termakand dalam nasal-pasal 834 jo --

835 XU M. Perdatag

ﬁ—*—£E>Menimbnng, hahwa Majeiis Hakim Pengadilan Ting-
g1 tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan olell ——

Ponggugatl/Terbanding, bahwa oleh karona npanal 834 dan -

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012



835 K. Perdata tormaruk Buku ke IT, 1
undangkannya U0, Ho. 3 tahun 1960 tenta

sar pokok agrarin, ketentuan-katentuan to.scbut tidak

Verlakn lagis

Menimbang, bahwa sebagiimana dimuat dalam U.U.

No. 5 tahun.1960 tersedbut diatas antara lain disobutka

" Dangan mencabut ¢ Buku Xe-IT Kitad Undang-lnda
Hukum Perdata Indaneniga sepanjang yang mengena
bumi, air seyiﬁﬂinkayann aiam yang terkandung
didalamnya, kecunli ketentuan-kotentuan monge
nal hypotheck yang masih berlaku pada mulal Le

Lakunya undang-urdang ini "y

Menimbang, bahwa jelas yang dicabut adalah yin

manyangkut bumi, ajr sertu kekayaan alan yong tarkan --

dung dldalamnyin, nehdngga dengan donikion otentuan-le-
3 A

Lentuan tentang daluworaa sebagal leroebul dintao tuetay

berlakug

tj—*;>lwnnimhan@, bahwa menurut paoal 834 jo 83% X.u.i
Perdatn pgugat dari warls (0rf@6naﬁﬁ) harus diajukan da-
lam tongrang waktu 30 ftahun, karona tuntulan demilkian -

apabila Lampau wakbn akan gugne Ravena dadawaenng

—= Menimbang, hahwa in easu gugat diajucan pada —-
tangeal 195 Mel 1987  sedangkan Tan Yoo Nio, yang pewa -

rln (erflater), meninggal dunia pada tangeal 23

5 Seplem--

har 1940,

Menimdang, bahwan mengenal nerail senpgketa neca-

o Anfacte yang menduduki adalah armula dr. Oe Oen Dii-

ang dan kemudiar scjak 1 Nopember 1950 dr. Tan King -

Po yans meninggal dunia pada Labun 1960, dan persil ter
nebul beralih kepada Terguzat sebagai ahliwarisnya (in-
torinya)

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012
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Menimbang, oleh karena gugatl tersebut diajukan:

tarhadap Hy. Lianingaih Rimbadjaja, dsteri almarthum ——-

drr. Tan King Po maka tengzung walktu daluwarsa dihitung-
\

nejak My. Lianingeih Rimbad)aja tersebut defncto adalak

" Yegibter M odari pada tanak dan rumah sengketa termak-

sl gadtu pada Lahun 1969;

Menimbang, dangan. demikian tenggang wakiu 30 ta
hun belun lampau, schinggn gusat Fenggugat terhadap Ter

migat danat diterimag

Menimbang, aelanmjutnya apakah gugatl Vonggugat -

terncbut dapat dikabulkan atan harus dltolak Majelis M

“kim Pengadilan Pinggi akan rempertimbangkannya sebagal

DEIAKIE ¢ =m e cemee o e e o o e e

— Menihbnnn, behwa gugase Penggrugat pada pokokny:

- bahwa Penggugat chagniinnny aintu-satunya yang-
magih hidup dari almarhum Tan Yoe Nio, menuniut
agar Terpugat menyerahkan kembali kepada Pengpu
gat tanah dan rumah (persil) torletnk di Jalan-
Prinsenlaan Mo. 56, nekarang Jalan Raya Mangie
bhosar No, A8 Jakarla Narat, oleh karena Pengan-
gat sebagai sntu—nétunya anliwaria adalah orany
yang paling berhalke abag tanabh dan rumah sengke-
Ei, nehapad harka naninggalan almarhun Tan Yoce-

Nio, aedangkan Toerpmuent telan menpguanainya aecca

ra. tanpa hak atau malovan hukum;

Manimbang, bahwa Penggumat dalam mengukuhkan g

catannyne bolah men o julcan o ti=huktinya tertanda P=) -
n/a Ple,_sodnnnknn Tergmeat dalam sangkalannya bk li -

Lukti tertnda =1 a/d P=9u sarta bebarapa orang naksi

Menimbang, bahwa bukdi-vakti Povguzal Lernabul-

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012
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untuk nebagian besar adalah sama dengan bukii-dbukti —-

vang diajukan oleh Pengzagat;

—_— Menimbpnm, bahwa Tergugn®t ternyeta dalam sang -
kalanmya telah mengajukan bukti-bukitinya antara lain
- Surat keputusan Nenteri Agraria dan Pertanian
turtnnméal Jakarta, 23 Maret:1964 (0-6),

- Surat Xeputusan Menteri Agraria, tertanggal Ja-

karta, 11° Maret 1965 (m=1),

e

- Tanda Hn%ti Hak Mikikﬂdari'nuku Tarnah Dega Xe -

: bon Jeruk Ho. 212, surat ukur No, £13 tahun -—
1932,

dari dbukti-bukti mana ternyata pernil (tanab dan rwnah)

Oenﬂkqéu sejak tanggzal 2%Mﬁ3Iff.iffz_ffffﬂlii—ﬁiﬁi—ﬂﬂw“

Noktor Tan Xing Vo dan kcmﬁdia1 pada sanggal 16 Desem -
e ——

S ber 1969 atas nama Lim Kin Lian atau Lianingsih Rimba -
2 AR e —_—

dinjng, yaitu Vergugnt;
_’-"‘_—__—.--—_‘

St

—= Menimbang bal=hal tersebul diatas, meokipun ten

o Lang Lukbi=bukti termebut oleh instansi yang mengeluar-
“A - TN
i‘\.“l ‘.\'{\ .".\;. % ,_:y e

e kannya telah diragukan namun balum dicabut, wsebingua de
ngan demikian masih berlaku maka Penggurrat liarus dapat-
mambuktikan, I.).'\hw:'x prarail f,t'l.:\.nnh e s amah ) gongke G

yang semu)a dimilili oloh almarhum Tan Toe Nio sejak --
Tan Toe Nio moninggal dunia dan snudara-sandara Pengru-
mat Juga meningiga) dunda pnvnilinenﬁkcta adajah tetap -

hak Pongmugat, yang diperolehnya karecna wario;

—> Menimbang, bWwahwa dari Yukti-bukti P=-1, P-2, =3

dan D=8 {terhukii

~ bahwa perail (tarah dan r&mnh}'nennka;n A n-
adnlah ntan nama Tan Yee Hioy sanda dard L dauw-
Keng, merupakan perni] Iak Bigendom (Aigendom -
verponding) No. 18026 diaraikan dalam surat w -

Kekuatan p&buktii &0 fifdita Prativis FROINAG2Na. 613 tune 1080
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v

- bahwa atas persil bekan hak Tigendom teragebut -
belum dikonverni berdasarkan U.l), Pokok Agraria

Mo. 5 tmhun 1960 jo Peraturan Menteri Agraria -

No, 2 tahun 1960;

-~ bahwa nnak-anak dari almarhum Tan Yoe Nio terne
but adalah ¢ ). Liau« Gian MWio,
2% Liauw Biry Hio (Dilesn),
13

3, Liauw Kim¥en,

i
4. Liauw Po foang

- senuni dengan bukti P=8 yanpg morunakan Suralb Wi
i -,
“niat Mo, L8 tevrtangeal 7 daret 1934 mereka ada-

Jah ahliwarias almarhum Ten Yoe Hios

- bahwa Lim Siri Nio (ldea) adalabh Ny. Dina Betia
—

di, Penggugat dalam perkara inig
— \___‘__,-"——

~—a  Meanimhang, bahwa menurat bukti P-9, yaitu Akte-
Penotapan sebagal ahliwaris dari Penpmpgal didepan Nota

rin Mohamad Said Tadjeadin bhernoror 09 tertangeal 11 Ma

Sret 1097 Liauw Gian Nio, Liauw Kim Kee dan Liauw Po San

— 0

—

Lelah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 5 Ne -
e ) g

nombaer 1972, 3 Nopembar 1975 dan tahun 1960, namun Ui
e im————— 5 —— e ™ .:___’___/"'“

dak dibuktikan bahwa Penggpugat adalah natu-catunya ahli
waria dari pada Tan Yoa Nio, K&renﬂdkurang lengkapnya -
pural pernyalaan Leraecbhut yant hareraa ditunjang oloh dbuk

Li=buktli authentiki,

f74>7 Menimbang hal-=hal tersedbut diatas in casu oloh-

karenn menvangkut versil hak Rigendom, yang nemililknya-

o e tr— "

Lialah maningeal dunia pada tanggal 23 September 1940, -

S

dcnkan hnrlnkuhyh_U.U. Pokok Apraria No,: 5 tahun 1960 -

-

herlaku ketentuan=kxetontuan dalan peraturan Menteri A -
’ e, 7 ¥

prarin NHo. 2 tahun 1960 (‘tenlang pelaksanaan beberapa -

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012
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ketantuan tentang .U, Pokok Agraria), dan Peraturan Men

e —

e .

-’

teri Dalam Negeri No., 2 tahun 1970 (tentang Panyelosaian

L

onvoersi Hak-lnk Barat menjaii hak Guna Nanguna ﬁ&k-
Usaha); e
[ o ,..."'" e T e e — s e e, N

Menimbang, bahwi jikia npara ahliwarie Ny. Tan Yoe
Mio pada waktu/atau setalah bevliakunya 'J,\, Pokok Apra -
ria Mo, % tahun 1960 barbgnenn aning, maka karena ternya
. 4 X
’ : .

ta tidak melakukan pemindphan hak kepailla seovang warga -
.' : . . .' ’

negara Indonesia nebagaimana ditentukan dalam pasal §

raturan Menteri Agraria Neo, 2 tahun 1960 tarachut, qy:n—

tanah 1l gendom fersebut pgugur dan men jndi tannh/ynnm woeas

1aggsung dikuasai negarag.. - -0 7
g ~

~.

imbang, salnn ikt andwilkata para ahliwxgi u-
AL R
N\

; \. w 3
) 'iNﬁ. Tan Yoe Nio teracbul adalah warganepgara Indoneain :\\

)
g "o * \\
”(Qhkti =19 , adalah bukii kewarganegarnan Indonecoia da-=

|
A \ i

< trd Penmpupat, sedangkan mengenai ahliwaris 1ain tidak dL/'

ajukan), maka para ahliwarin alan in cn:nx'Pnr\u”mlinﬂL -
. P

-

neat Ltelah melalaikan

< Kewajiban mengenai vonegasan Newarpanegarcann 1n-
danesianya, , makh berlaku oacal A4 dari Peracboe o,
Mo b ASrar e ey 2 Lo P o weoen L o

hahwa Jiva pemidiknga enlalaikan ewajlom ini

mpka fetelah lampau wakba & Lulan yang ditentu

kan panal 2 diatas, tanah hak #fpendom ituw diecn.e.

tat pada anli aktanya nebagai cligonverni men joid

Hadke Gana Bangunan dengas jane wakbu 20 Cahang

Selanjutnya pelakaanaan konversy tangh hak Rigen
dom diatur dalam pasal 1 dari Pe-~aburan Mentoeri-

Dalam Hergeri No, 2 tahun 1970 vang mewajibkan no

megang hak Wigendom yany dikonversi menjndi k-

(3

Guna. Bangunan itn age o cbhoelum Langinl 24 Haoytem
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ver 1970 (yang kemudian dincvpanjang hingru 24 -
Maral 1971 denpgan Kaputusan Mentari Daler Hepard
No. SK.53/0DA/1970) datang di Kantor Perdaftiaran

Tanah untuk memohon sertifikat hak yany tersang-

kutan; I

- Ternyata para ahliwaria Ny, “an Joe Nio In canu-

Terhanding/P@nggngnt ietap melalaikan kewajiban-

agar nelambat-lambatnya-“anggal 24 itaret 1971 me
A -
e

mohon sertif'ikat hak ftznah itu, sehingza terkaena
ketentuan naonl 2 tasi Peraturan Mentari Dialan -
Megeri No, 2 tahun 29070 ibu, yany dalaem ayat 1 -
dnn 2-nya mencntukan n2megang haknya cianggan i
-dak memenuhi ayarat setmaead oamegang Eax Guna —-—
Nangunan dan Hak Cuna dosgunan yang reranngkntan

dianpggap telah hapur uej2k banggral 24 Sentomboc~

1961 dan kepada bakan nemepgang hoknyo dilesi<an-
~—————

Hak Pakal yanyg berlaku agjok Lankpgal -4 Sapton -

har 1961 selama sisa waklu haknya yang Dapus ilng

- Xetentian mangenal vanbesiasan Hak Paknil anloun --

terkena gyarat yang disentukan daitam ayat 4

3 TR
Lknbnya dard Paralorvese Merdes Ve Lo Bage st i,

¢ tahun 1970 itu, yang menentnkan lHak Pakai vang:

dimaksudkan dalam ayat 2 diatan-tidak diherjikan~
jika tanah yang barnangkutan aebelum bar)akunva-

Peraturan ini oloh instanal vanyg boerwensng mulah

kvﬁe?A-Jﬁﬁﬁﬁ ; diberikan kepada pikak lain dan Ltedah dikeluar 5

kKan sertifikatnya;
]

Memambang hal-hal bersebul diatans Penmengat (-

Anx terhasil dalam pembuktiannya

bahwi din adnlan vann-

Fang hak yang syah ataas nerail. (tanah cdan ramant aengke-

ta, nedangkan bagl Tergukat tidak ada sewajibanrya untnlk

Kekuatan pembuktian..., Indira PratiWi, FHUI, 2012



memhuktikan haknya, khususnya oleh karena ‘lergigat telah
‘ menguasainya lebih dari 20 tarun berdasarkan suatu dasan

..~)”: e '/| (3 oy

hak (maéﬁri tital) dan tanpa ada yang mambhantalhinyay
>) ¢
2( o Nanimbang, bahwa dengan demikian gugat Ponggurat
- [ .
harus ditolak, dan Penpgguent nadagai niliak yang kalal ha
run mambaysr bWiaya nerkava ini corta oita jaminen yang -
talah dilnﬁnkun dalam nerkara jiri dinyatakin tidah ayah-
dan baerhrea dan harua dinngkat;

Menimbang, olo§ knrnnn nutuﬁﬁn Hakinm Partama ti-
dak secuai dengan putusan dibuwnbr;ﬁi, putunan Hakim Per

tama harun dibatalkang

Memperhatikan pannl-paval darl Undang=tindang ---..

" o yang Wersangkulang

NEN G A DL LY.

ommw o

Henerima parmohonan Landing teraebut;

A
Membatalkan putusan Pergadilan Negeri Jakuarts i

rat tanggal 1 Denember Y987 No. 156/vat/c/190°7/PH, KD, -

BAR. yang dimohonkan bandir gy

MIHGADILY SEMDINT
“

LEUTL DS 1

Menolak mugat dalam provig:s;

e DALAK_FKSEPST
AN S, |
SE:::~;4 g

é$§> ~T v, -— Mennlak cknepii-ekuenni yvang dinjukan olad Terpu
b

* 3\ )‘.&-l:} rats

(2

TRt
FERZONINY|

ENS
S e :
4‘437.&”‘21‘ DALAN_POXOK PERKARA 1

' Mengnbulkan gugat 'engrrogat unluk aehazginng

Menyatlakan Pengegugat adalay anlall scovang all iwi

— e  — ohm e s
| e s e i e = S ¢ —

ria dari almarhum Tan Yee Nio, yvang weningeal pa

———

S - R S

da tangral 23 Septembar 1240,
S ~

. Menolak

------
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¥annlak gipgat Pengrusat nntuk galcvihinyng

Menyatakan Sita Jaminan yarg telah dilukuanﬁxnn-
aleh 1 MUGHAMAD, Jurunita Pengndilan Hegovi Ja -
karta Darat tnng@a] AN Movemhnr 1987 No. 156/Pd£
JO/VORT/PNLIKTLBAR, tidak syah dan tidak berhar-

g narta memerintahkan harns diangkat;

Manphukum Terbanding sanula Pengenpgat ur tuk mam-

. 5
ar hiaya nerckara ini dalam kaduae tinpkat peradilan, -

Pt

Damikianlkan dinutlugaan dalax ravatl permuaygyawarial
an ¥ajelina Hakim Pangadilan Tingsd Jdakavla pada nard 2 -

K AM 16,8 tangpal 3O 0 0N T 1900 DELAPAN TULUILL DELA

PAN oleh Wami ¢ MY, MARYAM SOSTITATT HADY IMAN, S.d., lla

Yim Tingri pada Yenpadilan Tingii Jekavta, selaku liakim-
\ v
X

Yetua Majelino, NY. 1.0, TONING-UANAGAN, S.0. dan SORBIAX

TO, 8., Hakim-Hakim Tingsi pada Fergadidan Pinggd Ja

Yarta, magsing-masing aelaku akin Avggota, yoang Serdanar
kan Pcﬂctnpan Ketua Pengadilarn Cingpei Jdakarta tanggal 6-
Juni 1088 No. 202/1988/Pan/246/ At/ L988/P1, DXL Lelah di

coted mameriban o meneae s U perEara tn o aalae

neradilan tingkat banding, dan pubngan mana diuveapkan --
i

ol‘jch Hakim Ketua ¥aiAlis teranbuty da am aidang tersboka -

untuy uamum pada hareci PLo gugan, derpean didamping i aleh [iv

l
ri Hakim Angprota Levsebul, dan divadici oleh EUSNADL
S “\
ta, § . : - .
?ﬂniycrn Penguranli pada Pengivlitan Tinggli teraebut,’ akan

tetapi tidax dihadiri oleh papra oihek yahg bBerpevkaci, -

HAXTM=HAKTM ANGGOT A, HAXTE XWTUA ?},’/\-71".1; 9

")f;_/(n‘r. EouDo TOBING-HANANAN,, S.H.).
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podidei.de.od - NBIAAIELXK
keputusan perkara nidarme/perdats dolam tingkat -

B qopy"' Banding
*Kaasix
BGADITAN TINGGI JAKARTA Tanggal 230 Jund . 1988_

Nomor : 246/Pdt/1988,PT.DKI.

E‘nmnkmknmm
mempunyai Yekuatan hulum kerena Rixdbooc Keuosl diajuken oleh

IINA SETIADI pada tanggal 19 Sep‘cember 1988

sesuai dengan aslinya pada tanggsl éOktober 19 88_ oleht

PANITERA &g%ﬂ ENGADH,A NEGERI JAKARTA. BARAT
]

4" r\ "{f))sl

./,,’ "'
nﬁlﬂgy

S-

NY. A, ULFAH

N4 F&lp. 040008507,
AR
px_. . Koﬁutu:an Inl dixelusrkan pasda tanggol ..601{13\"1"”1‘ 19 88
) copy |
psrmohonan LUGITO HAYADI.SH nsa Yk MRECUGHT
|\ \.Qf'.";
PANITERA XEPALA PEN A ANERRRT-YAKARTA BARAT
=1
; . *)i‘
PR(E ] ,-\_.‘

oo/ AASY
sc»’st;ile‘ ab‘i‘?m\mm SH
NIP. 040004287.

dibsyar dan kas

1anggal  do Dkt it oo 19 _;_;\_/
.xurunan putussn + Rp. RPSCALIE
il turunan putussn ¢ Rp, 2,000, =
'JU};M.AH ¢ Rpe .. 8a800,= L. e
g (pacaf panerima)
ATIAN
it vang ‘tldak periu J{ QKOGR

sualkan selalu tanggsl dan nomor kepuiuran
it nams 2 vyang tesdapst psda mEp turtunan
PPUTUSAN HALAMAN PERTAMA dan lembar sl
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PUTUSAN PERDATA
TNGKAT KA &S|

SGERI JAKARTA BARAT
+:Parman No, 71 Slipi
%k arta

*

S—

TURUNAN PUTUSAN

KARA No. : 3037 K/PQE /1088, e

NY.« DINE BETIADI j wemp=som—c——-=

...................................................................................................................

LAWAN

NY. LIANINGSIH RIMBAQJAJQJM::i:mzfﬁﬁgﬂgﬂnﬁfﬁf51-

. GUHNAWAN, S5.H.

2. NY. T.S8. ASLANINI SULAEMAL, &,

3, SENSOEODIN ABULEDLLAR, 5.,
Mlinti : M. MUCHTAK, S.H.
. 30 JANUARI 1993.

TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
BELUM MEMPUNYAl KEKUATAN HUKUM

el dari o 18.Lsembilan bolas) halaman

............................................

Iy
/
[



: \ o
P UTUS AN

Reg.No. 3837 K/Pdt/198€.-~

| DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUMANAN YANG KAHA LSA
; WA HKXAMAH AGUN®C

-

memeriksa perkare perdata dalam tingket kasasi

telah mengambil putusan sebagei berikut dalam

perkara :

NY. DINA SETIADI, dahulu bernama LIAU

DILS NIO alips LIAUY SIRI WLO ( DIES )

t

berte?ri_po.t tinggal: di Jalan Petojo Bi -
natu II No. 23"fakarta - lusat, dalam
hal ini diwak;li cleh kuasanya : NY.
THERLESIA BUDINA, bertempat tinggal di-
Jalen Tawekel Raya No. 39 Jakarta -
Baragt, Pemohon kasagi, denulu Penggugat -
Terbanding ';'

masz . awen

MY. LIANINGSIH RIM3ADJAJA, dahulu ber -

nama LIBNM KIDBM LIAN, bertempat tinggal

di Jalan Raya Mangga Besar No. 48 Ja -

karta Barat, juge berumah di Jalen Raya

amat No. 31 Jekarta - Pusat, dalam hal
{ diwakili oleh kuasanya : LUGITO lHA -
/ADI, SH. Advokat / Pengecera, berkan - |
tor di Jalan Hayam ‘%uruk 3 - kk Jakagrta -
Pusat, Termohon kasasi, dahulu Tergugat -
Pembanding ;
iiahkamah Agung tersebut ;
llembaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut
ternyata behva sekarang Pemohon kasasi sebagai Peng -

gugat asli telah menggugat sekarang Lermohon kasasi

sebasai

. s
s ﬁ//
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bagai lergugat asli dimula persidangan Pengadilan
egefi Jgkarta Pusat pacda pokoknya atas dalil-dalil

bahwa ibu Penggugat asli nama Tan Joe Nio

‘yang meninggal dunia di Jakarte pade tangpgal 23

September 1§40, disamping meninggalkan Penggugat
asli satu-satunya anak yang masih hidup, juga me -
ninggalkan sebugh bangunan rumah berikut semua tu -
rutannya terletak di qu«.Prinsenla§n No. 56 sekal-
rang Jln. Raya Mangga Beéar No. 48:Jakarta Barat ,
berdiri diatas sebidang tanah bekas Eigendom Verpon-
'ﬁing No. 18028 yang luas dan lgin-lainnyed scbagai -
mana tersebut dalam surat gugatan ;

behva semasa Tan Joe Nio masih hidup rumah
dan taneh sengketa telah disewakan kepada Dr. O
CEN DJIANG seofang warga Negara Belanda ;

bahwa getelah Tan Joe Nio meninggel dunia ,
walaupun rumah dan tanah sengketa dibawah pengavias
an BHP ( bukti P-4 ) secara tgnpa hak oleh br. Oe
Oen Djiang digewekan kepada Dr. Ten King Po yang
selanjutnya Dr. Tan King Po mengajukan permohonan
untuk membeli rumeh dan tanah sengketa melaluil pro-
gedur P3MB ( Panitia Yenguasean Perumahan hilik Yiar-
ga Negaré Belanda ) ex Undang-Undang lo. 3/Prp. ta-
hun 1960, padahal rumah dan tanah gengketa bukenlah
milik Dr. Oe Oen Djiang, ekan tetapi adalah milik

Tan Joe Nio yang berstetus Keule Hindia Belanda

; v derlands Onderdanen) yang tidak pernah dijual

'6\

Phda siapapun juga ; J

bahwe permohonan Dr. Tan Xing Po secara keli-
\ , *

#17" telah dikabulkan oleh ienteri Pertanian dan Agra -

ria, yaitu dengan diberikannya Hak Guna Bangunan

atas 795\
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49 tanggal 20 Maret 1964 dan No. SK 34/HM/65 tang -

gal 11 Maret 1965, serta Sertifikat Hak Milik No.210/
Kebon Jeruk ( bukti P-5 s/de B-T ) 3
bahwa menurut Tesgtamenz NQ¢'}8 tanggal 7 la-
:ret 1934 (bukti P-8) dan Akte PErnyataen sebagai
akhliwaris No. 89 tanggal 11 Maret 1987 (bukti P-9)
rumah dan tanah sengketa adalahAbagian yang menjadi
milik Pengghgat agll karena Penggugat asli adalah
anak kandung deri almarhum Ny. Tan Joe Nio ;
bahva délam rangka memulihkan hak Penggugat
asli atas rumah dan tanah sengketa, Penggugat ,aolil
telah mendapat jawaban tertulis dari instansi yang
- berwenang, in casu :
a. Gubernur KDKI Kote Jakarta ;
b. Kantof Agraria Jakarta Barat ;
c. Dirjen Agraria u.lb. Direktur Pengurusan Hak-Hak
"l‘_e,nah'- H ‘
’Yang:pada pokoknya sama menerangkan behwa rumah dan

tanah sengketa adalah milik Ny. Tan Joe Nio dan te -

szJéudah'beberapa tahun tidak dihuni, dipelihara dan
diravat balk oleh Penggugat asli mpupun oleh Tergu -
gat asli, sehingga sudah benyak yang rusak, meka

untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi kiranya

cukup_ ... w .
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dan tanah sengketa sementara pemeriksaan pokok

perkara berjalan ;

' bahwa oleh karené Penpgugat asli mérasa
khawatir Tergﬁgat asli akan memindah tangankan
atau mengalihkan obyek:éengketm kgpada orang lain,
maka untuk menjamin gugatan inlrgenggugat asli mo-
hon kepada Pengadilan Negeri Jeokarta Barat agar
atas rumeh dan tanah sengkete diletekken revindi -
catoir atau conservatoir beslag ;

baliwa éerdasarkan hgl-hal tersebut diatas,
Penggugat asli menuntut kepeda Pengadilan Hegeri
Jakarta Barat supaya memberi putusan sebagal
berikut :

DALAM PROVIST

1. Menetapkan, menunjuk Penggupat sebagai pihak yang
bertanggung jawad memelihara dan merawat rumah dan
tanah sengketa ;

. KHenyatakan putusan dalam provisi ini dapat dijclan-

¥an terlebih dahulu walaupun ada banding, verzzt

dan kacasi ;

DALAM POKOK PERIARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan Penggugat adalah akhliwaris yang sah
dari almarhum HNy. Tan Joe Nio ;

3. Menyatakan Pengpgugat adalah orang yang paling
berhak atag rumah dan tanah sengketa ;

4, NMenyatakan rumah dan tanah sengketa adalah hak
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milix Penggugat karena warisan ;
Menyatekan Surat Keputugan Menteri ZPertanian
dan Agraria masing-masing No. Peta 7/5/4S tang-

gal 20 Maret 1984, dan No. SK 34/HM/85 tanggal

11 Maret 1985, serta Sertifikat Hek Milik ko.210/
Kebon Jeruk dan Surat-guras lainnya tidak mempu -
nyal kekuatan hukup ;

6. Menghukum Tergugat atau oraggrlain yang mempero-
leh hak dari padanya untuk~>menyerahkan rumah dan
tanah sengketa kepada Penggugat dalam kecadaan be-
bas dan kosong ;

7. Menyafakan gita sah dan berharga ;

8. Menyatakgp putusan dalem perkara ini dapat dija -
lankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad)
walaupun ada verzet, banding atau kasasiA;

9. Menghbukum Tergugat membeyar biaye yang timbul da-
lam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

~=_ Penggugat mohon keadilan ;

ya menurut hukum ;

bahwa terhadap -gugatan tersebut, Tergugat
mengejukan eksepsi yang pade pokoknya

bahwa Surat kuasa Penggugat asli tanggel 8
Mei 1987 bukan surat kuase khusus, karena hanya
menyebutkan untuk mengajukan gugatan tertadap Ter -
gugat asli melaluil Pengadilan Negeri Jakarta Barat
tentang pémilikan tanah dan rumah, tanpa menyebut -
kan tanah dan rumah mang yang dimeksud ;
bahwa oleh karena Penggugat asli belum mem -

buktikan dirinya adalgh ekhliwaris dari almarhum

Ny. Tan Joe Hio

4ﬂ

Kekuatan pembuktian..., Indira Pratiwi, FHUI, 2012



Yy Tan Joe Nio, méka gugatan Penggugat asli yeng
}enyangkut Pemilikan dari rumah dan taﬁah sengke -
ta dalam perkara ini adaleh terlaglu pagi diajukan ;

bahya menurut bukti P-8 dan P-9 telah ter -
bukti disamping Penggugat asli magsih terdapat akhli-
waris.lain dari almarhum Ny. Tan Joe Nio, yaitu Liauw
Glen Nio, Liauw Kim Kee dén Liauw Po Swan, dengan de-
mikien menurut hukum Penggugat asli sendiri tidak da-
pat mengajulkan gugaten atas hagq; warisan yang dimi -~
1iki secagra berséma itu .

bghwa adalah diluar yurisdiksi Pengadilan Ne -
geri untuk menyatakan Surat Keputusen Menteri Perta -
nian dan Agraria No. Peta 7/5/49 tanggel 20 Maret 1964
dan No., SK 34>HM/65 tanggal 11 Maret 1965 serta Serti -
fikat Hak Milik No. 210/Kebon Jzruk tidek mempunyai
kekuatan hukum ;

bahva Karena adanya tuntutan sebegaimana ter -
sebut pada No. 5 diatas, menurut hukum Pemerintah RI.
cqs Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal
Agraria cq. Kantor Agraria harus surut digugat ;
bahwa almarhum bly. Tan Joe Nio telah meninggal

49, )
age tanggal 23 September 1940, 2erdasarkan pasal 835

',.I' K;l]/j-l Perdata tuntuten ini sudah gugur karena daluvarsa

W 3 : 7 / il
<5 Zdelewat 30 tahun hingga 30 September 1970 ;

berdasarkan hal-hal terg:but diatas, Tergugat
asli‘mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menya -
takan gugatan Penpggugat tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan
Negéri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu

putusannya tanggal 1 Desember 1987 No.156/Pdt/G/1987/

PN.Jkt=-Brt .....
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" Menolgk tuntutan provisi tarsebut ;

| DALAM POKOK PERKARA

" Mengabulkan gugataniPenggugat uptuk sebahagian ;
" Mgnyatakan sah dan;berharga sf%a jaminan tersebut
‘1 diatas Nomor4: 156/Pdt/G/195}/PN.JKT.BAﬁ. tangral
" 30 Nopember 1987 yang dilaksanakan Muchamad, Juru -
" gita Pepgadilan Negeri Jakarta Barat ;
Menyatakan Pengguzat adalah salah seorang alkhli -
" waris dari-Ny. Tan Joe Hio ;
" Menyatakan bahwa barang seng:eta tergebut diatas
n(getempat dikenal Jalan Raya Mangga Besar lomor 48
" Surat Ukur Nomor 613 tanggal 9 Agustus 1932) ada -
" lah harte warisan Uy. Tan Joe Nio almarnumah yang
" 'Jatuh kepade para akhliwarisnya antara ;ain Pengaugeat ;
" Menyatakan surat keputusan Menteri Pertanian den Az -

" raria masing-masing Nomor Peta 7/5/49 tanggal 20 lia-

et 1964 dan Nomor 35K 34/HM/6%5 tanggal 11 Maret 1665

" tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menghukum Tergugat dan atau orang lain yang mempero-
" J1eh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menye -

rehkan barang sengkete ini kepada Penggugat ;

Menghukum Tergugat membayar bilaye perkara ini, yang

" hingga kini diteksir sebesar l.152.000,- (seratus -

lima _eees ey
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{lime puluh dua ribu rupieh) ;
filenolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
’ tusan mana dalam tingkat banding atas permohonan
5+ Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan 1inggi
Jakarta dengan putusannya tanggal 30 Juni 1988
o. 246/Pdt/1988/P1.DKI. yang amarnya berbunyi se -
bagal berikut : s
" Menerima permohonan banding Aarsebut f
i Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
" tanggal 1 Desember 1987 No. 156/Pdt/G/1987/FN.JKT.
" BAR. yang dimohonkan banding ;
MENGADILi SENDIRY :
DALAM PROVISI

" Menolak gugat dalam provisi ;

DALAM EKSEPSI : . ' ,

" Menolek eksepsi-elsepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK IFERKARA

" Mengabulkan guget Penggugat untuk sebagian ;
" Menyatekan Penggugat adalah salah seorang akhli -

" viarig dari elmarhum Hy. Tan Joe Nio, yang meninggal

pada tanggal 23 September 1940 ;
lenolak gugat Penggugat untuk selebihnya ;
>filenyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan
'Jﬁlfﬁ oleh : MUCHAMAD, Jurusite Pengadilan Negeri Jakarta
" Barat tanggal 30 Nopember 1987 No. 156/Pdt/G/1987/
" PN.JKT.BAR. tidek syah dan ticdak berharga serta me -

" merintahkaen harus diangkat ;

Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar,

=" biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang

" untuk peradilan tingkat banding ditetapken sebesar

' [p+15.000,~ (lima belasg ribu rupigh) ;
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balwia sesudah putusan terakhir ini diberi -

huken kepada Penggugat - Terbanding pade tanggal

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September

1988 diajukan permohonan kasasi secara lisan rada

tanggal 19 September;1988 sebagaimana ternyata dari

akte permohonan kesasi No. 156#8dt/G/1987/PN.JKT.BAR.

Yang dibuat oleh Panitera Perkara Pengadilan Negeri

Jakarte Barat, permohonan mana kemudian disusul oleh
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima

‘dikepaniteraan Fengadilan segeri tersebut pada tanggal

22 September 1988 ;

: behwa setelah itu oleh Tergugat - 2embanding

Yang pada tanggal 10 Oktober 1988 telah dibreritahukan
tentang memori kasasi dari PYengpugat - Terbanding di

ajukan jawaban memori kasasi yang diterime dikepani -

teraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal

=22 Oktober 1988 ;
AR RS ’

llenimbang, bahwa permohcnan kasasi a quo be
- alasan-alasannya telah diberitahuken kepada
b k lawan dengan seksama diajukan dalam tenggzng
':égktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undeng

Undang, maka oleh karéna itu permchonan kasasi ter

sebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahvia keberatan-keberatan yang di -

ajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori Kasasinya
tergebut pada pokoknya iaglah
1. Bahwa Penggupgat asal gangat keberatan terhadap

pertimbangen Pengadilan Tinggi Jakarta mengenai

daluvarsa ceee....
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embiarkan tanah dan rumgh sengketa dikuasail

leh Tergugat asﬁl atau ol=h siapepun juga.

Upaya-upaya penyelesaian telah ditempuh semen-

Jak tanggal 8 Oktober 1968 melalui Pgnitia re -
laksana Penguasaan lilik Belanda DCI Jakarta,
viée bukti P-14a dan P-14b. akan‘tetapi belum
memperoleh penyeledaian, karengnya telah mence-
gah daluwarsa ( Pencegahanlgggdata )

Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mem-
Pertimbangkan adanya pencegahan perdata tersebut ;

2. Bahwa Pengadilan linggi Jekarta tidek tertidb ber -
acarea, karéna mengernai daluwarsa dalamvpertimbangan
untuk menalak eksepsi sependapat dengan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat, tetapl dalam pokok perkara
dipertimbangkan secara saling bertentargan ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jekerta telah mempertimbang-
kan dgluwarsa delam hubungannya dengan Undang-Undang
No. 5 tahun 1960 dimana lHukum Agraria yang berlaku
atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat ;

Dan didalam Hukum Adat :

risan ( putusan NMahkamah Agung tenggal 27 Pebru-
ari 1975 No. 7 K/Sip/1973 ) ;

Dalam Hukum Adat dengan levatnya waktu saja hak

milik atas tanah tidak hapus ( putusan Mahkamah
Agung tanggal 19 Desember 1473 No. 916 K/8ip/1973 )
¢. Lampau waktu saje tidak mempunyai akibat hilangnyu

suatu hak ( putusan Mahkemah Agung tenggal 31

Juli

Y
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Juli 1973 No. 1037 K/Sip/1971 )
Bahva partimbangan Penpgadilan Tinggl Jakarta

ang menyatakan persil sengketa secara defacto
yang menduduki adalah semula Or. Og Oen Djiang
dan kXemudian sejek tanggal 1 Nopember 1950 Lr.
Tan King Po yang meninggal dunia pada tahun 1960
dan persil tersgbut beralih kepada Tergugat asal
sebagal aknliwaéisnya, adq;éh pertimbangan yang
onvoldoende dan bukanlah-;értimbangan sebagai
Hekim yang baik ( naar goede justitie recht doen
karena :
a. Tidég mempertimbangkan alas hak dari Dr. Oe
Oen .Djiang menduduki persil sengketa sccara
, defacto ;
b. Tidak dipertimbangkannya dasar huk%p dari Dr.
Tan King Po menduduki persil sengketa sejak
1 Nopember 1950 ;
c. Dan yang teramat penting ialah meninggalnye
Dr. Tan King Po- menurut Yengadilan Tinggi Ja -

é\karta adalah tahun 1360 ;

e menurut Pengadllan Tinggi Jekarta Dr. Ten -

' “';f Mﬁﬂg Po meninggel dunia pada tahun 1960 effectief

\ . /

\»A”ﬁﬁ"burat Keputusan llenteri Pertanien dan Agrarla tang-

gal 20 Maret 1964 ( bdbukti P— 5/T7-6 ) dan Keputusan
Menteri Agraria tenggal 11 Maret 1965 No. SK. 34/
HM/65 ( bukti P-6/T-7 ) dimana Lr. Tan King Po

pada tanggal 30 Oktober 1963 telah mengajukan per-
mohonan agar diizinkan membeli persil sengkete dan
tanggal 14 April 1964 mengajuken permohonan hak mi -

lik, adalah diluar Ketentuan perundang~-undangan
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ebab tidak mungkin orang yang sudah meninggal

nia pada tahun 1960 lalu mengajukah permohonan
dada tahun 1963 ;

ahva pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta yang
menyatakan bahwa bukti-bukti Tergugat asal untukx
sebggian besar adalah éama dengan bukti-bukti yang
diejukan oleh Penggugat asal,, dan bukti-bukti T-6
T-7 dan T-8 meskipun oleh fﬁétansi yang mengeluar -
kan telah diragukan namuﬁvbelum dicabut, sehingga
dengan demikian masih berlaku, adalah pertimbengan
yang onvoldoende gemotiveerd dan saling bertentang
. an,.sebab :

Qs Pengaéilan Tinggili hanya memperhatikan keberatan-
keberatan yang diajukan oleh Tergugat asal saja,
sehgrusnya lHakim Banding mengulang meémeriksa kem-
bali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenazi
fakta maupun mgngenai per.erapan hukumnya ( yuris -

prudensi Maghkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975

KA eh akhliwaris terhadep seseorang yang dengan
53§¢melawan hukum menduéuki tanah warisan dan terbiz-
nya SK Menteri Pertenian dan Agraria ( »~5 dan 7-0
adalah akibat kelicikan pihak Tergugat esal, aken
tetapi Pengadilan Tinggi calam pertimbangannya
telah menyimpang dari pdsita dan petitﬁm, malah
cenderung menjadi perkara " kewarganegaraan "

yeng oleh Tergugat asal baik dalam jawabannya

maupun dalam memori banding, masalah status

kewarganefaraan
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o

\ kewarganegaraan Fenggugat asal ticex diper -

lsoalkan, oleh karenanya Hakim Banding disem -

J .
/pipg overbodig juga telah berbuat melampaui

batas wewenangnya ;
‘Bahwa Pengadilan 1inggi Jakarta tanpa mempertim-
bhangkan bukti-bukti pihak Fenggugat asal, telah
gecara apriori menyatakan bahwa persil sengketa
sejek tanggal 23°Maret 1965 tertulis atas nama
Dr. Tan King Po den kemqquh pada tanggal 16 De-
sember 1969 atas nama Tergugat asel ( bukti T.6.
7.7 dan T.8 ) padahal bukti-bukti tersebut memi-
1iki cacat hukum seperti diuraikan dibawah.ini 2
a. Berdésarkan surat dari Kantor Pendaftaran dan
Pengéwasan Pendaftaran Tansgh di Jekarta, per -
sil sengketa bekas eigenc¢om verponding No.18026,
Surat Ukur tanggael 9 Aguetus 1932 No. 613 ter -
tulis atas nama Tan Joe Nio ( P=3 ) ;
b. Persil senglkete tidak pernah dijual kepada si -
apapun juga terbukti Boubewijs Asli No.1256/RB
. tanggal 2 Agustus 1939 masih berada ditangan
xi‘glw. Tan Joe Hio ( P=10 dan P-12 ) ;
f;ﬁ-Lbu Penggugat asal Ny. Tan Joe Nio adaleh se -
“Brang Nederlands Onderdaan ( Kaula Negara Ee -
landa bukan orang Belanda ) yangﬂlahir di Ta -
ngerang, vide verklaring van Ingezetenschap
No. 52 tanggal 11 April 1936 ( F-2z1 ) kare -
nanya persil sengketa tidak terkena Undang -
Undang No. 3 Prp. tahun 1960 dan tidek dapat
menjadi milik Negara ;

d. Terbitnya SK Menteri Yertanien dan Agraria

No. Petla 'ﬁ?“
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No. Peta 7/5/49 tanggal 20 ldaret 1964 ( 1-6 )
adalah suatu kekeliruan, karena tidak mungkin
persil sengketa dijual kepada Dr. Tan King Po

berdasarkan permohonannya tanggal 30 Oktober

1963 sebadb Dr. Tan King Po telah meninggal du-

nia dalam tahun 1960 ;

e. Menurut pertimbafigan K Menteri Pertanian dan
Agraria No. Peta 7/5/49,£rﬁ;6 ) rumah beserta
tanah sengketa adalah bekas milik perseorangan

“warge negara Belanda yang dikuasai oleh Peme -
rintah berdasarkan Undang~Undang No. 3 Prp.
tahun 1960. Pertimbangan ini adalah pertim -
bangan';ang keliru karena Pengguget asal telah
membuktikan bahwa persil. sengketa adalah milik
Ny. Ten Joe Wio ( »-1, P-2, P-3 dan P-13 ) ;

f. Andaikan persil sengketa pernahldijual kepada

Dr. O Oen Djiang, terlebih dahulu harus dilak-

sanakan balik nama kepada Ppara eskhliwaris dari

Ny. Tan Joe Nio, kemudian baru dibalik nama ke-

ada Dr. Oe Oen Djiang. Balik nama tanah eigen-
om harus memenuhi peraturan Overschrijvings
#g;ﬁghtie dan Ordonantie Bea Balik Nama yang
dibuktikan dengan akte elgendom dan tanda  -bukti
getoran bea balik nama darl Kas Negeri ( P-12 ).
Dengan demikian Perggugat nsal telah berhasil
membuktikan kebengran sangkalannya, namun lalkim
Banding tanpa mempertimbangkan bukti-bukti Peng
gugat asal® tersebut telall meng - cut something

down, yakni memulail pertimbangennya dari bukti

T.6. T.7 dan T.8, padahal ia menyadari bahwva
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R tl T-6 adalal suatu kekeliruan ;

eliruan lain dalam -6 ialeh telah terjadi
erlap ates persil sengketa, dimana hak ei
gendom verponding No. 18026 belum pernah di -
cabut, berdaserkan ketentuan Konversi telah
dikonventir menjaQi Hak Guna Bangunan, diagtas
tangh yang samea diberikan pala Hak Guna Banguran
kepada Tergugat ‘asal (.T—B.J. Kemudian tanpa
mencabut atau membat&lkgﬁwﬁuk Guna Bangunan di-
maksud T-6 pada tanggal 11 Maret 1965 telah pu -
le diberikan Hek iilik kepada Tergugat agal (L-7)
h. Dukti T-6 dan 0=-7 saling bertentangan, dimana
pada Konsiderans T-6 disebutkan u
1. Baﬁ&a rumah/pavilyun beserta tanghnya itu
adalah bekasg milik pergeorangan warganegara
Belanda ......., sedangkan pada bukKti -7
tercantum
Behwa tanah yang dimuksud diatas adalah
tanah bekas hak eigendom Verponding No.
18026 tertulis atas nama Tan Joe Nio ;

Bahwa rumgh yang ada dietes tanah tersebut

kepunyaan Dr. Oe Oen Djiang ..... ;

2. Daglam dictum bulkti T-6 atas tanal sengketa
telaeh diberikean Hak Guna Bangunan, sedangkan
dalam dictum T-7 terhadap tanall sengketa te -
lah diberikan Hak milik ;

3. kenurut ketentuan Agraria yangvberlaku, Hak
Guna Bangunan tersgsebut harus dibatalkan ter -
lebih dahulu, bYarw kemudian diberikan Halk Milik,

Bila tidak demikian altan terjadi "overlap"

( tumpang .".'¢?H
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(tumpang tindih) hak atas gsebideng tanch
Yang sama, i.c. Hak iilik bereda diatacs

"Hak Guna Bangunan, yang secara hukum 3%i-

dak boleh terjadi ;

8. Bahvia telah terbukti tanah dan rumah sengketa
adalah milik ibu Penggugat aeal Tan Joe lliio,
den berdasarkan Surat Wasia® Ho. 18 (bukti -8
dan pernyataan sebagail akhliw&£1§ Ak%se lNotaris
No. 89 (bukti P-9), serta Surat Kenal Kelghiran
ekhliwarig dari Tan Joe lio ;
Akan tetapi Penwadilan Uinggi Jgkarta secara ke -
lirt memperti@bangkan bahwa buk i P-9 yang neru -
pekan sebuah”ﬁkte authentik sebazeil suatu pernya -

- taan yang kurang lengkap, karens menurut Yur}spru-
dengi : walaupul. tidak semua akhliwaris Turut meti-
gugat, tidaeklah menjadikan batalnya azau tidok salk-
nya surat gugatan itu ( putusan Hehkamah Agung teng-
gal 1 Mei 1975 No. 64.K/8ip/1974 dan putusan lehka-
mgh Agung tanggal 25 Nopember 1975 Ho. 516 K/$ip/1973

9. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telall salah menerap-

awq&;\\kan pasal 9 Peraturan lMenteri Agraria No.'2 tahun
\"

el O

hunf1954 gecara mutatis mutandis ;
b. iMemperbaiki pencgasan konversi dari Hak Guna -
Bangunan menjadi lak Milik ;
10, thwé gegual dengen ketentuan-ketentuén dalém Undang-
Undang Pokok Agraria dan Peraturan jienteri Agraria
No. 2 tahun 1960, persil sengketa ex eigendom ver -
ponding Ho. 18026 demi hukum telal. dikonversi men -
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sana Penguasaan Milik Belanda DCI Jakarta, tetapi

belum memperoleh penyelesaian ; .
Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jgkarta telah salah
dengan menganggap Penggugat asgfﬁfelah melalaikan
kevajiban mengenai penegasan kewarganegaraan, me -
laksanakan konversi mohon sertifikat Hpk Guna Bangun
an, karena jauh sebelum tanggal 24 September 1970
Penggugat asai telah mengurus dan minta sertifikat
Hek Guna Bané&nan sebagaimana diatur dalam pasal 1
FMDN Ho. 2/1970 ; |
11. Bahwe diberikannya persil sengketa kepada Lr. Tan
King Po dengan Hak Guna Bangunan (P-5/1-6) kemu -
dian menjadi Hak milik (P~6/T-7) adalah suatu ke -

—qu#N‘keliruan sebab persil senpketa bukanlah golongean

s
[l

Menimbang :

" Mengenai keberatan-keberptan ad. 1, 2, 3 dan 9

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat di -
benarkén, tarena Pengadilan 1inggi Jgkarta tidek salah
menerapkan mkum ; ' |
mengenai keberatan-kebergtan Ad. 4, 5, 6a dan b, 7a

s/d. h., 8, 10 dan 11

bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat
dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pem -

buktian yang bersifat penghargean tentang suatu kenya-

taan ﬁ?.
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hukum, sebagaimana yang dimaksud dalem pasal 30

Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diper -
timbangkan diatas, lagi pula. dari sebab tidak ter -
nyata bahwa putusan Pengadilan Q;gégi caxarta, da -
lam perkara ini bertentangan dengar hukum dan /
atau Undang-Undang, maka permohonan kesasi yang dI -
ajukan oleh’ Pemohon kasasi : Ny. Dina Setiadi ter -
sebut harus difolak ;

Memperhﬁtikan pasal-pasal dari Undang-Undang
Ho.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985
yang bersangkutan ;

MENGADITLI

llenolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi

/??===§X<\DINA SETIADI, dahulu bernama : LIAUY DIES NIO
o '

'\N /\,

Menghukum Temohon kasasi akan membayar biaye
3 ara dalam tingkat kasasi ini ditetapgan sebanyeck
m.Z0.000,? (dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlaﬁ diputuskan dalam rapa~ permusya -
viaratan lahkamah Agung pada hari Kemis, tanggal 21
Januari 1993, dengan Gunawan, SH. Hakim Agung yang

ditunjuk oleh Ketua lMahkamah Agung jebagai Ketua Si -

dang, HNy.1l+.8. Aglamiah Sulaeman, SH. dan Sgmsoeddin

Aboebakar, SH. sebagai lakim-Hakim Anggota, dan diu -

capkan dalam sidang terbuka untuk urum paia hari
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SABTU , T.NGGAL 30 JANUARI 1993, oleh Ketua

' Sigang téreevut, desgan dihadiri oleh Ny.T.S. As -
lamish Sulaeman, SH. dan Samsoeddin Aboebakar, SH.
Hakih;Hakim Anggote, M. Muchtar, SH., Panitera Peng -
ganti, dengan tidalk dihndiri oleh kedua belah pihak.-

Hekim - Hakim Anggota : Ketue
$td/Ny.T.S. Aslamiah Sulaeman, SH. ‘e Ttd/Guneaweaen , SH.

ttd/Samsoeddin Aboebekar, SH.

Haya = biaye s Panitera Penggenti :

TWMeteradaeeneineess B 1.000,-
klR ed ak s b N .M' 1.000 ¢=
5 Administrasi kasasi ¢ose  .18+000.- +

ttd/M. Muchter, SH.

Jumlah Hpe 204000, =~

pESEs=C=E=aS3IEESsSa

Untuk Salinan.
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s———— Putusan perkara Bida/ Perdata dalam tingkat : AN
i copy Kasasi.

AR AHNARR Bt o
i ROSHMIH 20Dl MK PORR] S KA KX tinggal 0 Son Lt
Mahkamah Agung Republik [ndonesin

Nomor: 5837 ®/Pdt/1206.
Bahwa isi putusan ini telah diberitnhuken kepoda
1. Kuasa Pemohon Kasasi pacde teznchul 24 Mel 1653,
2. Kuasa Termohon Kasasi pada tanggal 24 !-‘.ei 13973,

hatsesuai dengan aslinya pada tanggal __ 3 Juni 1993,

0l '
~——— Putusan / RefXdp¥ K ini dikeluarkan pada tangpal 3 Juni 1993.

copy

grmohonan ;. _Kuasa Termohon Kasasi, untuk yang portana.

GAMh, S.il.

/ .
/—.-iIP.: G400063550.,

dibayar dan kas

mggal 3 Juni 1993,
e s : Rp. 4,750,--
i . Rp. 1.000,--

f) 25

L
(Pazal Dencerini)

vV

nlah ¢ Rp. 5.750,~--

ITIAN :

it yang tidak perlu

Emmik:m selalu tanggal dan nomor Putusan / Penctapan
fnama-nama yang tercdapat pada map turunan/ foto copy

USAN / PENETAPAN HALAMAN PERTAMA dan lembar ini,
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